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ABSTRAK

GATOT EFRIANTO, 210151011, PERAN KEARIFAN LOKAL TERHADAP
PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN DAN MASYARAKAT BADUY
DALAM RANGKA MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA.

Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat
baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang mempunyai tujuan
membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan tertib terhadap aturan
yang ada. Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan atau dicirikan dengan
kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat suatu
daerah tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut yang
mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional
yang memang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri keanekaragaman bangsa
Indonesia. Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu
bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang
bersangkutan dari abad ke abad, oleh karena itu maka setiap bangsa memiliki adat
kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Ketidaksamaan
inilah kita dapat mengatakan bahwa adat merupakan unsur yang terpenting
memberikan identitas. Menurut Soepomo mengatakan bahwa untuk menghindari
kebingungan pengertian dan istilah “hukum adat” ini dipakai sebagai sinonim dari
hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, hukum yang yang hidup
sebagai konvensi di badan negara, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan
yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, semua inilah merupakan “adat”
adat hukum yang tidak tertulis. Dari uraian di atas yang menarik perhatian terlihat
bahwa Soepomo melepaskan perhatiannya terhadap hal-hal atau bagian-bagian
yang tertulis dan memahamkan hukum adat itu sebagai hukum yang tidak tertulis
dalam arti yang luas dan hukum adat dalam arti hukum kebiasaan yang tidak
tertulis. Jadi “hukum yang tidak tertulis” itu tidak hanya meliputi yang hidup dan
dipertahankan sebagai peraturan adat di dalam masyarakat adat (customary law)
yang lazim disebut hukum adat (dalam arti sempit). Dalam rumusan masalah
menjelaskan bagaimana permasalahan dan kendala konflik sosial di masyarakat
Baduy terhadap perkawinan melalui kearifan lokal, sejauhmana pengaruh kearifan
lokal terhadap konflik sosial masyarakat Baduy di dalam relevansinya
pembaharuan hukum di Indonesia, bagaimana penyelesaian terjadinya konflik
sosial dalam pembaharuan hukum di Indonesia melalui kearifan lokal. Jenis
penelitian lazimnya di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh
langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder).
Data primer diperoleh langsung dari orang pertama yakni prilaku warga
masyarakat melalui penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi,
buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Data Penelitian
merupakan gejala yang dihadapi yang ingin diungkap kebenarannya. Gejala
tersebut merupakan data yang diteliti, sedangkan hasilnya juga dinamakan data.
~Sumber data penelitian adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan.
; Pengetahu?‘“.. tentang = sumber data merupakan hal yang. sangat penting
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untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang
sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan Data Penelitian adalah cara yang
dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan
metode pengumpulan  data yang tepat dalam suatu penelitian akan
memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya
akan memungkinkan generalisasi yang obyektif. Menurut Soerjono Soekanto
mendefinisikan bahwa hukum adat sebagai komplek adat-adat yang tidak
terkodisikasi (tidak tersusun) dan mempunyai sifat pemaksa (sebagai akibat
hukum). Menurut Hilman Hadikusuma mendefinisikan bahwa hukum adat
sebagai aturan kebiasaan dalam hidup masyarakat, kehidupan manusia berawal
dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut
kebiasaan dan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara. Apabila kita
melihat dari kaca mata kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan
(wisdom) dan lokal (local) secara umum berarti local wisdom (kearifan setempat)
dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana,
penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota
masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat
setempat maupun kondisi geografi dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan
budaya masa lalu yang secara patut secara terus menerus dijadikan pegangan
hidup, meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya sangat
universal. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan
mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia.
Keanekaragaman dari adat istiadat di Indonesia perlu dipahami bukan saja sebagai
kenyataan melainkan perlu ditindak lanjuti dengan pemahaman terhadap hukum-
hukum adat yang tidak tertulis yang masih berlaku, sehingga konflik sosial dapat
diselesaikan dengan cara kearifan lokal sehingga akan terjadi masyarakat yang
tertib dan saling menghormati setiap sendi hukum yang berlaku dan
mencerminkan hukum dari masyarakat adat. Kearifan lokal yang berkembang di
tengah masyarakat tetap harus dipertahankan karena sekecil permasalahan hukum
yang telah terjadi di tengah masyarakat akan dapat diselesaikan sesuai dengan
kehidupan masyarakat adatnya. Hukum adat walaupun sebagai hukum
pendamping dalam kenyataannya masih dipegang teguh oleh masyarakat adat,
dengan saling menghargai sesama manusia yang hidup semua persoalan yang
akan timbul dengan sendiri dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk

mufakat.
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ABSTRACT

GATOT EFRIANTO. 2I0ISIQHL ROLE OF LOCAL WISDOM TQ THE
VARRIAGE OF SAMIN AND BADUY COMMUNITIES IN ORDUER TO
OW ARD [ FGAL RENEWAL IN INDONESIA.

Law is 2 rule which arise and thrive in the midst of society either the societies of

s odem and rraditional, which have the purpose of forming and creating a society
a1 is obodient and onderly to the rules that exist, law customan is more often
dentified or characterized by customs  which carried by people,  group
commuunities an area spevific, but not alot of people, groups, communities that are
aware that the legal customs have become part of the system of laws nation wide
that was supposad and views of the characteristic Kebhinekaan Bangsa Indonesia,
indigenous is a reflection rather than the personality of something a nation that is
one of the incamation than the soul of the nation that from a century to a bad. by
because it then every nation has the customary” habit of its own which are not the
same between one to the other, precisely the inequality of this we can say that
custom is the element that is mast important give identity, according Supoma said
that to avoid confusion understanding and the term “legal custom™ is used as a
synonym of laws that are not written in the legislative, legal life as a convention in
the body of the state, the law that is alive as a regulation of the custom that was
required in the social life. all of this is the “indigenous" customary laws are not
written, from the description at the top of which attract the attention shown that
Supomo releasing his attention to things or parts are written and understand the
laws customary that a law that is not written in the sense that is extensive and law
customary within the meaning of the law of customs that are not written, So "the
law which is not written”, it not only covers the life and preserved as a rule
customary in the community customs (customary law) which is commonly called
the law of custom (within the meaning narrow), in the formulation of the problem
de-scribes how the problems and constraints of social conflict in society Baduy
against through local wisdom, influence of wisdom locally against conflicts social
community Baduy in the relevance 0 legal reform in Indonesia, How can the
settlement of the conflict social in the renewal of the law in Indonesia through the
wisdom of local. Type the research in the study distinguished between data
obtained directly from the public (primary data) and of library materials
(secondary data). Primary data obtained directly from the first person in the
behavior of citizens through research. Secondary data obtained {rom official
documents, books, research results in the form of reports, diaries Research data is
a symptom that is faced that wants to be revealed truthfully, the phenomenon s
the data under study. while the results are also called data. Source reaseach data is
the obtainment of the desired data. Knowledge about the data source is very
important to know so that ,there_.am no mistakes in choosing a data_source in
accordance with the rescarch ebjectives, Research Data Collection is a method
~ used by a researcher to obtain the required data. With the right data collection
methods in a study will enable the achlevemc_nt of problems in a valid and reliable.
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myannet which wall wltimate Iy enable objective g!‘r\‘“r.\!ﬂﬂﬁﬂn A\q..;.i_\nrdiﬂg 1)
Cocrone Sockanto detines that customary law 19 a comples of custom that s net
codiied (ot sne mired) and has a covroive nature (as @ result of law ) Awwdmg
te Hdman Hadikvsuima detine that law Ludomary as a rule of custern in the hife of
worcty, the tives of humans originated from a family and they have set them
whee amd their members according to the habit and it will be brought n the
wicin and state. When we look at from the glass eyes of windom locally derived
froen two words, namely wisdom (wisdom) and local (local) in general means that
val wisdom (wisdom locals) can be understood as the ideas of local (local} who
are wise, full of wisdom. worth well, which is embedded and followed by
members of the community. Local wisdom is formed as a cultural superiornity of
the local community and geographical conditions in a broad sense. Wisdom
focally is a cultural past and which is constantly being used as a handle lile,
though valuable local but a value that is contained in it is very universal. Wisdom
focally can be translated as the work sense of gratitude, a feeling of depth,
character, shape temperament, and advice for the glory of man. Diversity of
customs and traditions in Indonesia needs to be understood not only as a reality
but need to be followed up with an understanding of the laws of customs which
are not written are still valid, so the conflicts social can be resolved by way of
wisdom locally that will happen people are orderly and mutually respect each
joint legal which applies and reflects the laws of indigenous peoples. Wisdom
locally are grown in the middle of society still have to be maintained as small as
issues of law that have occurred in the middle of the community will be resolved
in accordance with the life of the community customary. Customary law although
as a companion law in reality is still held firmly by indigenous peoples, with
mutual respect for fellow humans who live all the problems that will arise by them
selves can be resolved by way of deliberation to reach consensus,

Promotor : Prof.Dr.Eriyantouw Wahid, SH, MH.
Co-Promotor ; Dr.Endyk M.Asror, SH, MH.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur  kehadirat Allah SWT  yang telah
melimpahkan rahmad, hidayah dan karunianya kepada kita semua dan khususnya
kepada penulis, karena berkat rahmad dan hidayahnya penulis dapat
menyelesaikan disertasi ini tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan ini diawali hobby penulis sebagai petualang, rasa
keprihatinan penulis, melihat kearifan lokal di wilayah Indonesia yang
mempunyai budaya musyawarah untuk mufakat. Fenomena konflik sosial yang
telah banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia justru disebabkan karena, ras,
agama, dan adat istiadat, yang sulit sekali diselesaikan dan dipecahkan untuk
mencari akar permasalahannya.

Keberhasilan studi di Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas
Trisakti dan dengan kerendahan hati, disampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya dan tak terbayarkan dengan apapun juga kepada semua pihak
yang telah mendukung dengan sepenuh hati, memberikan saran dan masukkan
hingga discrtas_i ini selesai.

Pertama, penulis menyampaikan terimakasih yang teramat terpelaj‘ar kepada
Rektor“,Uni\;efsitas Trisakti Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., Ph.D., Ketua
pro(}mmv" Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum L-J'niversita‘; Trisakti Prof. Dr.
Fnydntuuw Wﬂhld S H.. M.H.,, Sekretans Program Pascasar_;am Doktor llmu

Hukum Umvusuas I‘nsaku Dr. Endang Pandamdan S:H.,-CN, MH seluruh .

'dosen pengajar Prof Dr Tubag,us Ronny Nmbaskard Dr. dr Rudl Hartanto
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M.Fils., Prof. Dr. Philipus M.Hadjon, S.H., Prof. Dr. Bintan R.Saragih, S.H.,
Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Esmi Warasih, S.H., M.H.,
Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., Prof.Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M,,
Ph.D dan seluruh karyawan Program Pascasarjana Doktor IImu Hukum
Universitas Trisakti.

Kedua, terimakasih penulis yang amat terpelajar kepada Prof. Dr.
Eriyantouw Wahid, S.H., M.H sebagai promotor, dan Dr. Endyk M.Asror, S.H.,
M.H sebagai co-promotor, yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan
bimbingannya di tengah-tengah pekerjaan dan kesibukannya mereka.

Ketiga, terimakasih penulis yang amat terpelajar kepada penguji, yakni
Prof. Dr. Eriyantouw Wahid, S.H., M.H., Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H.,
M.H., Dr. dr. Rudy Hartanto, M.Fils., Dr. Gunawan Djaajaputra, S.H, S.S, M.H.,
Dr. Endyk M.Asror, S.H., M.H., Dr. Endang Pandamdari, S.H, C.N, M.H, yang
penuh ketelitian dalam memberikan telaah, sehingga turut mewarnai disertasi ini.

Keempat, terimakasih penulis kepada yang amat terpelajar Rektor
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Inspektur Jenderal Polisi (P) Dr. Drs.
H. Bambang Karsono, S.H., M.M, yang telah memberikan kesempatan untuk
dapat melanjutkan dan menyempurnakan study, memberikan kritikan, semangat,
buku, makalah, masukan, wacana pemikiran dan pencerahan dalam menganalisis
suatu permasalahan hukum sehingga dapat menyempurnakan diserta_si ini.

Kelima, terimakasih pénulis kepada yang amét terpelajar Inspektur Jenderal

Polisi (P) Prof. Drs. Koesparmono Irsan. S.H., M.M., MBA., yang tidak ada
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henti-hentinya memberikan motifasi, spirit dan semangat kepada penulis sampai
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angkatan 13 (tiga belas) Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas
Trisakti Rolando V.A Hutajulu, S.H., M.H., Endang Hadrian, S.H., M.H., Dwi
Seno Wijanarko, S.H., M.H., Lukman Hakim, S.H., M.H., Arus Akbar Silondae,
S.H., LL.M., Dyah Setyorini, S.H., Sp.N., M.H., Gandes Candra Kirana, S.H.,
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memberikan dorongan, semangat, kritikan, wacana pemikiran dan pencerahan
dalam menganalisis suatu permasalah.

Ketujuh, terimaksih penulis kepada ayahanda Sersan Mayor Polisi (alm)
Soenardi, ibunda Pudjiningsih, istriku Nunung Anggraeni, S.E, ananda Lukman
Nur Hakim Karsono, adinda Aqila Khairina Humariya, dan H.Mardani Mura
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sumber inspirasi dan kesabarannya menemani penulis untuk bekerja keras demi
masa depan penulis.
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pengetahuan yang komprehensif dan multidisiplin.
Jakarta, 26 Maret 2019

Penulis,

Gatot Efrianto
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MOTTO

BARANG SIAPA MENEMPUH SUATU CARA YANG MEMUDAHKAN ORANG
UNTUK MEMPEROLEH ILMU, ALLAH AKAN MEMUDAHKAN
BAGINYA JALAN MASUK SURGA
(HR.MUSLIM)

MENUNTUT ILMU ITU WAJIB BAGI SETIAP MUSLIM, DAN SESUNGGUHNY A
ORANG YANG MENUNTUT ILMU ITU DIMINTAKAN AMPUN BAGINYA OLEH
SEGALA SESUATU SAMPAI IKAN-IKAN DI LAUT
(HR.IBNU'ALBAR DARI ANAS)

PELAJARILAH ILMU PENGETAHUAN, SESUNGGUHNYA BELAJAR ILMU
! KARENA ALLAH ADALAH TAKWA, MENUNTUT ILMU ADALAH IBADAH,
" MENGINGATNYA ADALAH TASBIH, MENCARINYA ADALAH JIHAD,
ki MENGAJARKANNYA KEPADA ORANG YANG TIDAK TAHU ADALAH
SEDEKAH
b (HR.IBN.ABDIL BARR AN NAMIRY)

KEBENARAN YANG BENAR DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN
KEBENARAN KEBENARAN KEBENARAN YANG BENAR
(BAMBANG KARSONO)

«BELAJAR SEUMUR HIDUP TIDAK ADA HENTINYA BELAJAR DAN
MENIMBA ILMU DARI GURU MAUPUN BUKU
(GATOT EFRIANTO)

SABAR MERUPAKAN SESUATU YANG SULIT UNTUK DILAKUKAN BAGI
SEBAGIAN ORANG. TETAPI JIKA DILAKUKAN DAPAT MEMBAWA
KETENANGAN HATI DAN PIKIRAN
(NUNUNG ANGGRAENI)
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Membicarakan hukum terlebih dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan
lokal, agama dan budaya jelas merupakan pembahasan yang tidak
sederhana, diperlukan kehati-hatian, ketelitian dan sikap terbuka baik itu
kritikan dan masukan, terlebih lagi apabila masalah ini dibicarakan ke dalam
forum akademik di negara ini yang penuh dengan keanekaragaman dan
kebhinekaan terlebih yang masyarakatnya homogen.! Tanpa hukum tidak
akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban kehidupan manusia akan menjadi
kacau, suatu sistem hukum yang tertib adalah kondisi utama bagi kehidupan
masyarakat pada berbagai susunan kehidupan tanpa membedakan kelas
sosial dan kelompok sosial. Pada kehidupan mereka (masyarakat adat)
menganggap bahwa penguasa yang termanifestasikan dalam bentuk raja
atau kepala adat adalah sumber-sumber kewenangan yang memiliki otoritas
menciptakan hukum yang ditaati oleh pengikutnya, karena para pengikutnya
menganggap penguasa adalah wakil dari Tuhan yang mendapat wahyu.2

Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang di tengah
masyarakat baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang

mempunyai tujuan membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan

' Esmi Warassih Pujirahayu, Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Sisi Lain Hukum
Yang Terlupakan, (Yogyakarta : Thafa Media, 2016), Him.3

2 Elly M.Setiadi, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pengantar Fakta Dan Gejala
Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya, (Jakarta : Kencana Prenadamedia
Group, 2013), Him 344-345.
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tertib terhadap aturan yang ada. Dalam melengkapi keanekaragaman bentuk
aturan hukum yang berada di Indonesia salah satunya adalah tentang
perkawinan  dan  Indonesia  sendiri mempunyai  suku  yang  berjumlah
mencapai 1340 suku.' Perkawinan merupakan perilaku ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini menjadi baik, perkawinan bukan
saja terjadi di Kalangan manusia saja, oleh karena manusia adalah mahluk
yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang
beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan
bermasyarakat.’

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan atau dicirikan dengan
kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat
suatu daerah tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat
tersebut yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari
sistem hukum nasional yang memang seharusnya diketahui dan dilihat dari
ciri Kebhenikaan Bangsa Indonesia.

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu
bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang
bersangkutan dari abad ke abad, oleh karena itu maka setiap bangsa
memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama,

justru ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat merupakan
unsur yang terpenting memberikan identitas, tingkat beradapan manapun

cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat

3 hip:/www.kitabangga.com, hari Kamis, 5 juli 2018, jam 11.20 Wib.

4 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung : Mandar Maju, 2007), Him.|
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kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling yang terlihat dalam proses
kemajuan jaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan
keadaan dan kehendak jaman sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap
segar, di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh
dacrah-dacrah suku bangsa dalah  berbeda-beda meskipun  dasar  serta
sifatnya adalah satu, yaitu Ke-Indonesiaannya, oleh karena itu maka adat
bangsa Indonesia dapat dikatakan merupakan “Bhineka™ (berbeda-beda di
daerah suku-suku bangsanya), “Tunggal lka" (tetapi tetap satu juga, yaitu
dasar dan sifat keindonesiannya), adat bangsa Indonesia yang “Bhineka
Tunggal lka" ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa
bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi
mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya, adat istiadat yang
hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan
sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.’

I.  Adat dan Hukum Adat \/

Adat merupakan cerminan dari pada kepribadian suatu bangsa,
yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari
abad ke abad, oleh karena itu maka setiap bangsa di dunia ini
memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya
tidak akan sama.

Justru dengan ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan

bahwa adat itu merupakan unsur-unsur yang terpenting yang dapat

5 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta

PT.Gunung Agung, Cetakan Ketujuh Belas, 2014), Him 13
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memberihan wdentitas suatu bangsa, kehidupan modern dan peradapan
ternyata idak dapat menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam
masyarakat, sehingga yang terlihat dalam proses kemajuan jaman saja,
bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak
zaman, schingga adat tersebut menjadi kekal dan abadi. Di negara
Indonesia, adat yang dimiliki oleh dacrah sangatlah berbeda-beda,
meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu Indonesia dengan
demikian Indonesia dapat dikatakan “Kebhinekaan Tunggal Ika".
Kebhinekaan Tunggal Ika selalu berkembang dengan senantiasa
bergerak mengikuti perkembangan dan peradapan bangsa ini, adat
istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi inilah dijadikan
sumber dan mengagumkan Kebhinekaan bangsa Indonesia.’

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab,
“"Huk'm” dan “Adah” yang artinya adalah keseluruhan atau
ketentuan, dalam hukum Islam mengenal “hukum syari'ah” yang
berisi lima mcam suruhan atau perintah yang disebut “al ahkam al
khamsyah™ yaitu : fardh (wajib), haram (larangan), mandub atau
sunnah (anjuran), makruh (celaan) dan jaiz, mubah atau halal
(kebolehan), yaitu merupakan prilaku masyarakat yang selalu terjadi
dalam kehidupannya, jadi hukum adat itu merupakan hukum
kebiasaan yang dilakukan oleh orang dan masyarakat adatnya secara

terus menerus tanpa adanya batasan,

© Ibid, Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Him. 13
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Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini
sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh pada masa
kepemimpinan  Sultan Iskandar Muda (1607-1636), hukum adat
tersebut telah dipergunakan dan ditemukan dalam kitab hukum yang
diberi nama “Makuta Alam" kemudian di dalam kitab hukum
“safinatul hukkam fi takhlisil khassam", yang ditulis oleh Jamaluddin
bin Syeh Muhammad Kamaludin, anak dari Kadhi Baginda Khatib
Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaiddin Johan Syah (1781-
1895), yang isinya kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam

memeriksa perkara seorang hakim haruslah memperhatikan hukum
syara, hukum adat, serta adat dan resam (pembawan, keadaan tubuh).
Istilah hukum adat diberbagai wilayah di Indonesia, sebagian
bahasa mengatakan bahwa istilah itu adalah terjemahan langsung dari
istilah Indigeneous people, namun sebagian juga menganggapnya
bukan merupakan terjemahan dari istilah tersebut. Survival
Internasional membedakan antara masyarakat asli (idigenuos people)
dengan suku asli (tribal people), menurut pandangannya suku asli
tidak sama dengan masyarakat asli. Masyarakat asli adalah seluruh
penduduk asli suatu Negara, sedangkan suku asli adalah bagian dari
masyarakat asli yang masih hidup dalam suatu masyarakat kesukuan
yang mempunyai budaya dan gaya hidup yang berbeda dari yang lain.
Ada beberapa suku asli yang membedakannya dengan masyarakat asli

pada umumnya seperti gaya hidup, berburu, budaya. Definisi
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mengenai istilah masyarakat adat pernah dirumuskan oleh jaringan
Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (Japhama) pada tahun 1993, yang
mengatakan bahwa masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat
yang memiliki asal usul (secara turun temurun) di wilayah geografis
tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan
wilayah sendiri. Definisi ini diadopsi oleh Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) pada Kongres 1 tahun 1999. Menurut Konvensi
ILO 169 tentang bangsa pribumi dan masyarakat adat di Negara
merdeka, yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah masyarakat
yang berdiam di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, kultur
dan ekonominya berbeda dari masyarakat lain di Negara tersebut dan
statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan
tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan pengetahuan
khusus.”

Hukum adat sebagai suatu model hukum, baru mendapatkan
perhatian dari kalangan ilmu pengetahuan hukum yang modern pada
permulaan abad XX. Snouck Hurgronje adalah seorang ahli agama
Islam berkebangsaan Belanda yang mula-mula memakai istilah
“hukum adat” dalam bukunya yang berjudul De Atjerhers. Kemudian
Van Vollenhoven memakai sebagai istilah tehnik yuridis® sarjana

inilah yang memasukkan hukum adat ke dalam ilmu hukum, istilah

7 Irene Mariane, Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak
Tradisionalnya Dalam Pengelolaan Hutan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Trisakti, (Jakarta, 2013), HIm 84-85.

8 Op.Cit, Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Him. |
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hukum adat merupakan terjemahan dari istilah “adat recht”, dan
apabila diteliti lebih lanjut kata adat berasal dari bahasa Arab tetapi
tidak dikatakan telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia, yang
mula-mula berarti kebiasaan, dengan kata adat sekarang yang
dimaksud adalah kebiasaan dan Kesusilaan di semua lapangan hidup
Jadi semua peraturan tentang tingkah laku macam apa pun juga,
hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang
berakar dari adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar
atau karena kebiasaan yang lakukan berulang-ulang serta diikuti oleh
generasi penerusnya secara terus menerus, yang berarti pula mengikat
dan menemukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang
dalam masyarakat hukum, jauh sebelum Indonesia merdeka pernah
terdiri dari bermacam-macam kerajaan baik besar maupun kecil, pada
saat itu kehidupan masyarakatnya diatur orang kerajaan untuk
menggunakan hukum adat, karena dalam kehidupan bermasyarakat
pasti diperlukan adanya hukum guna memenuhi kebutuhan hidup

bermasyarakat yang berkelompok sehingga dapat dikatakan sebagai
masyarakat hukum.

Hukum adat merupakan bagian dari bangsa Indonesia karena
identik dengan kebiasaan dan budaya masyarakat di suatu daerah,
secara historis bahwa hukum di Indonesia bersumber dari pada hasil

peninggalan bangsa penjajah (Belanda) dan hukum adat (kebiasaan

dan tidak tertulis).
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Kemudian istilah ini dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje
ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahuan 1891-1892 untuk
kepentingan pemerintah penjajah Belanda yang menghasilkan buku
berjudul De Atjehers (orang-orang Aceh), yang menerjemahkan ke
dalam istilah bahasa Belanda “Adat Recht”, untuk membedakan
antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi
hukum, sejak itulah Snouck Hurgronje disebut sebagai orang yang
pertama  menggunakan istilah  “Adat  Recht” yang kemudian
diterjemahkan sebagai hukum adat, kemudian istilah tersebut menjadi
terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Hollenhoven.

Sebelum diperkenalkan istilah Adar Recht yang kemudian
diterjemahkan menjadi hukum adat oleh Christian Snouck Hurgronje
dan Cornelis van Hollenhoven, berbagai istilah yang mencoba
menjelaskan tentang hukum adat telah dipergunakan oleh Pemerintah
Hindia Belanda. Hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-
undangan Pemerintah Belanda seperti :

1. Dalam A.B (Algemene Bepalingen van Wetgeving/ketentuan-
ketentuan umum perundang-undangan) Pasal 11 digunakan istilah
“Godsdienstige  Wetten, Volks Instelling  En  Gebruiken”

(Peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan

kebiasaan-kebiasaan).

2. Dalam R.R (Regerings Reglement) 1854 Pasal 75 ayat 3 redaksi

R.R 1854 digunakan istilah ““Godsdienstige Weten Instelling En
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Gebruiken (Peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan
Kebiasaan-kebiasaan,

3. Dalam LS (Indischistaatsregeling = Peraturan Hukum Negara
Belanda  semacam undang-undang dasar bagi Pemerintahan
Belanda) Pasal 128 ayat 4 sebelumnya, Pasal 71 ayat 2 sub b
redaksi baru R.R 1854 yang mengganti Pasal 75 ayat 3 redaksi
lama R.R 1854 dipergunakan istilah “Instellingen des Volks"
(lembaga-lembaga dari rakyat).

4. Dalam LS Pasal 131 ayat 2 sub b digunakan istilah “Met Hunne
Godsdiensten en Gewoonten Damenhangen de Rechts Regelen”
(aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan
kebiasaan-kebiasaan mereka).

5. Dalam R.R 1854 Pasal 78 ayat 2 digunakan istilah
“Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten" (peraturan-peraturan
keagamaan dan kebiasaan-kebiasaan lema/kuno). “Godsdienstige
Wetten en Oude Herkomsten ini oleh Ind.Stbl 1929 nr jo. nr 487
diganti dengan istilah “Adat Recht .

Dengan demikian nyatalah bahwa hukum adat ini sebelum
diperkenalkan dengan istilah “Adar Recht” dipergunakan berbagai
istilah di dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Hindia
Belanda dengan sebutan undang-undang agama, lembaga rakyat
kebiasaan-kebiasaan dan lembaga asli, sedangkan adar recht

sebagaimana dimaksudkan di atas baru dipergunakan secara resmi
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oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 yaitu untuk pertama
kali dipergunakan dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan
tinggi di negeri Belanda Stbl.1920 nr.105 dan dalam Academisch
statuut.’
Sistem hukum adat hanya terdapat dalam lingkungan sosial
kehidupan di Indoneia dan negara-negara asia lainya, istilah ini
berasal dari bahasa Belanda “Adar Recht” yang untuk pertama kalinya
dikemukakan oleh Snouch Hurgronje, pengertian hukum adat yang
dipergunakan oleh Van Vollenhoven'® mengandung makna bahwa
hukum di Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum
adat, adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam
akibat-akibat hukumnya, kata hukum dalam pengertian hukum adat
lebih luas artinya dari istilah hukum di eropa.'’ Hal ini karena terdapat
peraturan-peraturan  yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh
berbagai golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosial.
Menurut Cornelis van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat
adalah himpunan peraturan tentang tingkah laku bagi orang pribumi
dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat
hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak

dikodifikasikan (karena adat).

® Ibid, Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Him.1-3
' Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1994),
Him |

"' R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,
1986), Him 72
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Menurut Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat adalah
keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan
yang penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya ditetapkan
“begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam
kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian
dapatlah dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu hanya
diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para funksionaris
(dalam arti luas) hukum dalam masyarakat itu.'?

Menurut Soepomo mengatakan bahwa untuk menghindari
kebingungan pengertian dan istilah “hukum adat” ini dipakai sebagai
sinonim dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif,
hukum yang hidup sebagai konvensi di badan negara, hukum yang
tidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam
pergaulan hidup, semua inilah merupakan “adar” hukum adat yang
tidak tertulis, dari uraian di atas yang menarik perhatian terlihat bahwa
Soepomo melepaskan perhatiannya terhadap hal-hal atau bagian-
bagian yang tertulis dan memahamkan hukum adat itu sebagai hukum

yang tidak tertulis dalam arti yang luas dan hukum adat dalam arti

hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Jadi “hukum yang tidak

tertulis” itu tidak hanya meliputi yang hidup dan dipertahankan
sebagai peraturan adat di dalam masyarakat adat (customary law)

yang lazim disebut hukum adat (dalam arti sempit), tetapi juga hukum

12 Nn it Rushar Muhammad. Asas-Asas Hukum Adat Suatu Penoantar Wlm 8
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kebiasaan  dalam  lapangan  ketatanegaraan (convention)  dan
kehakiman atau peradilan (judgemade law). Soepomo mengabaikan
bagian yang tertulis dari hukum adat, karena memang bagian yang
tertulis ini sedikit sekali, schingga dalam hubungan persoalan ini dapat
diabaikan."” Hukum adat memberikan pengertian sebagai hukum yang
tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstaturory law)
meliputi peraturan-peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan
oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan
atas keyakinan, bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai
kekuatan hukum.'* Menurut Supomo mendefinisikan hukum adat
adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan
legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum
negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang
hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam
pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa, teranglah sudah bahwa
aturan-aturan hukum yang tidak tertulis itu yang kita ketahui sebagai
hukum adat, khusus masyarakat Indonesia asli adalah sama kuatnya
dengan hukum undang-undang (hukum yang tertulis), bukankah
undang-undang dan aturan-aturan hukum yang tidak tertulis disebut

dalam suatu hembusan nafas.” 7
Menurut Soekanto dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat

Indonesia”, mengemukakan komplek adat-adat inilah yang

1 0p.Cit, Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Ada Suatu Pengantart, him 10-11
'* 0p.Cit, Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Him 14,
¥ Op.Cit, Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat. Him.10-19
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kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (ongecodificeerd) dan
bersifat paksaan (dwang), mempunyai sanksi (dari itu hukum) jadi
mempunyai akibat hukum (rechisgevolg), kompleks inilah yang
disebut sebagai hukum adat (adatrecht), jadi bahwa hukum adat itu
merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam
masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang
mempunyai akibat hukum. e
Menurut Hazairin berpendapat bahwa seluruh lapangan hukum
mempunyai hubungan dengan kesusilaan, baik langsung ataupun tidak
langsung, dengan demikian maka dalam sistem hukum yang sempurna
tiadalah ada tempatnya bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang
bertentangan dengan kesusilaan. Demikian juga dengan hukum adat,
disini dijumpai perhubungan dan persesuaian yang langsung antara
hukum dan kesusilaan. Hazairin juga mengatakan bahwa meskipun
ada perbedaan sifat atau perbedaan corak antara Kaidah-kaidah
kesusilaan atau kaidah-kaidah hukum itu, akan tetapi bentuk
perkuatan yang menurut hukum dilarang atau disuruh itu adalah
menurut kesusilaan bentuk yang tercela atau dianjurkan juga, sehingga
pada hakikinya dalam patokan lapangan itu juga dapat dipelihara lagi
hanya oleh kaidah kesusilaan diikhtiarkan pemeliharaannya dengan

kaidah hukum. Yang dimaksud dengan kaidah hukum ini ialah kaidah-

kaidah yang tidak hanya didasarkan kepada kebebasan pribadi tetapi

'* Op.Cit, Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, him 11
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serentak mengekang pula kebebasan itu dengan sesuatu gertakan,
sesuatu ancaman paksaan yang dapat dinamakan ancaman hukum atau
penguat hukum. Haizairin juga menguraikan bahwa akan suatu
pandangan yang lain yaitu: (pertama) menghilangkan suatu garis atau
batas yang tegas antara hukum di pihak yang satu dan kesusilaan
(kebiasaan, kelaziman, dan sebagainya), di pihak lain antara hukum
adat dan kesusilaan tidak adanya suatu perbedaan yang hakiki, dapat
dikatakan bahwa segala macam hukum yang ada, yaitu segala macam
peraturan dalam hidup kemasyarakatan yang mendapat pengakuan
umum dalam masyarakat yang bersumber kesusilaan. (kedua) kaidah
kesusilaan termasuk kaidah adat yang dibiarkan pemeliharaannya
kepada kebebasan pribadi yang dibatasi dengan dan dijuruskan oleh
suatu ancaman paksaan, yaitu hukuman, penguat hukum dan sanksi.
(ketiga) hukum adat disesuaikan dengan kefahaman rakyat, yaitu baik
dalam arti (adat) sopan santun maupun dalam arti hukum.'” Menurut
Hazairin dalam pidato inagurasi yang berjudul “Kesusilaan Dan
Hukum” berpendapat bahwa seluruh lapangan hukum dengan
kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung, maka dalam sistem
hukum yang sempurna tidak ada lagi tempat bagi sesuatu yang tidak
selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan, dengan demikian
hukum adat disini dapat dijumpai perhubungan dan persesuaian yang

lansung antara hukum dan kesulaan yang pada akhirnya hubungan

'7 Op.Cit, Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suaru Pengantar, him 11-13.
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hukum dan adat yang demikian disebut hukum adat. Bahwa
ditegaskan pula bahwa adat adalah endapan (renapan) kesusilaan
dalam masyarakat yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-
kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapatkan pengakuan
umum dalam masyarakat. Meskipun ada perbedaan sifat atau
perbedaan corak antara kaidah-kaidah kesusilaan dan kaidah-kaidah
hukum, namun bentuk-bentuk yang menurut hukum dilarang atau
disuruh itu adalah menurut kesusilaan bentuk-bentuk yang dicela atau
dianjurkan, sehingga pada hakikatnya dalam patokan lapangan itu
juga hukum bersumber dari kesusilaan yang dimaksud dengan kaidah
hukum ialah kaidah yang tidak hanya didasarkan kepada kebebasan
pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan dengan suatu
gertakan, suatu ancaman paksaan, yang dapat dinamakan ancaman
hukum atau penguatan hukum. Apa bila ditelaah bahwa pengertian
yang diberikan oleh para sarjana tersebut, kiranya dapat disimpulkan
bahwa hukum adat itu merupakan suatu komplek norma-norma yang
bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang
serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam
kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis,
senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat

hukum (sanksi)."® v

" Op.Cit. Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Him 15-16
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Menurut ~ Soepomo — dan  Hazairin — dalam — kesimpulannya
mendefinisikan hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah
laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang
merupakan keseluruhan, kelaziman, kebiasaan dan kesusilann yang
benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan
oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan
peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang
ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang
mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberikan keputusan dalam
masyarakat adat), baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan
kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat, maupun
yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal
sanksi atau pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para
penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan
berkuasa memberikan keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah
yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah,
kepala adat, hakim."”

Menurut Van Dijk dalam buku “Pengantar Hukum Adat
Indonesia” mengatakan bahwa hukum adat itu adalah istilah untuk
menunjukan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang
Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa,

Arab, dan lain-lain), selanjutnya Van Dijk mengatakan pula bahwa

' Op.Cit, Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Him.19
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adat adalah suatu istilah yang dikutif dalam bahasa Arab, tetapi

sekarang sudah diterima dalam bahasa Indonesia, permulaan istilah itu

berarti “kebiasaan", dengan kebiasaan ini dimaksud semua kesusilaan

di semua lapangan hidup, jadi semua peraturan tentang tingkah laku

macam apapun yang biasanya dijalankan orang Indonesia, jadi

meliputi peraturan-peraturan hukum yang mengatur hidup bersama
orang Indonesia. Untuk membedakan peraturan-peraturan hukum ini
dari peraturan adat lainnya, maka memperlihatkan perbedaan itu
dimuka kata “hukum adat” kita mempunyai suatu istilah tepat untuk
menyatakan “hukum rakyat Indonesia”. Selanjutnya Van Dijk
mengatakan bahwa kedua jenis itu, adat dan hukum bergandengan
tangan (saling seiring) dan tak dapat dipisahkan, tetapi hanya mungkin
dibedakan sebagai adat-adat yang ada dan yang tidak mempunyai
akibat hukum, selain daripada itu istilah hukum itu pada intinya
terkandung suatu arti yang lebih luas daripada apa yang dimaksudkan

orang dengan kata istilah “hukum” di Eropa”. Dari uraian Van Dijk di

atas dapat ditarik kesimpulan yang penting bahwa :

I. Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia, yang
menjadi tingkah laku sehari-hari, antara satu dengan yang lain
disebut adat.

2. Adat itu terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu yang tidak mempunyai
akibat hukum dan mempunyai akibat hukum, serta yang disebut

terakhir adalah hukum adat.
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3. Antara dua bagian tersebut tidak ada pemisahan yang tegas.

4. Bagian yang menjadi hukum adat itu tergantung pengertian yang
lebih luas dari pada istilah hukum di Eropa atau pengertian Barat
tentang hukum pada umumnya.

Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang mengatakan antara
hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki perbedaan, di pihak lain
menyatakan bahwa hukum adat dan hukum kebiasaan tidak memiliki

perbedaan, seperti diuraikan berikut ini :

I. Menurut R.van Dijk. Mengatakan bahwa tidak sependapat untuk
menggunakan istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari
adatrecht untuk menggantikan hukum adat. Alasan van Dijk adalah
sebagai berikut : “Tidaklah tepat menerjemahkan adatrecht
menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, oleh
karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks
peraturan-peraturan hukumyang timbul karena kebiasaan, artinya
karena telah demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut
suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan
yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan
apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu
berasal, maka hampir senantiasa akan diketemukan suatu alat
perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau
kecil sebagai pangkalnya”. Dengan demikian van Dijk ingin

menyatakan bahwa sebenarnya antara hukum adat dan hukum
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Kebiasaan terdapat perbedaan, antara hukum adat dengan hukum
kebiasaan adalah pada sumbernya artinya bahwa hukum kebiasaan
tidak  bersumber dari alat-alat perlengkapan  masyarakat.
Selanjutnya van Dijk menyatakan pula bahwa “walaupun benar
hukum adat tidak dikodifikasikan, namun ada sebagian yang
terdapat dalam peraturan-peraturan yang berasal dari raja-raja di
Indonesia dan dari kepala-kepala desa”. Jadi yang menjadi
perbedaan selanjutnya antara hukum adat dengan hukum kebiasaan
itu terletak pada sifatnya, artinya bahwa hukum kebiasaan itu
sepenuhnya bersifat tidak tertulis sedangkan hukum adat sebagian
bersifat tertulis.

. Menurut Soerjono Soekanto. Tidak terdapat perbedaan yang berarti
antara hukum adat dengan hukum kebiasaan, alasan ini menurutnya
adalah sebagai berikut : “Hukum adat pada hakikinya merupakan
hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai
akibat hukum (sein-sollen). Berbeda dengan kebiasaan yang
merupakan hukum adat dilakukan perbuatan berulang-ulang dalam
bentuk yang sama yang menuju pada ‘“rechisvandigeordening
dersamenlebing”. Apabila pendapat ini ditelaah maka secara
sederhana dapat diungkapkan bahwa sebenarnya tidak terdapat
perbedaan pengertian antara hukum adat dengan kebiasaan atau

dengan perkataan lain pengertian hukum adat adalah sama dengan

kebiasaan.
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Vo Menurut R Soepomo. Hampir sama dengan pendapat Soerjono
Sockanto,  bahwa  Soepomo  mengatakan  bahwa  hukum  adat
merupakan hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum
kebinsaan  dan  sebagian  kecil  hukum Islam.  Hukum adat
melingkupi juga hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan
hakim vang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia
memutuskan  perkara.  Hukum adat  berurat-berakar  pada
kebudayaan tradisional.

4. Menurut ~ Solaeman  Biasane  Tancko,  dengan tidak
mempertentangkan kedua konsep tersebut di atas, ia menyatakan
bahwa pengertian hukum adat adalah sama dengan pengertian
hukum kebiasaan dengan alasan sebagai berikut : (pertama) bahwa
istilah atau kata adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia menjadi kebiasaan, oleh karena itu adatrecht dapat saja
diterjemahkan menjadi hukum adat atau hukum kebiasaan. (kedua)
bahwa dalam proses pelaksanaan hukum ini, sering dikuatkan oleh
atau melalui alat-alat perlengkapan masyarakat, namun tidak semua
aturan di sini akan bersumber atau mempunyai sumber dari alat
perlengkapan masyarakat itu”.

II. Bahasa Hukum dan Pepatah Adat.

Hukum barat telah memiliki istilah hukum tehnis yang telah
dibina berabad-abad oleh para ahli hukum, para hakim, dan para

pembentuk undang-undang, hukum adat dalam pembinaan hukum ini
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justre macih metupakan suatu masalah yang sangat memerlukan
pechatian Khusus hepada para ahli hukum Indosenia Batilah-istilah
adat di berbagar lingharan hukum adat mempunyal i tertentu, bentuk
itilaheistilah o adalah demikian sehingga maknanya dapat terlukis
secara tayam

Bahasa hukum adalah bukan sesuata yang dapat diciptakan
dalam waktu vang singkat tetapi harus melalui proses yang bahkan
dapat memakan waktu yang berabad-abad. Apa yang menjadi sebagai
perasaan hukum dalam hati nurani rakyat serta apa yang diketemukan
dalam keputusan-keputusan kepala atau hakim adat sebagai hukum
vang berlaku tetapi yang belum dituangkan dalam rumusan bahasa
hukum yang tidak tertulis secara tajam dan pasti, oleh para sarjana
hukum, para hakim, perundang-undangan dan ilmu pengetahuan wajib
harus direnungka, dimengerti untuk kemudian dirumuskan dan

dituangkan secara tepat di dalam bahasa hukum vang dapat

menggambarkan maknanya. Dengan demikian sudah dengan

sendirinya bahwa bahasa rakyat yang bersangkutanlah merupakan
bahasa yang pertama-tama yang sanggup melukiskan perasaan rakyat
dimaksud secara tepat dan oleh karena itulah pada zaman Belanda
dahulu terjemahan istilah-istilah hukum adat dalam bahasa Belanda
yang pada zaman itu orang mengganggap seolah-olah isi serta artinya

sudah sama, sesungguhnya suatu kesalahan, sebab istilah-istilah dalam
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bahasa asing dimaksud ternyata tidak dapat melukiskan makna yang
terkandung dalam istilah-istilah bahasa aslinya.

Menurut Snouck Hurgronje dalam “verspreide geschriften IV
mengatakan bahwa pepatah adat tidak boleh dianggap sebagai sumber
atau dasar hukum adat, pepatah harus diberikan interprestasi yang
tepat agar terang maknanya. Pepatah adat memang baik untuk
diketahui dan disebutkan, akan tetapi itu tidak boleh dipandang
sebagai pasal-pasal kitab undang-undang pepatah adat tidak memuat
peraturan hukum positif. Bahwa pepatah adat tidak mempunyai sifat
normatif seperti yang terdapat pada pasal-pasal dan undang-undang,
pepatah hanya mengandung aliran hukum dalam bentuk yang
menyolok saja.

Menurut Ter Haar dalam Indisch Tijdschrift van het Recht 144
(seperti majalah hukum) mengatakan bahwa pepatah adat bukan
merupakan sumber hukum adat, mencerminkan dasar hukum yang
tidak jelas.

Menurut  Soepomo dalam bab-bab dalam hukum adat
mengatakan bahwa pepatah adat melukiskan tentang adanya aliran
hukum yang tertentu, untuk mengetahui apakah memang ada atau
masih ada suatu peraturan hukum adat positif yang mencerminkan
aliran hukum sebagai terkandung di dalam suatu pepatah adat, orang

harus menanyakan, apakah ada atau masih ada putusan-putusan
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(penetapan-penctapan  petugas  hukum  yang  dapat - memberikan
Kesimpulan tentang ada atau tidak adanya peraturan hukum itu),”
Penyelidikan Hukum Adat

Berlakunya  hukum  adat  adalah  terlihat — dalam
penetapan-penetapan  (putusan-putusan - petugas  hukum, misalnya
putusan kepala adat, putusan hakim dalam perdamaian desa, putusan
pegawai agama dan lain sebagainya masing-masing dalam
kompetensinya sendiri-sendiri). Dan yang diartikan dalam putusan
disini adalah perbuatan atau penolakan perbuatan dari pihak petugas
hukum dengan tujuan untuk memelihara atau untuk menegakkan
hukum.

Apabila ada kehendak akan melakukan penyelidikan, maka agar
memperoleh bahan-bahan yang tepat dan berharga tentang hukum adat
serta perhatian harus diarahkan kepada sebagai berikut :

1. Research tentang putusan-putusan petugas hukum di tempat atau di
daerah yang akan diteliti.

2. Sikap penduduk dalam kehidupan sehari-hari terhadap hal-hal yang
sedang disoroti dan diinginkan mendapat keterangan dengan
melakukan “field research”.

Jadi untuk mendapatkan hasil penyelidikan sebagaimana

mestinya, kenyataan sosial “social reality” yang merupakan dasar

2% gp.Cit, Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Hlm 70-74
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bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya,
hukumya wajib untuk dimengerti dan dipahami.

Bagaimana cara melakukan “field research” wajib menemui
para pejabat desa, orang-orang tua, dan orang terkemuka di daerah
yang akan diteliti, serta menanyakan fakta-fakta yang telah dialami
atau diketahui sendiri oleh mereka. Dengan cara demikian dapat
memperoleh keterangan tentang peraturan-peraturan yang benar-benar
berlaku dalam hidup bersama di daerah yang sedang diteliti serta
selanjutnya dapat melukiskan atau menggambarkan hukum adat yang
nyata hidup di daerah tersebut.

Yang menentukan dalam penyelidikan hukum adat secara baik
ini bukan banyaknya jumlah perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi ya
atau tidaknya tingkah laku yang dirasakan oleh masyarakat yang
bersangkutan sebagai hal yang memang sudah seharusnya, perasaan
inilah yang memberikan kesimpulan adanya suatu norma hukum,
suatu norma hukum adat berlaku di dalam daerah hukum yang
merupakan kesatuan sosiologis.’'

Hukum adat sebagai Aspek Kebudayaan +/

Menurut Van Hollenhoven mengatakan bahwa wilayah hukum
adat Indonesia tidak hanya terbatas pada wilayah Republik Indonesia,
hukum adat Indonesia tidak saja bersemayam dalam hati nurani

perasaan orang Indonesia yang menjadi warga-warga Indonesia

2 op.Cit, Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Him 74-
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disegala penjuru, dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat
tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata
tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia, yang sama
bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dapat terhindar segala
macam bencana dan bahaya yang mungkin dan akan mengacam,
ketertiban yang ditertibkan oleh hukum adat baik yang bersifat
batiniah maupun jasmaniah, kelihatan atau tidak kelihatan, tetapi
diyakini dan dipercayai sejak dari kecil sampai dengan meninggal.

Di mana ada masyarakat di situ ada hukum (adat) ini merupakan
suatu kenyataan, hukum yang berada di dalam suatu masyarakat
manusia, betapa sederhana dan sekecil masyarakat itu menjadi
cerminnya karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai
kebudayaan sendiri dengan sifat dan corak tersendiri, biarpun dalam
kebudayaan beberapa rakyat tertentu ada banyak persamaan pula,
mempunyai cara berfikir “geestesstructur” sendiri maka hukum itu
ada di dalam tiap masyarakat sebagai penjelmaan dari pada berfikir
“geestesstructur” masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak
dan sifatnya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu
berlain-lainan, Von Savigny pernah mengajarkan bahwa hukum
melalui “volksgeist” dari masyarakat tempat hukum itu berlaku

karena “volksgeist” masing-masing berbeda.

Begitu pula dengan hukum di Indonesia, maka hukum adat itu

senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup
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dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan
masyarakat tempat hukum adat itu berlaku tidak mungkin suatu
hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau
dibuat, apabila hukum asing itu bertentangan dengan kemauan orang
terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak mencukupi
rasa keadilan rakyat maka akan timbul pertentangan  dengan
kebudayaan adat tersebut. Jadi meninjau hukum adat di Indonesia
tidak akan lepas dari apa yang dinamakan “volksgeist”,
“geestesstructuur”, “grodstructuur” masyarakat Indonesia, sebagai
penjelmaan kepribadian Indonesia, maka perlulah kita memberikan
jawaban atas bagaimana struktur berfikir, corak dan sifat masyarakat
Indonesia, khususnya berhubungan dengan bidang hukum, akan tetapi
sebelum orang menjawab pertanyaan tersebut maka perlu Kkita
mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia baik di pusat dan di
daerah sedang mengalami dan bergejolak, sehingga dapat
mempengaruhi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat termasuk
dalam lapangan hukum, sebab gejolak tersebut akan merubah makna
atau isi kepatutan, keharusan, demokrasi, kebebasan, hak milik, dan
lain sebagainya.

Akan tetapi tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur
masyarakat merupakan perubahan fundamental yang melahirkan suatu
jiwa dan struktur yang baru di dalam masyarakat itu, masyarakat

adalah sesuatu yang bertahap serta berkesimbungan, masyarakat
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berubah akan tetapi tidak dengan meninggalkan sekaligus nilai-nilai
vang lama, biarpun ada perubahan masih juga sifat yang lama masih
diterushan, mengenai perkembangan  hukum  dari yang lama dan
melahirkan yang baru, Von Savigni pernah mengatakan bahwa
perkembangan hukum itu bagi rakyat yang bersangkutan adalah “das
lehen der nation selbest”. Dari uraian tersebut di atas bahwa hukum
adat adalah suatu segi kebudayaan Indonesia adalah pancaran jiwa dan
struktur masyarakat Indonesia, dari mentalitet orang dan masyarakat
Indonesia maka sampailah kita pada mentalitet yang mendasari hukum
adat.

F.D.Holleman menyimpulkan adanya 4 (empat) sifat umum /
hukum adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu
kesatuan yaitu sifat religio magis, sifat nilai, sifat contant, dan sifat
kongkrit. Religio magis adalah pembulatan atau perpaduan kata yang
mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogis,
animisme, pantangan, ilmu goib, dan lain-lain.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa sifat pikiran religio magis

mempunyai beberapa unsur seperti:

I. Kepercayaan kepada mahluk halus, roh, dan hantu yang menempati

seluruh alam semesta dan khusus gejala alam, tumbuhan, binatang,

tubuh manusia dan benda.

2. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam

semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa yang luar biasa.
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3. Anggapan bahwa kekuatan yang sakti yang pasif dipergunakan
sebagai magis kracht dalam berbagai perbuatan ilmu goib untuk
mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya goib.

4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam dapat
menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai
macam bahaya goib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai
macam pantangan.

Dalam wilayah Indonesia yang sangat luas ini tumbuh berbagai
hukum adat, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata
tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia, yang bergaul di
dalam suatu masyarakat dengan demikian dapat dihindarkan segala
bencana dan bahaya yang kemungkinan akan mengancam. Ketertiban
yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik bersifat batiniah maupun
Jjasmaniah, kelihatan dan tidak kelihatan, dipercayai atau tidak
dipercayai sejak masih kecil sampai wafat, di mana ada masyarakat di
situ ada hukum. Hukum yang terdapat di dalam masyarakat, betapa
sedehana dan kecil-nya masyarakat itu menjadi cerminnya, karena tiap
masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri dengan
corak, sifat dan aturan hukum sendiri.

Menurut Von Sanigny bahwa hukum mengikuti jiwa atau
semangat rakyat dari masyarakat hukum itu berlaku karena masing-

masing masyarakat berlainan, juga hukum masyarakat itu berlainan

pula.
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Begitu pula dengan hukum di Indonesia yang senantiasa tumbuh
dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan
hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat
hukum adat itu berlaku dan berkembang. Tidak mungkin suatu hukum
yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum
yang asing tersebut bertentangan dengan kemauan orang terbanyak
dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak memenuhi rasa
keadilan rakyat yang bersangkutan atau dengan kata lain bertentangan
dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan. Untuk dapat mengerti
benar-benar hukum adat itu sebagai suatu segi kebudayaan Indonesia,
sebagai penjelmaan dan kepribadian, maka terlebih dahulu
mengetahui tentang struktur berfikir, corak dan sifat masyarakat
Indonesia khususnya yang berhubungan dengan bidang hukum.

Terlebih kita harus memperhatikan bahwa masyarakat yang
beragam perubahan, peralihan pasti mengalami gesekan yang timbul,
karena tidak semua perubahan dalam jiwa dan struktur masyarakat
merupakan perubahan fundamental yang melahirkan suatu jiwa dan

struktur yang baru, sebab masyarakat merupakan suatu yang berjalan

terus atau tidak berhenti, masyarakat berubah tetapi tidak
meninggalkan yang lama, jadi di dalam suatu masyarakat terdapatlah

realitas bahwa sesuatu proses perkembangan mengatur kembali yang

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

30

lama dan yang baru sesuai dengan kehendak, kebutuhan, cara hidup
dan pandangan hidup rakyat atau masyarakat hukum,

Oleh karena hukum adat itu merupakan suatu segi kehidupan
dan kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan suatu saripati dari
Kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia
maka tepat sekali Kalau dikatakan bahwa hukum adat merupakan
renapan kesusilaan dalam masyarakat.”?

Dalam penulisan disertasi ini penulis menyajikan peran kearifan
lokal terhadap perkawinan yang akan diuraikan dari aturan hukum
yang berlaku di Indonesia seperti :

I. Perkawinan menurut undang-undang perkawinan.,

Sebelum ada dan berlakunya undang-undang perkawinan
bagi berbagai golongan dan daerah, ada yang perlu harus diketahui
bahwa terdapat di dalam Indiesche Staats Regeling (ISR) yaitu
Peraturan Ketatanegaraan Hindia, Pasal 163 yang membedakan
golongan penduduk dalam 3 macam, yaitu :%*

I) Golongan I yaitu Eropa (termasuk Jepang);
2) Golongan II yaitu Pribumi (Indonesia);
3) Golongan 1l yaitu Timur Asing (tidak termasuk beragama

Kristen).

*2 Op.Cit, Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Him 75-76
3 Op.Cit, Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Him 48
M 0p.Cit, R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Him.4
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Berbagai  aturan  perkawinan  yang  berlaku  sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 bagi berbagai
golongan dan daerah, sebagai berikut ™
1) Bagi orang Indonesia yang beragama Islam berlaku  hukum

agama Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Hal ini
telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang
beragama Islam hingga sekarang.

2) Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat, misalnya
bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama
telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan
menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan
upacara agama Hindu yang dianutnya.

3) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku
Huwelijks Ordonnantie Chisten Indonesia (HOCI) S.1993
nomor 74 (aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak berlaku laku).

4) Bagi orang Timur Asing dan warga Negara Indonesia keturunan
(Cina) berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan sedikit
perubahan (aturan ini sekarang sejauh sudah di atur dalam

Undang-Undang Nomor | tahun 1974 sudah tidak berlaku laku).

25 Op.Cit, R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Him 5

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

5) Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia
keturunannya (Hindia, Pakistan, Arab, dan lain sebagainya)
berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak
terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut.

6) Bagi orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunannya
disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu Burgelijk Wetbook (BW),
termasuk dalam golongan ini orang Jepang atau orang lain yang
menganut asas hukum keluarga yang sama dengan asas hukum
keluarga Belanda.

2. Perkawinan menurut perundangan.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor | tahun 1974
dikatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,*® jadi menurut
perundang perkawinan itu ialah ikatan lahir bathin seorang pria
dengan wanita, berarti perkawinan sama dengan pernikahan

“perikatan (verbindtenis)”.

Menurut  Pasal 26 KUHPerdata dikatakan bahwa

undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam

hubungan keperdataan dan dalam Pasal 81 KUHPerdata dikatakan

* Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan,
(Jakarta : Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, 1986), Hlm 64
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bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan
sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka,
bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah
berlangsung, dan pasal ini diperkuat pula oleh Pasal 50 ayat |
KUHPidana (Wethoek van Strafrecht (WvS) yang menyatakan
bahwa scorang petugas agama yang melakukan upacara
perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat
catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan
dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Selain kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku
di zaman Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan
yang tegas dinyatakan dalam KUHPerdata (BW), perkawinan itu
hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi
keagamaannya. Hal ini jelas bertentangan dengan Falsafah Negara
Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di
atas segalanya. Apalagi menyangkut perkawinan yang merupakan
perbuatan suci (sakral) yang mempunyai hubungan erat sekali
dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur

lahir dan jasmani, tetapi juga unsur bathin atau rohani yang

mempunyai peranan penting.
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3. Perkawinan menurut hukum adat.

Menurut - hukum adat pada  umumnya di Indonesia,
perkawinan bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, 1etapi
juga  merupakan “perikatan adat”  dan sekaligus merupakan
perikatan “kekerabatan dan ketetanggan”. Jadi terjadinya suatu
ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap
hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami
istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua,
tetapi  juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat
kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta
menyangkut upacara adat dan keagamaan .

. Perkawinan menurut agama.

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah
perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan
antara kedua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran
Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah
tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan dengan baik
sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan
dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani dan
rohani”" yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut
ke dua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Jadi perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani”

berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

15

bukan saja di dunia tetapi di akherat, bukan saja lahiriah tetapi juga
batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi
Juga gerak langkah yang sama dalam berdo’a,

- Perkawinan campuran,

Istilah perkawinan terdapat beberapa perbedaan pengertian di
antara yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering
dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari. Khusus di dalam
perundangan terdapat  perbedaan pengertian  di antara yang
dinyatakan dalam peraturan tentang “Perkawinan Campuran” atau
“Regeling Op de Gemengde huwelijken” (RGH) KB.29 Mei 1896
nr.23 S.1898 nr.158 dan yang dinyatakan dalam Undang-Undang
Nomor | Tahaun 1974 yang sekarang berlaku.

Di dalam RGH (Regeling Op de Gemengde huwelijken)
KB.29 Mei 1896 nr.23 S.1898 nr.158 Pasal | dikatakan “yang
dinamakan -~ perkawinan campuran ialah perkawinan antara
orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang
berlainan”, yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara
orang golongan hukum eropa dengan orang golongan hukum
pribumi (Indonesia) atau yang lainnya sebagai mana yang
dinyatakan dalam Pasal 163 (2) ISR (Indiesche Staats Regeling).

Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota
masyarakat schari-hari ialah perkawinan campuran karena

perbedaan adat atau suku bangsa yang berbhineka atau karena
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perbedaan agama antara kedua insan yang  akan melakukan
perkawinan. Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Undang-
Undang No. T tahun 1974 adalah perkawinan campuran antar warga
negara yang berbeda, jadi ada 3 (tiga) pengertian perkawinan
campuran yaitu ¢
1) Perkawinan antara kewarganegaraan;
2) Perkawinan antar adat; dan
3) Perkawinan antar agama,

PERUMUSAN MASALAH.

Melihat uraian di atas dalam rangka penclitian disertasi ini dan untuk
mempermudah mengerucutkan kearifan lokal terhadap perkawinan maka
penulis memusatkan kajiannya kepada 3 permasalahan :

I. Jelaskan bagaimana permasalahan dan kendala konflik sosial di
masyarakat Baduy terhadap perkawinan melalui kearifan lokal ?

2. Sejauhmana pengaruh kearifan lokal terhadap konflik sosial masyarakat
Baduy di dalam relevansinya pembaharuan hukum di Indonesia ?

3. Bagaimana penyelesaian terjadinya konflik sosial dalam pembaharuan
hukum di Indonesia melalui kearifan lokal ?

TUJUAN PENELITIAN.

Penelitian disertasi ini dipergunakan untuk memecahkan persoalan
yang ada melalui kearifan lokal terhadap konflik sosial sehingga :

I. Dapat mengetahui permasalahan dan kendala terhadap konflik sosial di

dalam masyarakat Baduy terhadap perkawinan.
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2 Dapat mengetahur pengaruh Keanifan lokal terhadap Konflik  sosial
masvarakat Baduy di dalam relevansinva pembaharuan hukum  di

Indonesia

oo

Dapat  mengetahui  penvelesaian  terjadinya hontlik  sosial  dalam
pembaharuan hukum di Indonesia melalui kearifan lokal.
D.  KEGUNAAN PENELITIAN,

Hmu  Hukum  atau dogmatika  hukum  merupakan ilmu  yang
mempunyai hegiatan ilmiah yang mencakup kegiatan menginvestarisasikan,
memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi
seluruh hukum positit (fest ororirans) yvang berlaku dalam suatu masy arakat
atau negara ftertentu, dengan bersaranakan konsep, kategori, teori,
Klasifikasi, dan metode vang dibentuk dan dikembanghan Khusus untuk
melakukan kegiatan tersebut yang seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk
mempersiaphan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah
hukum yang mungkin terjadi di dalam masyarakat.”’

Pengertian penelitian mengandung 2 kegunaan penelitian, yaitu (1)
kegunaan teoritis dan (2) kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
Penelitian yang bertitik tolak dari meragukan suatu teori tertentu
disebut penelitian verifikatif. Keraguan terhadap suatu teori muncul jika

teori yang bersanghutan tidak bisa lagi menjelaskan peristiwa-peristiwa

B

2 qul istyowati Irianto, Shidana, Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi, (Jaharta
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), Him 142
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aktual yange dibadapt Penpapinn tetadap teort teesebot dilakakan melalu
penehtian conpieee dan by bisa menolak . ntan me npukubban, atan
TR o yang bersangbatan
KNegunann Praks
Pada sist lain Pertama, penelitian bermantant - pula untuk
memecahkan masalab-masalah praktis: Hampir semun lembaga yang ada
dimasvarakat, baik lembaga pemenntahan maupun lembaga swasta,
menyadari  mantaat i dengan  menempatkan  penelitian dan
pengembangan sebagai bagian integral dalam organisasi mereka. Kedua,
manfaat penelitian tersebut  merupakan  syarat dilakukannya suatu
penelitian sebagaimana dinyatakan dalam rancangan (desain) penelitian.
Penclitian atau disertasi ini dilaksanakan dengan harapan dapat
menjawab  persoalan  secara  teortis  dan  praktis  dalam  rangka
memecahkan dan menjawab persoalan konflik sosial melalui kearifan
lokal
E. METODE PENELITIAN.
1. Jenis Penelitian
Lazimnya di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh
langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data
sekunder). Data primer diperoleh langsung dari orang pertama yakni

prilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder diperoleh
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dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku

harian.?

2. Data Penelitian

Data merupakan gejala yang dihadapi yang ingin diungkap
kebenarannya, gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sedangkan
hasilnya juga dinamakan data, data yang penting dapat diklasifikasikan

ke dalam beberapa tipe dan sub-klasifikasi yaitu %

a) Prilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan
prilaku nyata yang dapat diamati.

b) Hasil dan perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup (pertama)
Peninggalan fisik yang berasal dari masa silam. (kedua) Arsip.

¢) Data simulasi yang mencakup semua hasil daripada proses simulasi.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan,
Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting
untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data

yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara

langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data
yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data primer

contohnya adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner,

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,
1982), Him 11.
* Ibid, Him 7

(Jakana : Universitas Indonesia,
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kelompok tokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti
dengan nara sumber, Data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi
perusahaan berupa absensi, gaji, laporan kevangan publikasi perusahaan,
laporan  pemerintah, data yang diperoleh  dari majalah, dan lain
sebagainya
- Pengumpulan Data Penelitian

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan
seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan
metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan
memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang
akhirmya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif. Setelah
ditemukan sumber data yang digunakan kemudian
dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan
berbagai metode :

a) Mengumpulkan data dari catatan medik di sarana kesehatan atau
instansi yang berhubungan dengan kesehatan, cara ini mempunyai
keuntungan, yaitu mudah dilakukan, membutuhkan waktu dan biaya
yang relatif kecil. Kelemahannya sering ditemukan data yang
tidak lengkap.

. b) Pengumpulan data dilakukan dengan survey. Pengumpulan data
dengan cara survey data yang dikumpulkan adalah data primer dan
dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Akan tetapi membutuhkan

tenaga, waktu dan biaya yang cukup besar. Sebelum melakukan
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survey perlu dipertimbangkan dahulu masalah waktu, biaya dan
tenaga yang tersedia. Keuntungan pengumpulan data dengan metode
survey adalah data yang didapatkan data primer yang dipercaya,
sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu, tenaga
dan biaya yang cukup besar.

5. Analisa Data Penelitian

Kata analysis berasal dari bahasa Greek (Yunani), terdiri dari kata
“ana” dan “lysis". Ana artinya atas (above), lysis artinya memecahkan
atau menghancurkan. Secara difinitif ialah: “Analysis is a process of
resolving data into its constituent components to reveal its characteristic
elements and structure”. Agar data bisa dianalisis maka data tersebut
harus dipecah dahulu menjadi bagian-bagian kecil, kemudian
menggabungkannya bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru.
Analisa data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal
ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisa inilah data yang
diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan
kaidah ilmiah. Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreatifitas dan
kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang
memuaskan. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data sebab
data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang
yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang
tidak berbunyi. Oleh karena itu analisis data di sini berfungsi untuk

memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data itu.
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Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data.
Analisi data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan,
sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena
memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data
adalah : mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden,
mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden,
menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk
menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji
hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Tujuan analisa menurut
Sofian Effendi adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam penelitian strukturalistik, data
yang berupa kualitatif (kata-kata) dikuantifikasikan terlebih dahulu
kemudian dianalisis secara statistik bertujuan untuk menjelaskan
fenomena, menguji hipotesis kerja dan mengangkat sebagai temuan
berupa verifikasi terhadap teori lama dan teori baru. Sedangkan dalam
penelitian naturalistik data bisa berupa kata-kata maupun angka. Data
yang bersifat kuantitatif (angka) tidak perlu dikualitatifkan terlebih
dahulu dan tidak menguji hipotesis atau teori, melainkan untuk

mendukung pemahaman yang dilakukan oleh data kualitatif dan

menghasilkan teori baru.
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F.  KERANGKA TEORI
1. Teori Adat

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa hukum adat
sebagai komplek adat-adat yang tidak terkodisikasi (tidak tersusun) dan
mempunyai sifat pemaksa (sebagai akibat hukum),"

Menurut Hilman Hadikusuma mendefinisikan bahwa hukum adat
sebagai aturan kebiasaan dalam hidup masyarakat, kehidupan manusia
berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan
anggotanya menurut kebiasaan dan itu akan dibawa dalam bermasyarakat
dan bernegara.”'

Menurut - Kusnadi  Pudjosewojo  dalam  bukunya  “Pedoman
Pelajaran Tata Hukum Indonesia’ menjelaskan bahwa arti “adat”
merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah,
sedang, akan) diadatkan dan adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis
dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia
dalam masyarakat sebagai mana yang dimaksud merupakan aturan-aturan
adat, akan tetapi dari aturan tingkah laku tersebut itu ada pula aturan-
aturan tingkah laku yang merupakan aturan-aturan hukum. Perbedaan
antara hukum (recht) dan adat (kesusilaan, kelaziman dan sebagainya),
mungkin juga diadakan batas-batas dapat ditegaskan, tetapi hanya
mengenai suatu perbuatan yang mencari suatu asas hukum yang menjadi

dasar hukum “rechtbegrip”, tetapi tidak mengenai hukum dasar negara

30 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta, Rajawali, 2008), HIm.15
' Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, (Bandung : Alumni, 1986),
Him.7
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baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis “rechtsidee ", tidak

melukiskan isinya, melainkan hanya memberikan tanda atau cirinya,

kreteria segi luar untuk apa yang disebut “recht”, mengenal cara
melaksanakan dalam aturan-aturan dalam arti luas atau formil

“rechtregels " *

Pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli dan satu
dari hasil seminar “Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional” yang
dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 15-17 Januari 1975 serta
memberikan kejelasan bahwa apa yang dimaksud dengan hukum adat :**
1) Menurut Cornelis van Hollenhoven mengatakan bahwa hukum adat

adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang
pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena
bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak
dikodifikasi (karena adat).

2) Menurut Ter Haar mengatakan hukum adat adalah keseluruhan
aturan-aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para
fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan
serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaanya berlaku serta merta
dan ditaati dengan sepenuh hati.

3) Menurut J.H.P Bellefroid mengatakan hukum adat adalah peraturan

hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi

2 0p.Cit, Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Him 14
Y pewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung : Refika

Aditama, 2014), HIm 3-6
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S)

6)

7)

8)

dihormati dan ditaati  oleh rakyat dengan  keyakinan bahwa

peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Menurut Hardjito Notopuro mengatakan hukum adat adalah hukum

tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan

pedoman hidup rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan,
kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Menurut Raden Soepomo mengatakan hukum adat adalah sinonim
dari hukum yang tidak tertulis di dalam peratiran legislatif, hukum
yang hidup sesuai dengan konvensi di badan-badan hukum Negara,
hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan
di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa.

Menurut Soekanto mengatakan hukum adat adalah kompleks
adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan
dan bersifat paksaan serta memiliki sanksi (dari hukum itu).

Menurut Hazairin mengatakan hukum adat adalah hukum yang dapat
dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian
kelengkapannya adat selengkapnya ialah seluruh kebudayaan yang
berkaidah sebagaimana yang tumbuh dan terkenal dalam masyarakat
hukum adat seperti desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Kuria di
Tapanuli, Wanua di Sulawesi dan sebagainya.

Menurut Bushar Muhammad mengatakan hukum adat adalah hukum

yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu

dengan yang lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman,
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kebiasaan dan  kesusilaan  yang  benar-benar hidup  di  tengah
masyarahat adat Karena dianut dan dipertahankan oleh anggota
masyarakat itu, maupun yang merupahan keseluruhan peraturan-
peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan
dalam keputusan para penguasa adat mereka yang mempunyai
kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat
adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala
adat dan hakim.

Menurut M.M Djojodigoeno mengatakan hukum adat adalah hukum
yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan seperti peraturan

desa dan peraturan-peraturan raja.

10) Menurut Soedirman Kartohadiprodjo mengatakan hukum adat

adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memiliki
dasar pemikiran yang khas yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis
lainnya, hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak
tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun

dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar

pemikiran hukum barat.

11) Menurut R.M Soeripto mengatakan hukum adat adalah semua

aturan-aturan atau peraturan-peraturan adat tingkah laku yang
bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada
umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan

mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena
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ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan atad peraturan
itn harus dipertahankan oleh parn petugas hukum  don petugas
masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi).

12) Menurut Soerojo Wignjodipoero mengatakan hukum adat adalah
suatu komplek norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan
rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku
manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian
besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat,
karena memiliki akibat hukum (sanksi).

13) Menurut Soerjono Sockanto mengatakan hukum adat adalah pada
hakekatnya merupakan kebiasaan artinya kebiasan-kebiasaan yang
mempunyai akibat hukum (sein-sollen), berbeda dengan kebiasaan
belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-
perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama
yang menuju pada “rechtsverdinggeordening der samenlebing”.

14) Menurut kesimpulan hasil “Seminar hukum adat dan pembangunan
hukum nasional” bahwa hukum adat adalah hukum yang diartikan
sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk
perundang-undangan  Republik Indonesia yang disana sini
mengandung unsur agama.

2. Teori Harmonisasi
Teori Harmonisasi secara filsafati dapat diartikan sebagai

kerjasama antara faktor yang sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

tersebut menghasilkan hesatuan yang luhur,

dart bahasa Yunani asal kata

seravi dan sewal . Menunat

“Harmonisasi Sistem Hukum

b M
Baik™ mengatakan bahwa

(stifal harmonisasi berasal
“yang antinya “terlibat secara
Kusnu  Goesnladhie  dalam bukunya

Mewujudkan Tata Pemerintaban Yang

1) Harmonisasi hukum  mengacu  pada pcrundnn;g-und:mp:m artinya

harmonisasi sebagai suatu penyelarasan atau penycrasian peraturan

perundang-undangan yang hendak atau disusun, sehingga peraturan

perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip

hukum dan peraturan perundangan yang baik, dalam hal ini

harmonisasi hukum memegang peranan yang sangat stralegis dan

harus dimulai sejak tahapan perencanaan yang baik agar memudahkan

proses selanjutnya.

Harmonisasi hukum tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat

dimaksudkan untuk menghindari peraturan yang tumpang tindih atau

saling bertentangan, harmonisasi hukum juga mempunyai peranan

penting dalam melahirkan suatu produk peraturan perundang-

undangan yang dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat dengan

baik. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas

pada macam atau jenis peraturan perundang-undangan beserta tata

urutannya saja seperti : a) pengertian umum peraturan perundang-

undangan, b) makna urutan peraturan perundang-undangan, ¢) fungsi

34 K usnu Goesniadhi, Harminisasi b;;lum llukum Mew uiudk.m lam Pcmcrmmhan

Yang Baik, (Malang : Media, 2010), Hlm l3-l7
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ames ing-
tata urutan peraturan perundang-undangan, d) penamaan masing

masing peraturan pcrundﬂng-undangzuh e) pengertian masing-masing

peraturan  perundang-undangan, - f) hubungan norma peraturan

perundang-undangan dengan norma hukum yang lain.
Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya
penyelarasan dan penyerasian tujuan, strategi dan pedoman dilakukan
dengan mengacu pada dasar hukum yaitu UUD 1945 dan peraturan
perundang-undangan yang mendasari tata pemerintahan yang baik,
disamping itu harus selaras dan serasi dengan perubahan hukum dasar
dan hukum yang mendasarinya menuju tata pemerintahan yang baik.

2) Harmonisasi hukum mengécu kepada ruang lingkup adalah
harmonisasi hukum dalam pengertian upaya harmonisasi tujuan dan
pedoman untuk melaksanakan strategi agar tujuan dari masing-masing
peraturan perundang-undangan.

3) Harmonisasi hukum mengacu pada keterpaduan kelembagaan
merupakan aspek hukum atau kelembagaan dalam tata pemerintahan
yang baik diwujudkan dalam bentuk intraksi hukum dan kelembagaan,
oleh karenanya interaksi hukum dan kelembagaan terjadi di setiap
komponen kegiatan dan juga antara kompenen kegiatan, maka
keterpaduan tersebut hendaknya diupayakan untuk mewujudkan
disetiap tingkatan interaksi hukum dan kelembagaan.

Upaya untuk memadukan peraturan  perundang-undangan,

menyelaraskan dan menyerasikan dapat dilakukan melalui penafsiran
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sntasi  rasion: >ngan
hukum, penalaran  hukum, dan argumentasi rasional deng

. { r mb: ‘ngan arahan
memperhatikan kepentingan masing-masing lembaga dengan a

1 baik
utama untuk mengembangkan suatu produk hukum yang baik,

sehingga apabila keterpaduan hukum  dapat terwujud - maka

keterpaduan dalam aplikasinya juga harus selaras dengan nilai-nilai

muatan agama, schingga keterpaduan kelembagaan senantiasa akan
menjadi menjamin bagi diselenggarakan harmonisasi hukum dalam

mewujudkan produk hukum yang baik.

4) Harmonisasi hukum mengacu pada kodifikasi dan unifikasi artinya
upaya kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan upaya untuk
membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak berubah
lagi, jika terjadi perubahan maka perubahan tersebut harus mengacu
pada unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan. Upaya kodifikasi
adalah upaya untuk menghimpun peraturan perundang-undangan ke
dalam satu buku. Unifikasi hukum ditandai dengan karakteristik
seperti : a) adanya satu kitab undang-undang, b) adanya satu persepsi
atau satu pemahaman tentang hukum yang berlaku, c) adanya satu
sikap dan perilaku terhadap hukum yang berlaku, d) adanya prinsip-

prinsip non-diskriminatif, e) adanya konsistensi dalam penerapan dan
penegakkan hukum.

Terwujudnya kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjamin

terwujudnya kepaslian.h'u,kum ‘dan k_eadijlan‘, disamping‘ituko'diﬁkasi
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dan unifikasi hukum akan menjadi landasan bagi pengembangan
dinamika harmonisasi hukum.
Harmonisasi berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat,
keselarasan, keserasian, dalam teori harmonisasi hukum diartikan sebagai
upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud

kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi

hukum sebagai suatu proses pembentukan perundang-undangan,

mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-
norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam
arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.
Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara
bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa
konsekuensi terjadinya disharmoni hukum. Misalnya terjadinya tumpang
tindih kewenangan dan benturan kepentinngan. Teori harmonisasi hukum
dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmoni hukum yang telah
terjadi. Keadaan disharmoni hukum yang terlihat dalam realita, misalnya,
tumpang tindih kewenangan, persaingan tidak sehat, sengketa,
pelanggaran, benturan kepentingan, sengketa, pelanggaran, persaingan
tidak sehat, dan tindak pidana. Sehingga dalam rangka menanggulangi
disharmoni antara kepentingan yang menyangkut masalah di atas, harus
ada upaya harmonisasi. Misalnya dalam upaya k'asds perdam bisa melalui

Alternative Dispute Resolution (4 DR), :
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3. Teori Kearifan Lokal

Karifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) dan
lokal (focal) secara umum berarti ocal wisdom (kearifan setempat) dapat
dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat
bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh

anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan

budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografi dalam arti luas.
Kearifan lokal merupakan budaya masa lalu yang secara patut secara
terus menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tetapi
nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal.

Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi,

SN L v i et it M AN N

perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk
kemuliaan manusia.
4. Teori Pluralisme Hukum

Pada awalnya apa yang dilakukan oleh para ahli hukum adalah
melakukan identifikasi atau pemetaan terhadap keanekaragaman hukum
dalam bidang sosial tertentu (mapping of legal universe). Pengertian
pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum negara di satu sisi dan
hukum rakyat di sisi yang lain, hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum
yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara seperti hukum adat,
kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lainya yang

dipandang mengikat sebagai hukum, pandangan pluralisme hukum dapat

R

menjelaskan bagaimana hukum yang beranckaragam secara bersama-

DRSNS M FE- A A S
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Sama mengatur suatu bidang kehidupan atau perkara, bagi kebanyakan
sarjana hukum kenyataannya adanya sistem hukum lain di samping
hukum negara yang masih sulit diterima, padahal dalam kenyataannya
sehari-hari tidak dapat dipungkiri adanya sistem hukum lain di luar
negara hukum (state law), melalui pandangan pluralisme hukum dapat
dilihat semua sistem hukum berjalan bersama-sama di dalam
menjalankan sistem hukum di tengah masyarakat artinya masyarakat
dapat memilih aturan hukum yang akan dipakai dari beberapa aturan
hukum yang ada untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Menurut pandangan Griffiths ada dua macam pluralisme hukum
yaitu : Pertama, pluralisme itu lemah karena ada bentuk lain dari
sentralisme hukum yang mengakui adanya pluralisme hukum tetapi tetap
berpegang kepada hukum negara, contohya meskipun mengakui adanya
keanekaragaman sistem hukum yang ada, tetapi masih menekankan
adanya pertentangan antara apa yang disebut manicipil law (disiplin
hukum) sebagai sistem hukum yang dominan (hukum negara) dengan
servient law (pelayan hukum) seperti kebiasaan dan hukum agama.
Kedua, pluralisme hukum yang kuat, yang merupakan produk dari para
ilmuan sosial, yang menggunakan pengamatan ilmiah mengenai fakta
adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua kelompok
sosial masyarakat, sistem hukum yang ada d[pandang sama

kedudukannya, semua hukum itu dapat tumbuh berkembang dan"

keberlakuannya di masyarakat serta udak ada 3amman bnh\\a iu:dudukan;'f 5
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hukum yang satu dapat dipandang rendah atay tingg) dari pada hukum

yang lamn.
Feont Tolerang

Bahwa  toleransi merupakan istilah yang  digunaban  dalam
kehidupan  sehari-hari sebagai  sikap  tanduk  saling  menghargai,
memperkenankan, memperbolehkan, membiarkan pendirian  sendiri
untuk l\cmcndup;n. pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan
lain sebagainya atau yang bertentangan dengan diri sendiri. Toleransi
dapat  diartikan dari beberapa bahasa seperti : bahasa Indonesia
“toleransi” yang berarti sebagai sifat atau sikap, bahasa Inggris
“tolerance” yang berarti membiarkan, pada intinya bahwa toleransi
merupakan suatu sifat yang selalu menghargai dan harus ditunjukkan
oleh siapapun terhadap bentuk negara yang pluralisme seperti di
Indonesia.

Konsep toleransi merupakan sikap yang paling sederhana akan
tetapi mempunyai dampak positif yang luar biasa bagi khususnya
masyarakat dan umumnya negara, tidak terlihat bahwa sikap toleransi
dapat menyebabkan konflik, dan dalam pelaksanaannya harus didasari
bahwa bertoleransi terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-

prinsip dan menghormati pendapat orang lain, dalam toleransi terlihat

atau tergambar bahwasannya :

a) Kedamaian.

b) Terbuka dan berbaur pada pcrmdmnvangada

=
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¢) Naling menghargai baik it individu atau golongan melalui pengertian,

&) Mengharpai perbedaan pendapat baik itu individu maupun golongan
sepertt perbedaan adat istindat, agama, kebiasaan dan lain scbagainya.

Unsur toleransi - dapat ditekankan dalam  memberikan contoh
terhadap orang lain seperti :

4) Memberikan kebebasan dan kemerdekaan, artinya setiap warga negara
diberikan  kebebasan  untuk  memilih agama dan kepercayaanya
masing-masing. Kebebasan ini diberikan dan dilindungi oleh negara
berdasarkan konstitusi, semenjak dari lahir sampai dengan meninggal
dunia schingga kebebasan yang dimiliki oleh oleh warga negara tidak
dapat digantikan oleh siapapun karena kebebasan itu datangnya dari

Tuhan dan negara melindungi kebebasan tersebut sesuai dengan

Yancasila dan UUD 1945.

b) Mengakui hak setiap orang, suatu sikap terpuji yang mengakui hak
setiap warga negara di dalam menentukan sikap perilaku, sehingga |
sikap tersebut tidak melanggar haknya orang lain. |

¢) Menghormati setiap keyakinan orang lain, dalam hal ini diberlakukan
bagi toleransi antar agama, seperti halnya di Indonesia yang memiliki
bermacam-macam agama dan kepercayaan yang harus saling menjaga

kenyakinannya sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika.

d) Saling mengerti artinya menghormati dan tidak saling membenci

cesama manusia, apa yang diperbuat orang . fain - kita' saling =

menghargai.
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0. Teori Unifikasi Hukum

Pembangunan dj bidang hukum harus atas dasar cita-cita yang
terkandung  dalam pandangan hidup ber-Pancasila dan UUD 1945,
hukum merupakan  perwujudan  dari  nilai-nilai yang tumbuh dan
bcrkcmhang di tengah masyarakat Indonesia, hukum dibuat, dibentuk
dan dilaksanakan sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang
harus ditegakkan secara tegas dan lugas, tetapi juga harus bermanusiawi
berdasarkan asas keadilan.

Budaya merupakan bagian dari hukum yang tidak tertulis, sehingga
bagian-bagian hukum ini harus mendapatkan perlindungan dan
penyeragaman atau penyatuan hukum untuk keberlakuannya bagi seluruh
bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di

negara tersebut.

Hukum dapat digolongkan atau diklasifikasikan dalam berbagai

macam diantaranya :
1) Macam-macam hukum berdasarkan sumbernya.
a) Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan, contohnya Undang-undang Pemilu.
b) Adat dan kebiasaan yaitu hukum yang diambil dari peraturan adat
dan kebiasaan, contonya hukum adat dan kebiasaan Baduy Dalam.
¢) Yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tctap,'g_onmbn?ya. putusan et

hakim.
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d) Traktat yaitu hukum yang timbul karena perjanjian internasional,

contohnya hukum batas negara.

¢) Doktrin yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum.

2 "
2) Macam-macam hukum berdasarkan bentuknya.
a) Hukum tertulis yaitu hukum yang ditemui dengan bentuk tulisan

yang tercantum dalam berbagai peraturan negara, contohnya

KUHP, KUHD, KUHAP.

b) Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dan
berkembang dalam kenyakinan dan kenyataan di dalam
masyarakat, contohnya hukum adat dan kebiasaan.

3) Macam-macam hukum berdasarkan isinya

a) Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan warga
negara dan negara mengenai kepentingan umum atau publik,
contohnya HTN, Hukum Acara, dan Hukum Pidana.

b) Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan individu
yang bersifat pribadi, contohnya Hukum Dagang, Hukum Perdata,
Hukum Waris.

4) Macam-macam hukum berdasarkan tempat berlakunya.
a) Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam suatu negara,
contonya hukum yang dimiliki negara Indonesia.
b) Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan

antara dua negara atau lebih.
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7) Macam-macam hukum berdasarkan sifatnya
a) Kaidah hukum yang memaksa yaitu hukum dalam keadaan harus
ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya, contoh Pasal 340 KUHP.
b) Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi yaitu kaidah hukum
yang tetap dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat
suatu ketentuan khusus dalam suatu perjanjian, contohnya Pasal
1152 KUHPerdata
7. Teori Kebhinekaan Hukum
Negara Indonesia sebagai negara yang maju seiring dengan
perkembangan diberbagai sektor sehingga hal tersebut menjadi masalah
karena pada kenyataannya memiliki banyak suku yang menempati di
pulau-pulau serta yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda.
Kebhinekaan adalah keanekaragaman suku, ras, dan agama yang
terdapat di suatu lingkungan masyarakat yang dimana hidup tumbuh dan
berkembang secara bersama-sama. Kebhinekaan merupakan realita yang
tidak dapat dipungkiri keberadaannya terdapat keanekaragaman dalam
hal apapun yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebagai
alat pemersatu dalam mewujudkan nasionalisme
Salah satu pencegahan terjadinya konflik dengan cara merawat
kemajemukan yang dimiliki melalui 4 pilar bangsa yaitu :
a) Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa : ‘ |
b) Undang-Undang Dasar 1945 scbagai k'on'su"_tu;i: negara sc,bagasdasar :: i i

serta ketetapan MPR
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¢) Sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tungggal Ika sebagai Semboyan

Negara

d) Menjalankan kehidupan  berbangsa dan bernegara berdasarkan

Undang-Undang Dasar 1945, Mempererat rasa persatuan sebagai

bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Karakter seseorang di bentuk dalam lingkungan keluarga dan
masyarakat sedangkan tidak semua memiliki nilai sosial yang sama.
Perbedaan tersebut di atur oleh masing-masing orang atau kelompoknya

yang dapat memicu konflik Jika seluruh pihak tidak mencoba mengerti

nilai dan norma satu sama lainya.

Untuk menjaga empat pilar kebangsaan tersebut di butuhkan

pendekatan khusus yaitu :
a) Pendekatan Kultural
Pendekatan yang dapat dilakukan dengan memperkenalkan
budaya dan kearifan lokal lebih mendalam kepada generasi muda yang
bertujuan untuk membentuk generasi muda yang mengedepankan
norma dan budaya bangsa.
b) Pendekatan Edukatif
Sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan yang layak
kepada generasi penerus diharapkan dapat mengurangi tindak kriminal

yang dilakukan generasi muda.
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¢) Pendekatan Hukum

Merupakan tindakan tegas terhadap segala tindak  kekerasan
misalnyva tawuran, bully dan Tain<lain, Norma hukum hanya dapat
berfungsi bila ditegakkan dengan tegas sehingga memberikan efek
jera kepada pelaku tindak kekerasan dan kriminal

d) Pendekatan Struktural

Pendekatan ini dapat di mulai dari ketua rukun tetangga, rukun
warga, kepala desa, camat, lurah, sampai bupati atau walikota hingga
gubernur. Kegiatan-kegiatan yang dapat mempersatu masyarakat
harus selalu di upayakan oleh lembaga sosial dan aparatur negara.

8. Teori Tatanan Kebajikan.

Teori Socrates tentang “Hukum sebagai Tatanan Kebajikan™
mengatakan sesuai dengan hakekat manusia maka hukum merupakan
tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan keadilan bagi
umum, hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu

bagi orang kuat, bukan pula aturan untuk memenuhi naluri diri,

yang kuat

hukum sejatinya adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan

keadilan umum, serta mempunyai tujuan hidup manusia mencapai

: PR |
kebahagian (eudaimonia).

9. Teori Keadilan

Teori Keadilan Keadilan merupakan tujuan dari pada hukum,

tujuan hukum bukan hanya mencari keadilan saja akan tetapi mencari

35 ) Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.llagc.' ?bnrl Hukum “Strategi ;
Bernard L.Tany a(,(m Ge,,‘.msi",(Yugyukurtu : Genta Pubh&mg, 2613), ;jpﬂ,:’;n_i i 0

Tertib Manusia Lintas Ruang
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Kepastian hukum dan kemanfaatan, Hukum harus dapat mengakomodasi
antara keadilan, tujuan hukum, kepastion hukum dan kemanfaatan,
Berbagai mazhab-mazhab yang menitikberatkan bahwa hukum itu
harus tumbuh Kepada keadilan, sejak dimulainya teori hukum alam pada
Jaman Socrates yang mengatakan bahwa hakikat manusia maka hukum
merupakan tatanan kebajikan dan keadilan, hukum bukanlah aturan yang
dibuat untuk melanggengkan  nafsu orang kuat, schingga Socrates
menitikberatkan keadilan sebagai mahkota hukum (the search for
Justice), hukum sejatinya adalah tatanan objektif untuk mencapai
kebajikan dan keadilan umum, karena begitu pentingnya keadilan sebagai
tumpuan hukum, berbagai ahli hukum telah banyak memberikan
sumbangsih pemikirannya terhadap hak dan kebebasan, kekuasaan dan
lain sebagainya untuk mencapai suatu keadilan di masyarakat yang
merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan.,
a. Teori Keadilan oleh Aristoteles.

Pada garis besarnya pandangan keadilan ini sebagai suatu
pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, Aristoteles
membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional,
kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang
sama, yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga

negara dihadapan hukum sama, kesamaan proposional memberikan

tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan
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Prestst yang telal ditakukan, Keadilan menurut Aristoteles dibagi

menjadt macam yaley :

1Y Readilan yang bersdfiat kolektif ata distributif yaitu keadilan yang
memberikan keapada sotiap orang porsi menurut porsinya.

) Keadilan vang - bersifot - commutatif  atau  rektifikator  yaitu
memberikan sama banyak kepada setiap orang tanpa membeda-
bedakan prestasinya.

b, Teori Keadilan oleh Thomas Aquinas
Thomas Aquinas yang masuk ke dalam aliran hukum alam yang
membedakan keadilan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Pt

1) Keadilan  umum  (justitia generalis) yaitu keadilan menurut
kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan
umum,

2) Keadilan Kkhusus yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau
proposionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi :

a) Keadilan distributif (justitia distributiva) adalah keadilan yang
secara proposional diterapkan dalam lapangan hukum publik
secara umum.

b) Keadilan komutatif (justitia commutativa) adalah keadilan

dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.

[

* Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaima

arta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), Him.157 . ,

il Kum Indonesia, (Jakarta : Uramers ), Hln o ;
Filsafar Hf{7 ,Ibid. Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok-Pokok ftlsafallllul.m‘»r_z», Apa D(m

Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Him.156-157 D : Cand L
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¢) Keadilan vindikatif (justitia vindicativa) adalah keadilan dalam
hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak
pidana
¢. Teori Keadilan oleh Friedmann.

Friecdmann  menyatakan  formulasi  keadilan  Aristotelles
merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum,
disamping itu Aristotelles membedakan antara keadilan menurut
hukum dan keadilan menurut alam, serta membedakan keadilan
abstrak dan keadilan kepatutan. Keadilan abstrak sama pengertiannya
menurut hukum karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan
oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan
kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Keadilan kepatutan
mengurangi  dan  menguji  kekerasan  tersebut  dengan
mempertimbangkan hal yang bersifat individual *®

d. Teori Keadilan oleh Plato.

Plato dalam bukunya yang berjudul “Republic” memberikan
dokrin tentang keadilan yang berdasarkan kepada kebaikan, dalam
mewujudkan keadilan membutuhkan suatu pembalasan dalam setiap
pelaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk
mewujudkan kebaikan, selain itu menekankan pula pada moralitas

g tinggi dengan menekankan bahwa “lebih baik menderita dalam

yan

keadilan daripada melakukannya dan lebih baik tunduk pada hukum

odiharjo, Shidarta, Pokok-PukuA Ftlmﬁn Hul;um % Apa Dan

38 Darm
Ibid, Darji HIm.157.

Bagaimana Filsa tfat Hukum Indonesia,
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yang sah daripada mengelak darinya”, 1ebih jauh Plato berpendapat
bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan
tidak dapat direalisasi di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke
dunia lain atay sampai ke dua di dunia ini, pandangan Plato ini
berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.”’

10. Teori Eugen Ehrlich tentang hukum itu aturan yang hidup.

Teori Eugen Ehrlich tentang “Hukum itu aturan yang hidup”
mengatakan hukum merupakan hubungan antar manusia, ia bukan
sesuatu yang formal, ia merupakan sesuatu yang cksistensial yang dapat
digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, norma hukum
yang berasal dari kenyataan sosial yang demikian itu kenyataa-kenyataan
yang melahirkan hukum, menyangkut hidup bermasyarakat untuk hidup
sosial, dengan demikian manusia menjadi sadar akan kebutuhannya
(pinio necessitates), kesadaran inilah yang menyebabkan timbulnya
hukum secara langsung, inilah “hukum yang hidup” (/iving law).*’

Sistem hukum adat yang terjadi di Indonesia sangatlah beraneka
ragam sesuai dengan tradisi dan tatacara kebiasaan adat istiadat di daerah

yang satu dengan yang lain masing-masing daerahnya saling berbeda.

Teori Hukum “Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan

*? Marwan Effendy, Tangerang Selatan : Referensi ME Centre Group, 2014), Him.74-

Harmonisasi Hukum Pidana”. (
75. fendy, Teori Hukum “Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan

an E
0 bid, Marwan » Him 128. s

Dan Harmonisasi Hukum Pidana
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11. Teori Konflik Sosial

Perkawinan yang dilaksanakan dj

dilandasi oleh .

Indonesia pada umumnya

a) Pasal 28 (e), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan

beragama dan kepercayaan sesuai hati nurani,*' Perkawinan menurut

R.Sardjono mengatakan bahwa perkawinan adalah "Ikatan Lahir”
berarti bahwa Para Pihak yang bersangkutan (calon suami istri),

terkandung niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama dengan

tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.
b) Undang-Undang No.l tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar suatu
perkawinan terdapat pada Pasal | undang-undang perkawinan ialah
ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2
ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.** Perkawinan merupakan produk hukum nasonal yang
dihasilkan oleh bangsa Indonesia untuk mengatur masalah

perkawinan, oleh karenanya semua peraturan perundang-undangan
?

yang mengatur mengenai perkawinan merupakan “Unifikasi Hukum"

Res} Kabiner 2014-201¢
41 Redaksi Bmedia, U Indang-Undang Dasar 1945 Reshuffle Ka inet Kerja (2014-2 1))

: staka, 2017), Him 32-36
(Jakarta : Bnmedlacl‘mpl"‘l\“t:di:?r\z\xggls: Himpunan Pemndang—lindangan Temang Pt’rkaw‘nan'
Op.Cit ’ o | | ‘

Hlm 64
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yang mengatur perkawinan sekaligus bertujuan melengkapi segala apa
yang diatur dalam hukum agama dan kepercayaan. Dikalangan
masyarakat adat yang masih memegang prinsip adat dan kebudayaan,
berlaku hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan
masyarakat adat, oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana

susunan masyarakat adat yang bersangkutan. Sistem perkawinan suku

adat yang terjadi dan berlaku di Indonesia sangatlah beranckaragam
sesuai dengan tradisi dan tatacara kebiasaan adat istiadat di dacrah

yang satu dengan yang lainnya masing-masing daerah saling berbeda.

TR TR

o

Oleh karena perkawinan adalah suatu urusan keluarga, kerabat

mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib

suatu perkawinan di dalam keluarga dan masyarakat, kerabat melalui

H

:‘ generasi atau angkatan baru yaitu anak yang lahir dalam perkawinan
E, itu meneruskan masyarakat dan kerabat sekaligus, nantinya berfungsi
k meneruskan tertib c/an dan untuk selanjutnya, maka pergaulan suami
§ istri dalam rumah tangga adalah urusan dan kepentingan yang sangat
% bersifat perorangan atau keluarga.

! ¢) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar perkawinan Pasal 2
; ’ Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
L sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah

dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan

jjudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

bertujuan untuk mewt
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mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum Islam.**

d) Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa
Perkawinan itu hanya dipandang dalam hubungan-hubungan
Perdata," artinya undang-undang menyatakan bahwa suatu
perkawinan itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam KUHPerdata sedang syarat-syarat serta peraturan agama
tidaklah lebih diperhatikan/dikesampingkan.

Selain perkawinan yang dilaksanakan dalam bentuk peraturan akan
tetapi tidak lepas juga berdasarkan aturan adat yang tumbuh dan
berkembang seperti:

a) Hukum Islam, yang mengatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan
lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan
sakinah serta mempunyai keturunan yang soleh dan salihah.

b) Kompilasi Hukum Islam, yang terkandung dalam Pasal 2 dan Pasal 3
yang mengatakan bahwa Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad

itsaagan qholiidhan untuk mentaati perintah

yang sangat kuat atau mi

Allah dan melaksanakan merupakan ibadah yang bertujuan untuk

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.*’

43 A bdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995),

i 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Balai

ssgbekti, Titrosudibio,

< {lm 8 e
Pustaka, 295l B)’I:, Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hlm.114,
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¢) Hukum Adat, Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting
dalam berkehidupan bermasyarakat adat, sebab perkawinan bukan
menyangkut kedua mempelai, tetapi orang tua kedua belah pihak,
saudara-saudaranya, bahwa keluarga mereka masing-masing, serta

mendapat perhatian dan diikuti oleh para leluhur kedua belah pihak.
G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab | Menguraikan tentang latar belakang, adat dan hukum adat,

bahasa hukum dan pepatah adat, penyelidikan hukum adat,
hukum sebagai aspek budaya, selanjutnya dirumuskan dalam

permasalahan, diikuti dengan tujuan penulisan, manfaat

penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis, dan dilengkapi
dengan sistematis penulisan.

Bab Il Menguraikan tentang pengertian masyarakat hukum adat, sistem

perkawinan adat, larangan perkawinan dalam hukum
perkawinan adat, adat pelamaran dalam hukum adat, hukum
waris adat, sistem ciri hukum adat, asas dalam hukum adat,
peraturan perkawinan di Indonesia, kearifan lokal.

Bab IIl : Menguraikan tentang kultur masyarakat samin, karateristik
masyarakat samin, penyebaran, kebiasaan dan religi, simbol
identitasdan  sistem kekerabatan, falsafah  perkawinan
dilingkungan masyarakat Samin sehingga dapat menjawab

rumusan masalah dalam P¢_f_‘?b§hﬁ!’u3“ hll*ﬁfm‘,“;'ﬂj? el
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Bab1V : Menguraikan dan membahas analisis hasil penelitian kearifan

lokal terhadap permasalshan dan kendala yang timbul serta yang
akan datang dan relevansinya terhadap pembaharuan hukum.
Bab V' Menuangkan hasil penelitian disertasi menjadi penutup ke dalam

kesimpulan sena dilengkapi dengan saran
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b ~ % BAB I1

PERKAWINAN ADAT PADA

’ex MASYARAKAT DI INDONESIA

,t Dalam konvensi UNESCO pengetahuan tradisional tidak memberikan defisi
E: secara eksplisit, pengetahuan dikelompokkan ke dalam domain pengetahuan dan
E praktik-praktik yang berkaitan dengan alam dan jagat raya, berarti pengetahuan

tradisional diartikan secara luas dengan tidak memberikan definisi yang kongkret,

E pengetahuan tradisional hanya dipadankan dengan keahlian atau praktik-praktik
%* yang berkenaan dengan alam maupun jagat raya dalam satu domain tersendiri
&

; disamping domein lain, adapun domain-domain yang menjadi manifestasi warisan
5‘ yaitu :

;;: 1. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai suatu sarana warisan
. budaya yang bersifat tak benda (intangible).

2. Seni pertunjukkan.

3. Kebiasaan-kebiasaan sosial, ritual dan upacara.

, 4. Pengetahuan dan keahlian berkenaan dengan alam maupun jagat raya.

, 5. Kerajinan tangan tradisional.

Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat asli pada tahun 2007 yang
merupakan satu-satunya instrument hukum internasional yang secara khusus dan

eksplisit perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan deklarasi ini

mendapatkan dukungan yang luas baik dari negara berkembang maupun dari
negara maju. Negara maju mengemukakan 2 (dua) alasan utama untuk

mendukung upaya perlindungan terhadap masyarakat asli. Pertama, didasarkan
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terhadap perlindungan masyarakat yang rentan dan tak berdaya menghadapi
ketidakberuntungan dalam kehidupannya melawan pemusnahan (decination) atau
kepunahan (extinction). Kedua, didasarkan pada kesadaran bahwa mereka telah
memberikan  kontribusinya terhadap kekayaan sosial dan budaya serta
keberagamaan.

Selain itu pengakuan yang sama juga diberikan kepada praktik-praktik
tradisional dan budaya masyarakat asli yang telah berkontribusi baik terhadap
pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan (sustainable and equitable
development) maupun terhadap pengelolaan lingkungan yang tepat (proper
management of the environment), dengan demikian pengakuan ini telah
memberikan landasan yang kuat untuk mengatur perlindungan pengetahuan
tradisional.

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam perlindungan pengetahuan
tradisional adalah menciptakan kesejahteraan manusia itu sendiri, yakni
masyarakat asli melalui perlindungan kebutuhannya yang paling dasar (primary
human being needs), dengan kata lain perlindungan itu harus berorientasi kepada
manusia (human being centris). Beberapa alasan pentingnya perlindungan
pengetahuan tradisional adalah 3
1. Alasan kepatutan (equity).

Masyarakat asli yang telah memberikan daya dan upaya dalam pengembangan

pengetahuan tradisional yang dimikinya adalah patut dan adil untuk

! Irene Mariane, Perlindungan Terhadap Mas.yarakat Hukum Adat Dan Hak-hak
Tradisionalnya Dalam Pengelolaan Hutan, (Jakarta : Disertasi, Program Pascasarjana Doktor
lmu Hukum Universitas Trisakti, 2013), Him 117-130.
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mendapatkan pengakuan dan Konpensasi atas nilai ekonomis yang terkandung

dalam pengetahuan tersebut, seperti memberikan kontribusi dalam pelestarian

lingkungan dan pendapatan daerah.

. Menghindari bio-piracy.

Bio piracy adalah tindakan cksploitasi terhadap pengetahuan tradisional atau

sumber daya genetik dan alau mempatenkan penemuan yang berasal dari

pengetahuan tentang sumber daya masyarakat asli tanpa hak dan kewenangan.

. Kekoherensian hukum Internasional dan Nasional.

Pengetahuan internasional terhadap pengetahuan tradisional mestinya sejalan
dengan kewajiban untuk menghormati, melestarikan dan memelihara
pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal,
memajukan penggunaan pengetahuan tradisional adalah amanat dari ketentuan
hukum yang telah disepakati dan mempunyai kekuatan mengikat sehingga

dalam pengaturan dan pemakaian melaluj mekanisme  perlindungan

pengetahuan tradisional.

Melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan komunitas.

Melindungi pengetahuan tradisional berarti melindungi dan meningkatkan
sumber pendapatan masyarakat asli, masyarakat aslj biasanya hidup dibawah
garis kemiskinan, dikarenakan foktor pendidikan dan pengelolaan sumber daya

alam yang kurang maksimal.

. Keuntungan bagi ekonomi nasional.

Pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati merupakan anugraha

Tuhan yang besar negara karena keanekaragaman hayati yang sangat kaya raya
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(megadiversiti) yang pada umumnya adalah negara-negara berkembang, oleh
karena itu berpotensi untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat
besar bila dikembangkan secara komersial dan terencana.
6. Kepentingan konservasi lingkungan.

Perlindungan pengetahuan internasional bisa memberikan keuntungan yang
besar bagi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang akan
dilakukan secara tradisional tidak hanya bisa mempertahankan akan tetapi bisa
memperkaya keanekaragaman hayati, peran pengetahuan terhadap lingkungan
Juga telah diakui.

Menurut Kuntjaraningrat bahwa kebudayaan merupakan unsur-unsur yang
terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi
kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian
serta sistem teknologi dan peralatan, kebudayaan adalah nilai-nilai dan
konsep-konsep dasar yang memberikan arah bagi berbagai tindakan. Budaya
dalam arti antropologi merupakan pola prilaku dan pemikiran masyarakat yang
hidup dalam kelompok sosial belajar, menciptakan dan berbagi budaya,
membedakan kelompok manusia yang satu dengan yang lainnya, kebudayaan
hukum dipandang sebagai suatu realitas kebendaan, tapi persepsi pemahaman atau
konsep untuk melihat, menangkap dan bahasa manusia modern untuk melihat
keberadaannya.

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan,
kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya

yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara terus
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menerus,  Sistem nilai yang ada pada suatu masyarakat dijadikan orientasi dan
rujukan dalam bertindak, Oleh karena ity nilai hudaya yang dimiliki seseorang
dapat mempengaruhi dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat dan tujuan
perbuatan yang tersedia,  Nilai budaya adalah scbuah konsep umum  yang
terorganisasi, mempengaruhi prilaky yang berhubungan dengan alam, kedudukan
manusia di alam, hubungan orang dengan orang dan hal-hal yang diinginkan serta
tak dikehendaki yang mungkin bertalian dengan lingkungan dan scsama manusia.
Ada 5 (lima) masalah pokok kehidupan manusia dalam sctiap kebudayaan yang
ditemukan secara universal seperti
I. Hakikat hidup.
2. Hakikat karya manusia,
3. Hakikat kedudukan manusia.
4. Hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar
5. Hakikat dari hubungan manusia dengan manusia sekitarnya.
A.  PENGERTIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

Membicarakan tentang masyarakat hukum adat merupakan hal yang
sangat penting, terlebih ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum
yang ada dalam suatu masyarakat, bahwa untuk mengetahui masyarakat
hukum adat, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila di
dacrah mana pun juga sifat dan susunan badan persekutuan hukum dimana
orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup dalam sehari-hari, jika kita
hendak memahami segala hubungan hukum dan tindakan hukum dibidang

perkawinan menurut adat seperti apa yang dikemukakan oleh Van

V250, & N NTRPSEVICR NS SCHIEIENE, ST [P SR s e
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Vollenhoven  dan Soepomo  fterlihat  bahwa masyarakat  yang
memperkembanghan ciri-ciri khas hukum adat itu adalah persekutuan
hukum adat (udul-n-chl.vg¢'nu'm'.w/mp), pergaulan hidup di Indonesia dapat
dikwalifikasikan sebagai “persekutuan hukum adat”?

Masyarakat merupakan suaty kelompok sosial, yang menjadi tempat
atau berkumpul dari pola-pola interaksi sosial dengan kelompok sosial
lainnya, maka Suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang
warganya memiliki tujuan hidup bersama untuk jangka waktu yang lama,
sehingga dapat menghasilkan budaya. Masyarakat hukum adat merupakan
sekumpulan atay sekelompok orang yang taat dan tertib akan keteraturan
baik itu tertulis maupun tidak tertulis baik itu dalam sistem kehidupan
mandiri atau kelompok, yang mempunyai sumber kekayaan baik ity yang
berwujud maupun tidak berwujud. Masyarakat hukum adat juga merupakan
sekelompok manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya
dan mempunyai pola kehidupan yang tetap, sehingga dapat tumbuh dan
berkembang serta dapat diwujudkan di tengah masyarakat. Darj pola-pola
kehidupan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang seperti
itu maka dapat terbentuk aturan-aturan yang mengatur tingkah laku,
pergaulan hidup, dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat hukum
adat merupakan sebuah perkumpulan atau komunitas yang patuh dan tagt
pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laky Mmanusia dalam

hubungan satu dengan yang lainnya baik ity berupa kebiasaan, kesusilaan

2 Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Parumita, 1094 )

Hlm.21-22
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“dan kepatuta i
¢ N vang . ) - )
yang dianggap benar-benar dapat diyakini dan dianut, maka

apabila  dilang ; 1
tanggar akan  dikenakan sanksi dari penguasa kelompok

masyarakat adat tersebut,

Macam-mac " :
m-macam  masyarakat yang berkembang hukum adat di

Indonesia terbagai atas 4 (empat) yaitu :*

L.

o

sistem kekeluarg

garis keturun

Masyarakat ¢ . Lo of ; .
isyarakat adat yang susunan kekerabatannya ditarik dari  garis
keturunan kebapakan (patrilineal) yaitu masyarakat yang kekerabatannya

mengutamakan keturunan garis laki-laki.

. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ditarik garis keturunan

keibuan  (matrilineal) yaitu masyarakat yang kekerabatannya

mengutamakan keturunan menurut garis wanita.

. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ditarik garis keturunan

keibu dan kebapakan (parental/bilateral) yaitu masyarakat yang
kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun wanita.

Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya bersendikan kebapakan

beralih (alternatify maksudnya yaitu kekerabatan yang mengutamakan

garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan

wanita karena faktor pengaruh lingkungan yang dipengaruhi oleh waktu

dan tempat.

Masyarakat yang menarik garis keturunan dari kebapakan ialah suatu
aan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik

an secara konsekuensi, melalui laki-laki, ini merupakan suatu

3 LLaksanto Utomo, Hukum Adat, (Jakarta : PT.RajaGrafindo, 2016), Him.134

S L TP SRS SRR YA B S
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prinsip, suatu kepercayaan, suatu sikap yang magis atas prinsip ini untuk
meﬁlpeﬂahankzlll garis keturunan kebapakan yaitu kawin jujur atau sering
disebut eksogami Jujur yang artinya suatu keharusan laki-laki dan
perempuan yang berlainan klan dengan pemberian barang yang bersifat
magis-religius itu, perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan
dimasukkan ke dalam klan suami serta selanjutnya berhak, berkewajiban
dan bertugas di lingkungan keluarga suami. Untuk menduduki pengertian
ini secara efnologis maka pemberian barang jujur oleh pihak laki-laki
kepada perempuan tidaklah boleh diartikan menurut pandangan atau filsafat
barat, yaitu sebagai pembayaran tetapi terlebih adalah pemberian jujur itu
melambangkan suatu pengertian hasrat atau keinginan secara hukum adat
sebagai pengganti kedudukan wanita itu di dalam klannya dan di dalam
keseimbangan kosmis sehingga tidak merusak dunia besar di luar manusia
(equilibrium dunia kosmos).*

Masyarakat yang menarik garis keturunan dari keibuan yaitu suatu
sistem kemasyarakatan dimana seseorang menarik garis keturunan dari
keibuan hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa ada seorang ibu,
suatu pembawaan secara alamiah dan atas prinsip inilah disusun sistem
sosial seperti sistem keluarga, sistem tutur kata, sistem perkawinan, sistem
pergaulan, sistem waris atau pewarisan dan lain-lainnya. Jadi dalam garis

keibuan yang berkuasa di lapangan sosial yang penting yaitu lapangan hak

milik dan soal keluarga adalah senantiasa ibu, wanita atau laki-laki dari

Him.21

4 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995),
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pibak by, sepenti umn. * %
s Pamanya penghuly andika atay mamagq kepala waris

vang berhak memitiks :
: ke atay Mempunyai segenap harta ialah ibu dan dikuasai

_Mch this serta di dalam sebuah rumah Kita hanya menemani ibu, wanita tua
atau anak-anak yang masih ke *

Masvarakat yang menarik garis keturunan dari keibu dan kebapak
merupakan istilah Yang sering dipakai oleh Hazairin untuk menunjukkan
pada suatu sistem kemasyarakatan atau sistem yang menarik garis keturunan
dimana seseorang melihat persamaan nilai dan derajat.®

Masyarakat hukum adat dj Indonesia dapat dibagi atas 2 (dua)
golongan menurut dasar Susunannya yaitu berdasarkan pertalian suatu
keturunan (genealogi) dan berdasarkan lingkungan daerah (teritorial).
Masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum yang berdasarkan
lingkungan daerah (reritorial) adalah masyarakat yang tetap dan teratur
yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu,

baik dalam kaitannya dengan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun
dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.
Sedangkan masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum yang bersifat
pertalian suatu keturunan (genealogi) adalah suatu kesatuan masyarakat
teratur yang dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang
sama dan leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan)
atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat.

Melalui sudut bentuknya maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang
ela

ad. Pokok-Pokok Hukum Adat, Hlm.13-14
e MUhamm;g’ Pokok-Pokok Hukum Adat, HIm.20
6 Jpid. Bushar Muhammad,
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berdiri sendiri menj ‘
ri 3 adi i ‘
1 bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi
atau mencakup beber:
p rapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah serta
merupakan perserike :
perserikatan  dari bchcrapu masyarakat hukum adat yang

sederajat.”

Menurut Van Hollenhoven mengatakan bahwa wilayah nusantara,
yang Kini disebut sebagai negeri multicultural, terdapat 19 wilayah hukum
adat (rechtsringen) yaitu wilayah hukum adat :

1) Aceh;

2) Gayo alias Batak dan Nias;
3) Minangkabau, Mentawai;
4) Sumatra Selatan, Enggano;
5) Melayu;

6) Bangka Belitung;

7) Kalimantan;

8) Minahasa;

9) Gorontalo;

10) Toraja;

11) Sulawesi Utara;

12) Kepulauan ternate;

13) Maluku;

14) Irian Barat;

15) Kepulauan Timor;

T ek
Adat, HIm.135

: Op.Cit, Laksanto Utomo, Hukum
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16) Bali, Lombok:
17} Jawa Tengah, Jawg Timur, Madura;
18) Solo, Yogyakarta;

19) Jawa Barat, Jakarta;
Resembilan belas lingkungan adat in; menggambarkan bahwa masyarakat
adat di Indonesia Memang benar-benar ada dan hidup.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat
tradisional” atau “the indigenous people " sedangkan dalam kehidupan
sehari-hari lebih sering dan Populer disebut “masyarakat adat”. Masyarakat
hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau
hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama
lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar
hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya akan
dikenakan sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat
adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentuy, yang
berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih
tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar
diantara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan
wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan
sepenuhnya oleh anggota masyarakatnya.

Masyarakat merupakan sistem sosial yang menjadi wadah dari

pola-pola interaksi sosial maupun hubungan antar kelompok sosial, maka

kehidupan bersama, dimana warganya
' upakan suatu
suatu masyarakat mer
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hidup berdamping, - _
" AmpIngan bersama. untuk Jangka waktu yang lama schingga

menimbulkan  buday ;
udaya, Masyarakat hukum adat merupakan  sekumpulan

orang yang mendiami wilaw. .
& mendiami wilayah tertenty yang hidup dalam keteraturan serta

didalamnya terdapat kekuae
Ya terdapat kekuasaan secara mandiri. Masyarakat hukum adat

ula  merupak; " .- )
p pakan  suaty kesatuan yang berhubungan erat dan saling

berhubungan, de srl lak .
gan. dengan perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh,

berkembang iwuiudks
mbang dan diwujudkan oleh masyarakat secara teratur untuk mengatur

pergaulan hidupnya secara teratur, baik itu di tengah atau di luar
masyarakatnya. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang
patuh pada peraturan atau hukum (tidak tertulis dan sebagian hukum
tertulis) yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu
dengan yang lain, baik itu kebiasaan, kesusilaan dan dalam arti keseluruhan
yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dari uraian tersebut di
atas apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi dari kepala adat atau
hasil dari musyawarah adat.
SISTEM PERKAWINAN ADAT.
I. Batasan Hukum Perkawinan Adat.
Yang dimaksud dengan hukum perkawinan adat adalah

aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk

cara perkawinan, pelamaran, upacara perkawinan dan

perkawinan,

putusnya perkawinan di Indonesia, aturan adat ini di berbagai daerah

Indonesia memiliki perbedaan satu sama dengan yang lain, di karena

dipengaruhi oleh geografis, sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama
[
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dan Kepercayaan Yang berbeda-beda, disamping itu hukum adat sudah
banyak  mengalami perubahan  atau  pergeseran-pergeseran  nilai
dikarenakan adanya  faktor-fuktor perubahan  jaman, terjadinya
perhawinan  antar suku, antar adat istiadat, antara agama, antara
kepercayaan yang berlainan,

- Arti Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Adat.

Perkawinan adat merupakan hal yang penting karena tidak saja
menyangkut hubungan antara  kedua mempelai, akan tetapi juga
menyangkut hubungan antara kedua belah pihak seperti saudara dan
keluarga lainnya, bahkan dalam hubungan hukum keluarga adat diyakini
bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka
yang hidup tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi keluhuran
mereka yang telah mendahului (meninggal), sehingga arwah mereka
dapat diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan
lebih rukun dan bahagia. Karena begitu pentingnya arti perkawinan maka
pelaksanaan perkawinan itu pun senantiasa disertai dengan berbagai
upacara lengkap dengan berdoa, bersesajen dan upacara adat lainnya
beranggapan tahayul), akan tetapi kenyataannya hal ini

(sebagian orang

hingga sckarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar
:“ >
i i oleh karena itu masih tetap dilakukan
- di Indonesia dan
masyarakat adat
di 1a. sehingga semua ini semoga apa yang diinginkan dan
imana-mana, ¢

dicita-citakan dapat tercapal.
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Menurut  Hazairi
nurat - Hazairin  dalam bukunya yang berjudul “Rejang”

mengatakan bahwa ¢ i
Ehans vaada 3 (tiga) buah rentetan yang merupakan perbuatan

magis muncul ketik o it
s ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu yaitu yang

bertuj niami
Hyuan: menjamin ketenangan (koelte), kebahagiaan (welvaart), dan

kesuburan (vruchtbaarheid).

Menurut M.M Djojodigoeno hubungan suami istri setelah

perkawinan ini bukan saja merupakan suatu hubungan perikatan yang
berdasarkan perjanjian atau kontrak akan tetapi juga merupakan suatu
paguyuban, paguyupan ini merupakan suatu pokok kehidupan suami istri
selanjutnya beserta anak-anaknya yang lazim disebut “somah” yang
berarti dalam bahasa Jawa berarti keluarga, dalam “somah” ini terjadi
hubungan suami istri sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam

pandangan orang Jawa mereka disebut “satu ketunggulan”. Ketunggulan

ini dapat dilihat sebagai berikut :

a) Menurut adat kebiasaan Jawa yang sampai saat ini belum hilang
bahwa kedua mempelai pada saat melangsungkan perkawinan
dilaksanakan, melepaskan nama mereka masing-masing yang dipakai

sebagai nama kecil, kemudian mareka berdua memperoleh nama baru

(nama dari orang tua) yang selanjutnya mereka pakai bersama.

b) Sebutan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan suami istri

dalam bahasa Jawa “ganwa” yang berasal dari kata “sigaraning
a

» yang berarti adalah belahan jiwa, dari sebutan ini nyata sekali
nyawa .

X

N
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bahwa pandangan orang Jaywg bahwa suami istrj ity merupakan “satu
ketunggulan ",

c) Adanya ketunggalan harta benda dalam perkawinan yang dalam

bahasa Jawa disebut “harga gin;”,

. Pertunangan Dalam Perkawinan Adat.

Yang dimaksud dengan Pertunangan adalah suatu keadaan yang
bersifat khusus dj Indonesia, biasanya mendahuluj dilangsungkan suatu
perkawinan, keadaan inj merupakan timbul setelah adanya kesepakatan
antara kedua belah pihak (pihak laki-laki dan pihak perempuan) sepakat
akan melangsungkan suaty perkawinan, persetujuan ini dicapai oleh
kedua belah pihak setelah terlebih dahulu dengan suatu acara lamaran
yaitu suatu permintaan atay pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak
laki-laki kepada pihak perempuan, lamaran biasanya dilakukan oleh
Seorang utusan dari pihak laki-laki, yang pada umumnya mempunyai
tugas untuk mengadakan pembicaraan yang pertama kalinya dengan
keluarga pihak perempuan adalah anggota keluarga yang dekat serta
biasanya yang sudah berumur, tetapi saat ini sudah banyak pula yang
dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak sendir.

Pertunangan dapat dikatakan sah apabila ada tanda dari pihak laki-
laki kepada pihak perempuan yang berupa cenderamata seperti emas,
perak, yang biasanya dalam bahasa Jawa di sebut “panjer” g4,

“paningsel" tanda pengikat tersebut diberikan kepada ke]uarga
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perempuan  atay o |
; A Orang tua pihak perempuan  atau  kepada calon
perempuan yang akan dikawinkan

Dasar alag vig
. an Pertunangan in; di setiap daerah di Indonesia tidaklah

sama, akan tetapi biasanya adalah :

a) Karena ingjn menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat

dilangsungkan dalam wakty dekat.

b) Khususnya di dacrah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-
mudi sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang
telah diikat oleh tunangannya.

¢) Memberikan kepada kedua belah pihak untuk lebih saling mengenal
sehingga mereka kelak sebagai suami istri dapat diharapkan menjadi
suatu pasangan yang harmonis.

Pertunangan ini masih dimungkinkan batal apabila dalam hal-hal
sebagai berikut :

a) Kalau pembatalan dikendaki kedua belah pihak yang timbul setelah
pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.

b) Kalau salah satu pihak tidak memenuhi janji maka tanda tersebut
harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima,
sedangkan jika pihak yang lain memenuhi janjinya maka tanda

i tidak perlu dikembalikan. Dalam pembatalan yang

pertunangan in

dilakukan oleh kehendak kedua belah pihak, maka tanda-tanda

ertunangan lazimnya saling dikembalikan, dan dalam hukum Islam
p
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sangat dikena]:

" 4, Bentuk Perkawinan Ada

a) Perkawinan Jujur.

b) Perkawinan Semenda,

¢) Perkawinan Bebas (mandirj).
d) Perkawinan Campuran,

¢) Perkawinan Lari.

Perbedaan-perbedaan  bentyk hukum  perkawinan ini lebih
disebabkan karena terdapatnya sistem kekerabatan dan sistem keturunan

yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia yang dapat
dipengaruhi oleh :

a) Letak georafis.

b) Adat.

¢) Kebudayaan.

d) Cara pandang masyarakatnya.
Dikalangan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan

patrilineal, maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah berbentuk
perkawinan jujur, seperti contoh di Sumatra Barat dikenal dengan
» di Pe dikenal dengan sebutan
v wpoleket”, di Palembang
sebutan “mangoli”, “beleket”
" ” “hibal "
“muku”. di Lampung dengan sebutan naghuk”, "7
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Sedangk ;
[ ~° o Sl masyarakat yang menganut garis keturunan
“matrilineal” .
s maka bentyk perkawinan adat yang berlaku adalah dalam

bentuk perkawinan “semenda”

Begitu pula bentuk perkawinan yang masyarakat adat menganut

sistem “parental” atay “bilateral” maka hukum perkawinan adat yang

berlaku adalah bentuk perkawinan “bepqas” (mandiri).

Dalam perkembangannya ke 3 (tiga) macam bentuk hukum
perkawinan ini tumbuh, berkembang dan bervariasi yang bermacam-
macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan, oleh
karena bentuk perkawinan tersebut dapat dilihat dan diuraikan dengan
sebagai berikut :

a) Perkawinan Jujur
Perkawinan jujur merupakan bentuk perkawinan yang yang
dilakukan dengan pembayaran “jujur”, pembayaran demikian
diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai mana
terdapat di daerah Gayo, Maluku, Lampung, Bali, Sumba. Dengan
diterima uang atau barang oleh pihak perempuan berarti setelah
perkawinan, si perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam
batan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan

kekera

itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk
i

| hidupnya. Dengan diterimanya uatang tersebut berati
selama .

n mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut kepada pihak
perempua

baik sebagai pribadi maupun harta benda yang dibawa tunduk
suami, bal g
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»puda hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut
barang-barang bawaan istri tertentu. Setelah istri masuk dalam
lingkungan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus
berdasarkan persetujuan suami atau atas nama suami atau atas
persetujuan suami, istri tidak boleh bertindak sendiri karena ia adalah
membantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik

dalam  hubungan  kekerabatan maupun dalam  hubungan

kemasyarakatan.

Dikalangan masyarakat adat yang menganut sistem perkawinan
jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hubungan kebapakan
(patrilineal), setiap anak perempuan akan menganggap dirinya anak
orang lain, anak-anak perempuan disiapkan oleh orang tuanya
terutama ibunya sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang
lain dan menjadi warga adat orang lain, namun bukan berarti

hubungan hukum dan hubungan biologis antara anak perempuan dan

orang tuanya putus atau berlainan, ia harus lebih mengutamakan

kepentingan kerabat pihak suami dari pada kepentingan kerabat

asalnya. Mengenai bentuk perkawinan juju ini dalam hukum

perkawinan adat memiliki bentuk lain seperti :

1) Perkawinan Ganti Suami.

Terjadinya perkawinan ganti suami dalam bahasa asing

disebut “leviraal huwelijk”" atau “vervang huwelijk” (kawin lagi

dengan salah satu karib mendiang suami) dalam bahasa Jawa
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adalah “fp0,, ranjang "

» dikarenakan suami wafat oleh karena itu

istri harug meni
: us me 8rball
"ikah kembali dengan saudara laki-laki dari suaminya

yang wafal i o1
» O di datam bentuk perkawinan ini tidak diperlukan
lagi pembavaran .

bt pembayaran jujur, pembayaran adat dan lain sebagainya, oleh

k.“.cn'l i'; i \ '
e istri memang magip letap berada di rumah suami, hanya

berluadanya pengetahuan dari pihak kerabat istri. Jika dalam

perkawinan dengan suami pertama yang telah wafat diperoleh anak

laki-laki yang berartj sudal ada penerus dari ayahnya maka fungsi

dari suami yang kedua hanyalah sebagai pemelihara kehidupan
rumah tangga saja dan membesarkan anak laki-laki yang ada.
Tetapi jika belum mempunyai anak laki-laki maka dari perkawinan
yang kedua diharapkan mendapatkan keturunan laki-laki sebagai
penerus dari suami yang pertama, sehingga suami yang kedua tidak
semata-mata sebagai pemelihara kehidupan rumah tangga, tetapi
juga berfungsi untuk meneruskan keturunan suami yang pertama.
Jika terjadi dari perkawinan pertama dan kedua tidak
didapatkan anak laki-laki, tetapi di dapat anak perempuan maka
anak perempuan yang tertua dari perkawinan pertama atau kedua
harus dicarikan laki-laki artinya harus dikawinkan atau kawin
mengambil lelaki dari anggota kerabat untuk menjadi penerus

suami yang pertama, adakalanya sang janda atau si istri tidak mau
[¢

dan ingin kembali kekerabat orang tuanya semula, sedangkan
an ing
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belum mempunyai anak tidak berarti telah putus hubungan hukum
dengan kerabat suami yang telah wafat.
2) Perkawinan Ganti Istri.

Perkawinan ini terjadi disebabkan karena istri meninggal
dunia dan suami kawin lagi dengan kakak atau adik perempuan dari
istri yang telah wafat, dalam bahasa Jawa disebut “sii/ tikar, turun
rancang, karang wulu”, dalam perlaksanaannya tidak diperlukan
lagi pembayaran uang jujur sama seperti perkawinan ganti suami,
karena jujur telah diberikan ketika mengambil istri yang telah
wafat,

Maksud dari perkawinan ganti istri disini adalah jika jstri
yang telah wafat belum memiliki keturunan agar istri pengganti
dapat memberikian keturunan untuk penerus keluarga, jika sudah
memiliki keturunan maksudnya agar anak atau kemenakan dapat
diurus dan dipelihara dengan baik serta tetap dapat memelihara
hubungan kekerabatan antara kedua kerabat yang te|ah terikat
dalam hubungan perkawinan, jika istri yang telah wafat sydap
Memberikan keturunan, maka anak tersebut tetap kedudukannya
Sebagaj penerus dari ayahnya, dan apabila dar perkawinan

berikutnya didapati lagi anak laki-laki maka anak tersebyt dapat

Meneruskan keturunan membantu dan pengganti dari kakak dalam

Pergaulan adat.
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Pada dasarnya semua suami harus memperlakukan istri
pengganti sama dengan istrinya yang telah wafat karena harta
bawaan dan mas kawin istri pertama dapat pula dikuasai oleh istri
pengganti untuk kepentingan kehidupan bersama dalam rumah
tangga, tetapi ia tidak dapat memilikinya karena semua harta dalam
perkawinan jujur adalah hak penguasaan suami. Lain halnya dalam
perkawinan bebas (mandiri) dimana fungsi dari istri pengganti
adalah dapat mewarisi harta bawaan istri yang telah wafat guna
memelihara kemenakan dan anak keturunannya atau membawa
barang-barang bawaan tersebut kembali pada orangtua atau
keluarganya jika terjadi perceraian dengan mengingat kepentingan
kemenakannya dari istri yang telah wafat.

3) Perkawinan mengabdi.

Perkawinan ini terjadi karena ketika diadakan pembicaraan
lamaran, pihak laki-laki tidak dapat memenuhi syarat-syarat
permintaan dari pihak perempuan, sedangkan dari pihak laki-laki
atau kedua belah pihak tidak menghendaki adanya perkawinan
semenda lepas, sehingga setelah perkawinan suami akan terus
menerus berada atau berkediaman atau berkedudukan di pihak
kerabat istri. Dengan perkawinan mengabdi pihak  laki-laki tidak
usah melunasi uang jujur, uang permintaan dan sebagainya, yang
Merupakan syarat-syarat perkawinan jujur, akan tetapi setelah

perkawinan laki-laki itu berkediaman di tempat mertua, dipihak
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istri sampai saat berakhirnya pengabdian dan hal itu dianggap telah
melunasi pembayaran jujur dan sebagainya, bentuk pengabdian ini
seperti membantu berdagang, membantu pekerjaan mertua dan lain
sebagainya, hal tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran jujur.

Bentuk perkawinan ini sebenarnya sama dengan bentuk
perkawinan “semenda ngisik” atau “semenda ngebabang” yang
berlaku di daerah Lampung berada pesisir dimana suami istri
setelah melakukan perkawinan masih berdiam di tempat orang tua
istri untuk membantu orang tuanya dikarenakan saudara-saudara
istri masih kecil dan belum dapat membantu kehidupan orang
tuanya, dan sebagaian lagi wilayah Jawa.

4) Perkawinan Ambil Beri.

Bentuk perkawinan ambil beri adalah perkawinan bertukar
yang merupakan bentuk perkawinan yang terjadi di antara kerabat
yang bersifatnya smetris, dimana pada suatu ketika kerabat laki-
laki mengambil istri dari kerabatnya istrinya, keadaan seperti ini
sering terjadi di daerah Minangkabau, tetapi tidak berlaku di daerah
Sumatra Barat karena sifat kekerabatnnya asimetrisdan menganut

adat “manunduti” artinya dimana perkawinan itu terjadi berulang

searah tidak boleh timbal balik.

Biasa masyarakat adat yang menganut agama Islam,

perkawinan dalam bentuk “ambil beri” ini dapat berlaku asal saja

tidak bertentangan dengan agama Islam (hukum Islam),
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memberikan anak Perempya
N Yang dilap,
ar o]

di Lampung disebyt “kelamq

lampung disebut "manulung i
T an kegemaran

untuk dapat tetap memelihara kerukunan dan saling membanty

kehidupan kekerabatan, dj Masyarakat adat Minangkabau dj kenal
dengan sebutan “pulang ke paky

5) Perkawinan Ambil Anak.

Bentuk perkawinan ini terjadi apabila karena hanya memiliki
anak perempuan tunggal, maka anak perempuan mengambil laki-
laki dari anggota kerabat untuk di jadikan suami dan mengikuti
kerabat istri selama perkawinannya guna menjadi penerus
keturunan pihak istrinya. Dalam kejadian perkawinan seperti ini di
masyarakat adat Bali karena seseorang hanya mempunyai anak
perempuan tunggal yang harus bertanggungjawab sebagai penerus
orang tuanya dan tidak diperkenankan meninggalkan rumahnya

. perkawinan ini suami
dalam bentuk perkawinan jujur, dalam bertuk perkawinan I

: arti ia tidak lagi
dilepaskan dari kekerabatan orang tuanya. dalam

: . sendiri karena ia

memiliki hak dan kedudukan di pihak kerabatnya sen n
+ dencan kata lain pihak laki-laki

telah dijadikan “semtane tarikan dengan kata

hak perempuan dan

engikuti pihak

da yang

diajak tinggal ke rumah P!
» . m uan m

berpendapat pula seharusnya pihak peremp
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Bentuk perkaw;
awinan jy;
Jujur yang [ain adalah bentuk perkawi
winan

4

lingkt
gkungan masyarakat adat  Abyp
8 Lampung Utara, dalam

perkawinan ini suamj
ami berkedudukan g dua temapat yai
at yaitu di tempat

kekerabatannya sendiri
Yo sendiri dam g kekerabatan istrinya, bentuk

perkawinan ini m
erupakan perkawinan yang disebut “pinjam jago”
ago

ang berlaku di
.y .g | di antara hubungan kerabat, agar perkawinan dengan
istri itu dapat memberi keturunan laki-laki untuk meneruskan
keturunan mertua atau ayah istri dan untuk meneruskan keturunan
sang suami itu sendiri, jadi perkawinan ini dapat berlaku dengan
satu istri atau juga dengan dua istri, satu istri tetap di rumah istri
dan istri yang lain di rumah suami sendiri, system perkawinan ini
mendekati perkawinan “semenda  raja-raja ” yang harus

bertanggungjawab atas penerus keturunannya dan warisan ke dua
lingkungan kekerabatan.

b) Perkawinan Semenda.

Perkawinan semnda pada umumnya berlaku di lingkungan

yang menganut dari garis keturunan ibu (matrilineal),

masyarakat
a mempertahankan garis k

eturunan
na untuk dalam rangk

yang bergu
{ merupakan kebalikk

an dari bentuk

pihak ibu, bentuk perkawinan in e
inan semenda calon mempelai laki-

ur, dalam perkaw

kukan pemberia
y adat pelamaran

perkawinan juj
n uang juyur kepada

tidak mela
ya o dari

laki dan kerabatn
liknya perlak

pihak perempuan, bahkan seba

B,
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ihak perempu .
pihak p puan kepada pihak laki-laki, perkawinan semacam ini

terdapat di lingkungan masyarakag adat Minangkabau, setelah terjadi

perkawinan suami berada dj bawah kekuasaan kerabat istri dan
berkedudukan hukumnya bergantung pada perkawinan semenda.

Bentuk perkawinan semenda terdiri dari 6 macam yaitu :

1) Semenda Raja-raja artinya adalah bentuk perkawinan dimana
suami dan istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri
tempat kedudukan rumah tangga mercka sendiri, suami tidak
ditetapkan untuk berkedudukan di kekerabatan istri, kedudukan
suami dan istri sama berimbang atau seimbang, baik terhadap
“jurai” kerabat istri maupun suami, begitu pula terhadap harta
kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Terjadinya
perkawinan semenda raja-raja dikarenakan keseimbangan martabat

dan kedudukan antara dua kerabat yang bersangkutan, jika

perkawinan ini mendapatkan keturunan maka ditentukan anak yang

mana yang akan mewarisi kedudukan ayahnya dan yang mana akan

mewarisi kedudukan ibunya atau diserahkan pada anak-anak itu

sendiri kelak ~memilihnya. Akan tetapi dalam prakteknya

na hubungan kekerabatan yang berlaku lebih dekat

tergantung dima |
pak lebih dekat kepada ibu dan

jika di daerah rejang misalny2 Nam

perkawinan jujur menj adi terdesak.

sebagai akibatnya kini bentuk

unakan di daerah lampung pesisir yang
g

2) Semenda Lepas istilah di

i h terjadi
. oip” dalam artl setela
dat “pemmgglr

pada umumnya bera

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

perkawinan, suami 1.
B mucp“Skan hak dap, ked
kekerabatannyq dan - udukannya dj pihak
| Suk  pada kckcmbulzm istri, Be
perkawinan inj dj Summcm Sel stri.  Bentuk
S

atan dige :
o disebut perkawinan “cambur”
atau perkawinan “nagkon

Yang i ai
g tidak Jajp adalah sama dengan

“semanda ambil angp diman
C

a suami t;

a4 suami tidak memiliki kekuasaan

apa-apa, oleh kare

pa-ap na seluryh kekeuasaan kekerabatannya dipeg
Jang

leh pihak istri, Jj -
oleh pihak istri. Jika terjadi Perceraian, si syam;j dipersilalikas

meninggalkan tempat kediaman dan kekerabatan istri tanpa sesuatu

hak, baik terhadap harta pencarian maupun anak-anak. Sifatnya

agak berbeda seperti yang bberlaky di daerah Minangkabau dimana
suami sebagai “urang sumando” yang menurut peribahasa minang
“urang sumando”, seperti abu di atas tunggal. Jadi jika datang
angin maka ia akan terbang begitu saja, karena tidak memiliki
kekuatan sama sekali. Tetapi laki-laki Minangkabau tetap berfungsi

sebagai  “mamak” dari kemenakan, anak-anak saudara

perempuannya, hak dan kedudukannya tidak lepas sama sekali dari

kerabat ibunya, ia bertanggungjawab mengurus anak kemenakan

dari saudara-saudara perempuannya. Di daerah Rejang Bengkulu

a ini dibedakan antara semanda berada dan

pel ka Winan Semand | l
i 1ala
t.dak beradat Semanda bel adal dlmakSUdkan
Semanda 1 . h
dimana pihak lakl'lakl membayal
a

bentuk perkawinan semand S
t marta ¢ .
dat kepada kerabat perempuan menuru
uang ada

rkawinan ditanggung  pihak

1 €
Semenda  tidak peradat jalah P
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kerabat istri, di Minangkabau disebyt “urang sumando”,

4) Semenda Nunggu yaitu bentuk perkawinan semanda yang bersifat
terbuka sementara, dimana setelah perkawinan suami bertempat
kedudukan di pihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu
sampai tugas atau tanggungjawabnya terhadap keluarga mertua
selesai diurusnya, misalnya memelihara mertua dan saudara-

saudara istri yang masih kecil, membiayai kehidupan rumah

tangga, membiayai pendidikan yang anak-anak yang masih kecil,

berkeluarga dan berdiri sendiri bertanggungj

I orang tua jstri. Dengan fungsi suami yang demikian
hidup keluarga

juga sebagai ‘“semanda ngebabang”

maka ia disebut sebagal
“ da ngisik

endong) atau s | 3
(mengg " terjadinya perkawinan seperti itu

abdi ’
: “ da meng
ut ‘“seman
diseb . e o

i
sarkan perm

(memelihara) atau juga

atau kekerabatan

timbul berda

jarang sekal

. dari pihak laki-laki.
inl datang
j tawaran

perempuan,
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5) Semenda N, '
) gangkit adalah bentuk perkawinan dim
imana suami

mengambil istri ljadi
g Istri untuk dijadikan Penerus keturunan puhak ib
aK 1ou,

suami karena ibunya tidak memiliki anak perempuan. Semenda
ngangkit ini biasanya berlaku dikalangan masyarakat adat yang
menganut adat penguasaan atas tanah kekayaan yang dipegang oleh
pihak perempuan (matrilineal). Jadj seseorang apabila tidak
mempunyai anak perempuan dan hanya memiliki anak laki-laki
maka untuk dapat meneruskan kedudukannya dan keturunannya
serta mengurus harta kekayaannya harus mencari seorang
perempuan untuk dikawinkan dengan anak laki-lakinya sehingga
suami istri ini nanti yang akan menguasai harta kekayaan dan
meneruskan keturunannya tersebut. Dengan demikian terlihat

bahwa perkawinan “semanda ngangkit” ini merupakan kebalikan

i Wi ' ” erlukan ada
dari perkawinan “semanda ambil anak” yang mem a nya

anak laki-laki, disini memerlukan adanya anak perempuan.

6) Semenda Anak Dagang ini sering juga disebut “semenda burung”
awinan yang di
perkawinan ini tidak kuat

daerah rejang tergolong

adalah bentuk per k
sikap

k beradat ”,
ami dari pihak istri tidak bersyarat

“semenda tida

na kedatanga" su

i kare .
ikatannya misalnya suami cukup

datang pa hanya U ntuk memberikan nafkah saja
i ha
n suam!

kembali, b e rhadap ruma

dak ada tangg"e!

kedatangd h tangga, pelaksanaan

dan ti
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perkawinan semacam ini
It cukup (i
ladak

an secara sederhana saja,

apabila perkawinan inj g
an i dilakykap oleh orang K
¢ aya atau yang

bermartabat tingoj m: .
al tinggi makg tidak adq bedanya d bentuk
a dengan bentu

erkawinan ; » o
Pere manggih kaya” di Jawa, hanya kedudukan istri tetap

berada di pihak ker ..
Ptk kelabatnya sendiri, perkawinan dalam bentuk ini

la "- (& < i [ ¢
ki-laki tidak membayar uang adat karena biaya perkawinan sudah

ditanggung  pihak  perempuan, Biasanya dalam perkawinan
semenda seperti ini kekuasaan pihak istri lebih berperan, suami
tidak ubahnya seperti “pinjam Jago" (meminjam laki-laki) hanya
memberikan bibit dan kurang bertanggungjawab kepada rumah
tangga.

¢) Perkawinan Bebas (mandiri).

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ininpada
umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat
parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh,

Melayu, Kalimantan dan Sulawesi, serta di kalangan masyarakat

dern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak

Indonesia yang mo

ur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

banyak lagi camp
d) Perkawinan Campuran.

dal
awinan campuran
Perkawin . istri yang berbeda suku

am arti hukum adat adalah bentuk

bangsa, adat b - bulkan masalah hukum
pada ymumnya meni v
. uran
perkawinan camp
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dahulu sebagai warga adat Batak dalam ruang lingkup “dalihan
natolu”. Jika calon suami merupakan orang luar maka ia harus
diangkat masuk ke dalam warga adat “hula-hula” dan apabila calon
istri berasal dari luar, maka ia harus diangkat ke dalam warga adat

“namboru”. Dengan solusi adat tersebut perkawinan adat tetap dalam

jalur “asymmetrisch connubium”.
Hal serupa terjadi pula di lingkungan masyarakat beradat
perpaduan di Lampung, sebelum perkawinan dan jika pihak laki-laki

dari luar. maka ia lebih dahulu dijadikan warga adat dari pihak

” laki-laki saudara ibu) atau
i “kelama” (kerabat
g disebut

keluarga yan
- m warga adat “kenubi” (bersaudara

boleh juga dimasukkan ke dala

g berasal dari luar, ia diangkat dan
yan

ibu). Jika pihak perempuar

Juaraga

» Gehingga perkawinan yang

“kenubi
dimasukkan ke dalam ke
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berlaku  disebut “ngakuk

menulyne
lung (mengambil  keluaraga

menulung) atau “kawin kenub;” (
I (perkawi
Inan dengan keluarga kenubi,

bersaudara ibu).

Dalam hal perbed

agar perkawinan itu sah t::j o oo

| , salah satu harus mengalah, memasuki
agama suami atau memasuki agama istri, menurut agama Islam
perkawinan campuran antara agama dimana calon suami dan calon
istri tidak bersedia meninggalkan agama yang dianut maka Islam
hanya memperbolehkan laki-laki Islam kawin dengan perempuan
yang beragama Islam, apabila beda agama maka Islam melarang
perkawinan tersebut. Dalam agama Kristin boleh terjadi perkawinan
dimana suami dan istri tetap mempertahankan agama yang dianutnya,
an perjanjian suami atau istri yang beragama Kristen

namun deng
Katolik harus berjanji akan mendidik anak-anaknya dalam agama
Kristen Katolik.

e) Perkawinan Lari.
Kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat,

alangan masyarakat Bata

an adat tetapi di

jadi di k, Lampung,
ing banyak terjadi di K
merupakan pelanggar

enyelesaikan masalah

tetapi pal

Bali. Walaupun kawin lari
ta tertib guna m

sebut terdapat 1@
bukanlah suatu bentuk

erkawinan

daerah ter
lari

sistem

tersebut, sesungguhnya P
suatu

perkawinan

pelamaran karena deng?
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‘ ", dalam bahasa
Bengkulu di sebut “selarign”

» dalam bahasa Baj; disebut “ngerorod”.
Kawin lari
adalah Perbuatan berlarian untuk  melaksanakan

rkawin j i
pe an atas persetujuan s; Perempuan, kawin Jari dilakukan yaity

laki-laki dan Perémpuan sepakat melakukan kawin lari dan pada aktu

yang telah dilakukan melakukan “lari” bersama atau gadis secara

diam-diam diambil kerabat pihak laki-laki dari tempat kediamannya
atau si perempuan datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki,
segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat pelarian,

Dalam kawin lari paksa dilihat adanya perubahan melarikan

seorang perempuan dengan tipu muslihat untuk melakukan kawin lari

atau melakukannya dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas

persetujuan perempuan dan tidak menurut tata tertib adat berlarian,
dalam bahasa Lampung lari paksaan ini disebut “dibembangkan”,
“ditekep”, “ditenggang’’ dalam bahasa Bali disebut “melendang”.
n lari paksa seringkali te
mengingat tindakan tersebut

rjadi diteruskan oleh kerabat
Sistem perkawina

ormatannya terganggs

FENE mgthsd. keh wajib dalam hal ini Kepolisian

ihak be
dapat dilaporkan kepada piha
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dengan mengpunak
[ BRUnakan Pagy| 1

I KUHPidang sebagai  dasar
pengaduannya,

Kawin o hcrsmnu

(lukulan Mengikuti tata tertib adat

setempat, - di - kalanggy, Masyarak adat
aa

I‘""Pllng yang beradat
“papaduan® setidak-tj

aknyg gadis  yqy

B pergi berlarian  harys
meninggalkan tandg kcpcrgiunnyu beberay
(8

a Surat dan sejumlah uang,
pergl menuju ke tempgg kediaman (pcnyimbang kepala adat) laki-Jak

= ’
kemudian  pihak laki-laki

Mengadakan pertemuan  kerabat dap

mengirim utusan untyk menyampaikan Permintaan maaf dan mohon

penyelesaian dengan baik dari pihak kerabat Perempuan lalu diadakan

perundingan kedua belah pihak,

Di masyarakat adat Bugis pihak kerabat yang mengetahui gadis
mereka pergi kawin lari, jika belum sampai di tangan kepala adat s;
laki-laki yang melarikan gadis tadi dapat di bunuh karena menyangkut
masalah harga diri, di daerah masyarakat adat Lampung pesisir setelah
diketahui si gadis melarikan diri bersama laki-laki, maka pihak
kerabat mengusut (nyusul tapak, nyusul luyu) kemana gadis itu pergi,
kedatangan pencari jejak harus diberi kesempatan untuk bertanya

;s i
kepada anak gadisnya apakah yang mereka lakukan ini atas kemau

sendiri atau karena paksaan.

kawinan Adat
Lar angan Perkawinan Dalam Hukum Per

dat adalah segala
D an perkawinan dalam hukum ada
. - idak dapat dilaksanakan karena

inan itu t
*eSuaty yang menyebabkan perkawina
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yene salll marga. Pada masyarakat adat Minangkabau disebut hahwa

laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku.

Pelanggaran terhadap larangan ini akan dijatuhkan huku adat yang

berupa denda adat yang harus dibayar kepada para “prowatin adat”, dan

harus menyembelih ternak agar terhindar dari kutukan arwah-arwah gaib.
Di Jawa tidak diperbolehkan terjadinya perkawinan apabila antara laki-
laki dan perempuan yang memiliki hubungan saudara sekandung antara
ayah mereka, begitu pula dilarang kawin kepada mereka yang memiliki

hubungan saudara misan, dan apabila laki-laki lebih muda dari ibu si

perempuan.

2) Karena Perbedaan Kedudukan.

Bahwa larangan perkawinan perbedaan  kedudukan terjadi pada

asyarakat yang masih bertradisi feodalime (seorang laki-laki dilarang
masyaraka
[ endah atau
lakuk kawinan dengan perempuan dari golongan r
melakukan per .
m dari golongan
bali di daerah Minangkabau seorang perempuan darl g
sebaliknya), di da | |
* i-laki yang tergolong kemenakan di

' lak
penghulu dilarang kawin dengan
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pawah lurui ™, di daerah L"lhpung laki-lak
I-laki d

ari gOlOl]gan ¢4 $ ”»
. : . . punyimban
tidak dibenarkan kawin de Y g

ngan seor; i
Ban seorang gadis dari turunan golongan
“pedowon’ (budak i de
bed (budak), di daeral Bali karena pe I
ngaruh ajaran agama

Hindhu seorang laki-laki dari fie
L dari turunan “triwarna” atau “triw "
angsa

brahma, ksatria dan weis i
( ha) dilarang mengawini perempuan yang

keturunan ‘“‘sudra’ atau golonga
an orang kebany ' i
akan (biasa). Demikian

pula sebalinya apabila perkawinan tersebut terjadi dianggap dapat

menjatuhkan nilai martabat kekerabatan. Pada zaman sekarang agaknya
perbedaan kedudukan kebangsawanan dalam masyarakat penganut
feodalisme sudah mulai pudar dalam arti berbaur, sudah banyak terjadi
perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan
mereka yang bermartabat tinggi atau sebalinya, masalah perkawinan
yang timbul dari perbedaan kedudukan ini sering mengakibatkan adanya
ketegangan dalam kekerabatan, namun jika dilihat dari hukum adat

bersifat luwes, seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

i 2 mengatakan
masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Pasal 2 meng

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

3) Karena Perbedaan Agama-

l hal perbedaan agama ini dapat meniadi penghalang
Dalam a .
rjad t I i-laki uan S€ erti di
t J inya suatu pelkawinan antara lak1 laki dan peremp p
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dacrah Lampung seti
&0 ap war
P Warga adat hapug menganut ag Islam, bagl
ama Islam, bag

mereka yang tidak ber,
’ agama |y
gama Islam tigak dapat diterima menjadi [
Nl angpota

warga adat, oleh kareng i
< ’ Witu laki-lak
laki=laki dan perempuan yang beragama lain

vang hendak melangsungk
gsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu masuk
suk

._,tl'nl('l lhlt’"". l}tlul l‘lk ‘.l\“ J‘".!' l“ \I ] " ’ LI / li I“‘\
"(" l ( ‘ " \ l ) ‘ W\ “ l (

menganut  agama  |s| N
{ am- berarti  harus keluar dari pergaulan  adat

kekerabatan — orang
o ang - Lampung, - karena  menurut orang  Lampung

erkawinan vang tidak dilaks:
p an yang tidak dilaksanakan menurut hukum Islam adalah tidak
Q§ ) aevarak ,

sah. Pada masyarakat Batak perbedaan agama tidak menjadi penghalang

terjadinya perkawinan karena dalam masyarakat Batak tidak ada

larangannya.

Dalam hal ini hukum Islam memang sangat ketat dan menegaskan

bahwa orang-orang tidak boleh dinikahkan atau mengikat tali perkawinan

dengan yang disebut wmuhrim” karena pertalian  darah, pertalian

perkawinan dan pertalian sepersusuan, dalam Al-qur’an surat Annisa ayat

tang golongan wanita yang haram dan halal

22-23 yang menerangkan ten

dinikahi karena nasab, sepersusuan dan mushaharah (pernikahan),
pertalian perkawinan tidak dibenarkan

selanjutnya mengatakan bahwa

karena :
alek *neE d'll’i a 'lh dun ibu

. Pertalian darah yaitu hubungan kakek, nenek, dari ay:

s, anak, cucts dan seterusnyd dalam garis

as, Al

seterusnya dalam garis ke al

d yah atau seibu saja,
bu dan seaydn

: seayah saja
ke bawah, saudara sc!
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saudara ibu atay saudarg
ay

ah dap, anak g

saudara perempuap Audara laki-lak atay anak

perempuan tersebut mengandung maka ia diperbolehkan kawin kembali
setelah melahirkan anak yang dikandungnya, apa ia tidak mengandung
maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari jika bercerai karena

suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci dari haid, ini

dikarenakan cerai hidup.

D.  Adat Pelamaran Dalam Hukum Perkawinan Adat.

Pelamaran merupakan hukum adat yang merupakan tata cara
' r
melakukan pelamaran sebelum berlangsungnya acara perkawinan secara

k
hukum adat, Dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan

rumah tangga
katan perkawinan guna membentuk suatu keluarga batau

hulu melakukan pelamaran dari pihak

bahagia, seseorang harus terlebih da

rut tata cara adat masing-masing
nu

laki-laki ke pihak perempuan M
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T  /
—r TR ETIAS LTI o R
o sSValaAal EUAU 0 agat. 3

a2 melamar 3: . -
lamar g; Wilayah masyarakat hukum

sdat di Indonesia tidak lah sama
acat i =
z 2t hal Yang berbeda adalah adat pelamar

ang terdapat di lingk
vang ercapa S\UNZAn masyarakag adat Minangkabau atau di Rejang

Bengkulu yang masih dijp ne i adar tee: .
Pengarvhi adat istiady Minangkabau pelamaran

dilakukan oleh pihak perempuan sedangkan di Rejang Bengkulu pelamaran

dilkukan oleh laki-laki. Car pelamaran g; daerah wilayah Indonesia

bizsanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak yang akan melamar dengan

mengirimkan utusan atau perantara untuk berkunjung kepada pihak yang
dilamar untuk melakukan penjajakan dan menentukan hari pernikahan
secara resmi dilakukan oleh pihak keluaraga atau kerabat orang tua pihak
laki-laki dengan membawa “tanda lamaran™ ata “tanda pengikat”
lajimnya seperti cincin.

Tanda pengikat di Jawa di sebut “paningset”, “sasrahan”, “panjer”.
“fukon”, tanda lamaran ini biasanya terdiri dari “sirih pinang” (tepak sirih),

sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahan makanan matang seperti

. e i
Jajanan pasar dan lain sebagainya, bahan pakaian dan perhiasan. Barang

tanda lamaran ini disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak

ek ata
fombongan yang datang serta hubungan kekerab

dengan juru bicara dari mempelai
e

Mempelai Jaki-laki, begitu puld -
penerimaannyd dengan ba

: akan
Perempuan yang dilamar akan menyat

butan dar lah pihak maka
a sambuté

i kedua be
dan peribahasa adat, setelah kat
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parang-barang tanda lamarap, ;
an itu ditey
uskan

A epad
yang dituakan dalam lingkungan cale A orang tua atau orang
N perem

€puan, kemudian dilanjukan

4. Perjanjian-perjanjian perkawinan, selain taklik-talak.
5. Kedudukan harta perkawinan (harta bawaan dan lain sebagainya)
6. Acara dan upacara adat perkawinan.

7. Waktu dan tempat upacara dan lain sebagainya.

Dalam hal tersebut di atas tidak semua dalam upacara perkawinan
dilakukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, tergantung

pada keadaan, kemampuan dan masyarakat adat yang bersangkutan.

Hukum Waris Adat.

Dalam hukum waris adat dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Batasan Hukum Waris Adat.
s adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum

Hukum wari
a harta peninggalan atau harta

iman
yang mengatur atau menetapkan bagaima

pada pard ahli waris dari generas

Warisan diteruskan atau dibagi-bag! ke
harta kekayaan yan

masing-masing.

g bersifat materiil

ke generasi berikutnya baik berupa
pera]ihann}’a

i dan
Maupun immaterial melalui cara
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Menurut SOCpOan ang dj
b 4 g "TlakSUd dengan hlll ris ( |
N Waris ada adalah

hukum adat waris yan
€ memuat
Peraturan

Menurut Te ‘
r Haar, memberikap, batasan bahwa hukum waris adat

adalah hukum waris adat yang meliputi peraturan-peraturan hukum yang

bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu

berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materil dan

immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.

Menurut  Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan pengertian waris dalam hukum adat adalah perihal soal
apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada

orang lain yang masih hidup.

Menurut Soepomo, proses peralihan harta waris sesungguhnya

sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan masih hidup serta

. masing-masing
prose situ selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya g

berdiri sendiri yang dalam bahasa Jawa

, en a (¢
] “‘”e”tas ” a ’ vv ‘I ‘ll

proses tersebut kepada generast yang
an

giliran juga untuk meneruSk

berikutnya (keturunan).
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Menurut Hilman Hadik
adikusuma mengatakan bahwa hukum waris

adat mengandung 3 (tip e
(Hga) uns yaitu (1) adanya harta peninggalan harta

warisannya, (2) adanya pewaris -
g y Y& pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, dan

(3) adanya ahli waris yang gk
1 ‘nerncls
yang akan meneruskan Pengurusannya atau yang

akan menerima bagiannya, p e
y ada I\Lnyutnunnyu masing-masing unsur

it dalam >
tersebut dalam proses penerusannya serta pengoperan kepada orang yang

berhak menerima harta kekayaan selaly menimbulkan persoalan seperti :

a) Unsur pertama menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana
hubungan seorang peninggal waris (pewaris) dengan kekayaan

dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris

warisan itu berada.

b) Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana
harus ada tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris.

¢) Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana

wujud kekayaan yang beralih tersebut  dipengaruhi oleh sifat

: : i i i ma-
lingkungan kekeluargaan dimana Sl pewaris dan ahli waris bersa

sama berada.

- Sifat Hukum Waris Adat.
bahwa sifat hukum waris adat

Sifat hukum waris adat terlihat
kiran tradisional [ndonesia. Oleh karena

bercorak komunal dari alam P! '
m waris barat dan

huku

' _— pedaan dengan
itu huk .« adat memilik1 per b bl
kum waris a i terlihat sebagai berikut :

ataan i
hukum waris dalam hukum Islam: keny
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a) Hukum Warig Adat,

1) Tidak mengeng] “Ugitieme ,
one ()’al,'c ”»

> akan tetapi hukypm waris adat
aan hak, h

menetapkan dagqy persam

| ak inj Mengandung hak untuk
diperlakukan Sama oleh o

ang tllﬂl’ly

a di dalam, Proses meneruskan

dan mengoperkap harta bepgy keluar

dari tiap waris.

3) Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli
waris.
b) Hukum Waris Barat seperti yang tercantum dalam KUHPerdata.
1). Mengenal hal tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta

peninggalan bagian warisan menurut Ketentuan Undang-Undang
Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdata.

2) Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing

ta ‘
SRS waris adat dengan hukum

kum
n antara hu -
Sedangkan perbedaa ihat dalam uraian berikut :

uga di |
Waris menurut hukum Islam dapatJug
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a) Hukum Waris Adq

~

1) Harta Peninggalan .
g dapat bersify tidak dapat dibagi-bagi atau

pelaksanaan pembaginnny

a dit X
Uda untuk Waktu yang cukup lama

ataupun hanya sebagian Yang terbagi-bao:
8i-bagi,

2) Memberi kepag: \ :
pada anak angkat, hak nafkah dari hartg peninggalan

orangtua angkatnys,
3) Dikenal sistem Penggantian waris,

4) Pembagianny b s Al
) glannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun

dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan

khusus tiap waris,

5) Anak perempuan khususnya di Jawa apabila tidak ada laki-laki
dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek
neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.

6) Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan
melainkan wajib dipertahankan sifat atau macam, asal dan

kedudukan hukum dari barang masing-masing yang terdapat dalam

harta peninggalan tersebut.

b) Hukum Islam.

1) Ti hli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan
iap ahli

vaKktu- (tu.
tersebut sewaktu-wak
rikan kepada anak angkat,

mbe
2) Tidak dikenal ketentuan yang me )
tua angkat.
hak nafkah dari harta peninggalan orang
ak nafk |
ian waris.
3) Tidak dikenal sistem pembagla
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l)a an ah i W k ( IIthE an h
| < 1 cn ¢ [
peninggalan lnenurul ket | | ‘I ,l
> Cnllliln lCI‘S‘
stUl.
5) Menjamin ke b ang |
< pad'l '] dK

dari har i
1arta penmggalan orang tmnya
<

engan ifat-si
d sifat-sifat kekeluargaan dari Masyarakat huk
ukum yang

bersangkutan - beserta Pengaruhnya pada harta  kekayaan yan
g

ditinggalkan dan berada dalam masyarakat ity. Disamping itu hukum
waris adat tidak hanya mendapat pengaruh dari perubahan-perubahan
sosial.

. Sistem Hukum Waris Adat.

Dalam hukum waris adat disebutkan ada 3 (tiga) macam sistem
waris yang berlaku di Indonesia yaitu :

a) Sistem kolektif.
Sistem kolektif adalah apabila para ahli waris mendapat harta
peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari

D "
pewaris yang tidak terbagi-bagi secara peroranga

kewarisan kolektif ini par
cara pribadi melainkan

a ahli waris tidak
Menurut sistem

harta peninggalan ¢

emiliki
BOISIE <R mengusahakan atau mengolah

kan,
diperbolehkan untuk menggund a

dan menikmati.
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Pada umu .
NNYA SiStem kew
tem kewarisan kolektif i berbentuk harta
¢

peninggalan leluhyy yang disebyq
1arta pusaka” yang berupa lahan

tanah atau barang.|y
arang-barang pusaka seperti tanah pusaka tinggi. di
ang saka tinggi, di

Minangkabau  yang dikuasai olefy =
mamak  kepala waris” dan

dipergunakan oleh pary kemenakan seegrq bersama-sama, pada saat
sekarang ini tanah pusaka dapat dijualbelikan atau ditransaksikan
asalkan ada persetujuan darj anggota kerabat bersama.

b) Sistem Mayorat.

Sistem mayorat adalah apabila harta pusaka yang tidak terbagi-
bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua artinya hak pakai, hak
mengolah dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua
dengan hak dan kewajibannya mengurus dan memelihara adik-
adiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup

mandiri, sistem kewarisan inilah yang disebut “kewarisan mayorat”,

demikian yang terjadi di Minagkabau dimana seluruh harta
peninggalan dikuasai oleh anak perempuan yang disebut sebagai

“tunggu tubing” (penunggu harta) yang didampingi oleh “paying

Jurai” sebagai mayorat perempuan.

¢) Sistem Individual.
adalah apabila harta

Yang dimaksud dengan sistem individual

n dapat dimiliki secard
aris berhak memakai,

perorangan sebagai

warisan dibagi-bagi d
- { W
“hak milik” yang berarti setiap ahli

: iualbelikan atau
i tau juga men
hasilnya @

mengolah dan menikmatl
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lllCllll‘llllSill\"\'ikll“ ter
‘ L' v
) seout “kewari
. (”‘IS{"’ l)(,"v ] y
arls wafat”, maka kewari
{ ’ aKa kc arisan

yang demikian disebut 4
< ewarisan indivi
widual ",

Sistem kewari
k ar it o3
Isan seperti ini banyak (j kalangan masyarakat

parental dan dalam masy ini
arakat ini pul
a berlaku hukum wari
ris barat
sebagaimana di atur dg
alam KUHP
erdata dan hukum i
waris Islam,

seperti di Jawa, Kalimantan, Balj.

Sistem kewarisan dalam hukum waris adat namun dalam
kenyataanya terlihat juga bahwa adakalanya satu keluarga dalam
menentukan sistem kewarisan menggunakan sistem campuran yang

mengambil ketentuan dari ketiga sistem kewarisan tersebut.

4. Harta Yang Diwariskan Dalam Hukum Waris Adat.

Harta yang dapat diwariskan menurut hukum waris adalah harta

yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda, harta yang

berwujud benda seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat

otan rumah tangga, alat dapur, senjata

perlengkapan pakaian adat, perab
gkan yang dimaksud denga harta tidak

pusaka dan lain sebagainya, sedan

an atau jabatan adat, gelar adat, hutang,

berwujud adalah berupa keduduk

ilmu-ilmu gaib, pesan keramat, dan Jain sebagainya.
Dalam Hukum Waris Adat.

5. Para Ahli Waris .
yang mempunyal

waris adalah orang

sud denga P® -
kan) atau akan dibagi-

Yang dimak |
warls
harta kekayaan yang akan diteruskannya (diwa

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

118

waris, sedangkan anak perempuan adalah bukan ahli waris, tetapi akan
mendapatkan warisan sebagai waris. Dalam sistem mayorat anak tertua
yang berhak sebagai ahli waris utama sedangkan saudaranya yang
sebagai ahli waris pengganti atau waris saja, dalam sistem waris
individual semua anak kandung sah adalah ahli waris yang berhak atas

bagian warisan tertentu, sedangkan anak kandung tidak sah atau anak

angkat hanya sebagai waris.

Ibu sebagai janda bukan ahli waris dari ayah yang telah meninggal
dunia, tetapi jika anak-anaknya masih kecil belum mampu menguasai
tas harta warisan tersebut adalah ibu,

harta warisan maka yang berkuasa a
a dewasa, tetapi jika anak-anaknya telah

sampai dengan anak-anakny
a warisan akan dibagika
i waris atau ia ikut pada anak

n maka si ibu boleh

telah dewasa dan hart

i baga
mendapatkan bagian seperti anak s g
g disenenginya-
erhak sebagai ahl
urunan adalah ahli waris

Yang tertua atau yan i waris dari anak

yang sah b

Anak kandung
gkat penerus k!

n
kandung yang tidak sah, anak
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bapak (orangtua) yang me
’ dangkan an

. ak angkat lainnya
hanya mungkin sebagaj waris saja g y

Anak tiri dan anak
asuh bukan]ap, ahli waris darj bapak tirinya atau

orang tua asuhn i in bi
g ya tetapi mungkin bjgg menjadi warig saja. Orang yang

tidak i ahli watj
yang tidak mempunyai ahli watjg geq,, Waris sama sekali dan tidak Jelas

para anggota kerabatnya jauh dan dekat, maka yang berhak mewarisi

harta warisannya adalah Masyarakat adat setempat atau pemerintah,
sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam, nabi Muhammad SAW
berkata “ana warisu man warisalahu” yang artinya saya mejadi warisi
orang yang tidak ada waris (H.R.Ahmad dan Abu Daud) .

Untuk menjelaskan apa itu pewaris dan waris dalam hukum adat
perlu kita mengetahui yang dimaksud dengan pewarisan. Pewarisan
adalah suatu proses penerusan harta peninggalan atau warisan dari

pewaris kepada ahli warisnya, dilihat dari sistem pewarisan dan harta

peninggalannya maka dapat dibedakan antara sistem penerusan kolektif

dan mayorat pada masyarakat yang kekerabatannya bersifat patrilinial
!

individual pada
dan katrilinial terhadap harta pusaka dan penerusan yang individual pa

uargaannya bersifat parenta
rta pencarian (harta bersama)

| terhadap harta yang

masyarakat yang kekel

tetapi merupakan ha

bukan harta pusaka, .

p 2 yaitu penerus terhadap harta yang tidak
a, singkatny |
hadap harta yang di

rbatasnya harta pusaka,

orang tuanya saj bagi-bagi.

ter
dapat dibagi-bagi dan penerusan

kem bangaﬂ"y
bah banyak

. dikarenakan €

| . i ang

‘< pertam
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ko/ektifdan mayorat
) berangsur-angsur Mengikuti jejak masyarakat yang

parental dengan sistem peyqrig yang individyaj
Vidual,

Sistem pembagi i
p glan warisan pada hakekatnya harus dilakukan dan

paman, saudara dari ayah atay ibu, dikarenakan keadaan harta warisan
dan keluarga para waris, dan waris tidak sama maka tidak ada pula
kesamaan jumlah banyak dan jenis warisan yang dibagikan.

Ada keluarga yang membagikan warisannya atas dasar kesamaan
hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan, ada yang didasarkan pada
jenis warisannya dan ada pula yang diberikan warisan atas dasar kasih

sayang, bila di Jawa disebut “welas asih”, “parimirma’.

Di wilayah Banten biasanya pembagian harta waris adat apabila

ada bangunan diwarisi oleh anak perempuan, sedangkan untuk anak laki-

ki anak bungsu
laki diberikan tanah, namun pada kemungkinan
mendapatkan bangunan rumah dan tanah pekarangan jika kakaknya
i kupan,
kebanyakan sudah pergi merantau dan hidupnya dalam kecukup
yang sah atau anak asuh yang ternyata

sedangkan anak luar kawin }
n tidak berhak mewarisi,

arta warisan walaupu

kasih sayang jika terjadi perselisihan dalam
sar kas ’

bersusah payah mengurus b

akan diberi bagian atas da diusahakan

. elalu
aris maka S
ara warls,
antara p

pembagian warise? ! gan kekeluargaan
penyelesaiannya denga
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untuk menjaga agar Perjalap
<

N arwah daps

dan tidak terganggy o
¢h Sengket
Q para w

aris yvane die:
SISTEM CIRI HUKUM ADAT $ yang ditinggalkan,

Ciri yang melekat (

dapat berubah dan
1. Tradisional

Hukum adat bercorak atay, berciri tradisional yang mengadung arti
bersifat turun temurun darj Jaman nenek moyang hingga ke anak cucu
sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan
oleh masyarakat adat tersebut. Contoh dalam hukum kekerabatan adat
Jawa yang menarik garis keturunan dari bapak ibu yang tetap
dipertahankan sampai dengan sekarang, demikian juga kekerabatan adat

Minangkabau yang menarik garis keturunan dari ibu dan masih tetap

dipertahankan hingga sekarang.

Berikutnya ciri kekerabatan adat lampung dalam hal kewarisan

berlaku system mayorat lelaki yaitu anak tertua laki-laki menguasai

i kewajiban
seluruh harta peninggalan orang tuanya dengan mempunyat Xewe)

: dapat berdiri
. : mpai dengan dewasa dan
-adiknya sampal
mengurus seluruh adik-a

atur seluruh kebutuhan adiknya baik itu
eng

sendiri artinya anak tertua mm |
n materiil, harta pening
sama yang kegunaannya untuk

galan tetap tidak terbagi-

kebutuhan formil maupu

ili a ber
bagi yang merupakan milik keluarg
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kepentingan anggot,
keluar
anak laki-laki L kerabgt bers g
1 tertua Sebagai n ama di bawah pengaturan
88antj ke

meninggal. dudukan ayahnya yang telah

2. Keagamaan

dan berjiwa (animisme), benda-benda bergerak (dinamisme), di sekitar
kehidupan manusia itu ada roh-roh yang menghuni dan menempati ada
yang mengawasi dan memperhatikan kehidupan manusia dan alam
sejagad ini ada karena ada yang membuat dan mengadakan yaitu “Sang

Maha Pencipta’™ (agama yang berada di Indonesia terdiri dari 5 agama

dan aliran kepercayaan yang terdiri dari : Hindu yaitu Sang Hyang

Widhi, Buddha yaitu Sang Buddha Goutama, Kristen yaitu Isa, Islam

yaitu Allah SWT).
Alam pemikiran yang demikian oleh Koentjaraning disebut sebagal

is yang mempunya unsur-unsur sebagal

alam pikir yang religis-mag

berikut :*

\

3
C.Dewi Wulansari,
2014). HIm 16-17

Ekum Adat lndanesia Su

Mitgpy,
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a. Kepercayaan Kepad
1K-ma
Muk |y
alus, roh, he :
S, » hantu, dan lain

sebagainya yang mepe

Mpati a]
am semesta i
Semesta inj dap khusus gejala-gejala

alam, tumbuh-tump, :
uhan, binatang typy, Manusia d
Si1a dan benda-benda.

b. Kepercayaan kepada benda-beng

a S 2 . .
akti yang meliputi seluruh alam

suara-suara yang luar bjasa

c. Anggapan bahwa kekuatan yang pasif inpj dipergunakan sebagai
“magische-kracht” dalam berbagai perbuatan ilmuy gaib untuk
mencapai kemauan dan keinginan manusia atay untuk menolak
bahaya gaib.

d. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan
keadaan kritis yang menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya
gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.

Sebagaian besar orang Indonesia masih berfikir dan merasa kalau
bertindak selalu didorong dan didukung oleh kepercayaan (religi) pada
tenaga gaib (magis) yang mengelilingi, mengisi, menghuni seluruh alam
semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, pohon, benda,

terlebih pada benda-benda yang berupa dalam berbentuk luar luar biasa
dan semua tenaga-tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam
Suatu keadaan keseimbangan. Setiap tenaga gaib itu merupakan bagian
dari pada kosmos dan rohani-participatie dan keseimbangan itulah yang
ganggu harus dipulihkan

*ehantiasa harus ada dan dijaga serta apabila ter
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ang :
pantangan sem Ity te
b e u
dl an lain b Jjud da]am bebel‘apa
tersebut dapat di 1ip Cbagaiy, e Upacara
at d nl.lrut
emut e biasan di g Kepercayaan Ciri
memutiskan: dan Netapkan 4 Masyarakat apap;j k
alg lla akan

kemerdekaannya”,
. Kebersamaan
Ciri kebersaan dalam hukum adat yang dimaksud di dalam hukum
adat lebih diutamakan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara
bersama, dimana kepentingan pribadi dikesampingkan terlebih dahulu

demi kepentingan berbangsa dan bernegara artinya kepentingan

berbangsa dan bernegara di atas segala-galanya. Satu untuk semua,

Sémua untuk satu, hubungan antara anggota masyarakat didasarkan pada

g menolong, dan gotong royong.

lasa kebersamaan, kekeluargaan, tolon
seperti di

i i esia
Kenyataan yang seperti ini masih banyak terlihat di Indon
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Kalimantan agq Fumal |,

anjnng, Min

au sayqg

' angkabay, .
apabila ada tetanggq o Bhabau adq tanah pusaka, Jawa

ﬂld I\CSU ‘L I) « < E

lasungk, I, _—
bebannya. EKawa dan sedikit meringani

Kebers [
amaan seper; ini terlihat dal

am Paga| ,
Undang Dasar 33 ayat | Undang-

berdasarkan atas “ggqs kekeluargaan”,
. Konkret dan Visual

Kongkrit dan visual dapat diartikan bahwa hukum adat ini jelas,
nyata, ada, berwujud, sedangkan visual diartikan bahwa hukum adat itu
dapat dilihat, terbuka dan tidak tersembunyi, sehingga sifat hubungan
hukum yag berlaku dalam hukum adat “ferang dan tunai”, tidak samar-

samar, terang dapat disaksikan, dilihat, diketahui dan didengar orang lain,

contoh wujud dari kongret dan visual ini seperti dalam jualbel,

pernikahan, dan lain sebagainya.

- Keterbukaan dan Sederhana
ukum adat, keterbukaan

Keterbukaan dan sederhana dalam cirl h

unsur yang datang dari luar asalkan tidak

diartikan dapat menerima unsur-

kum adat itu sendiri, sedangkan sederhana
u

bertentangan dengan jiwa hu
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pengetahuan yang merekq ketahuj dengan seadil-adilnya

. Dapat Berubah dap Menyesuaikan

proses perubahan, oleh karena ity dalam proses perkembangannya
terdapat materi atau isi hukum adat tersebut sudah tidak berlaky lagi,
sedangkan yang hidup masih berlaku dalam masyarakat dan materi serta
isinya akan semakin bertumbuh dan berkembang di tengah masyarakat
hukum adat itu sendiri. Dengan demikian maka bahwa hal tersebut dapat
terjadi karena dimungkinkan oleh adanya ciri hukum adat yang mudah
berubah dan dapat menyesuaikan dengan berubahnya keadaan, waktu dan
tempat dalam perkembangannya diketahui bahwa hukum adat ini

i i hukum adat dapat
Mengalami beberapa pengaruh seperti jaman,

i ingan untuk dihadapi,
Menghadapi cobaan dan tantangan yang tidak ring

dang dan peraturan dalam
un

contohnya seperti dalam undang-
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pembaharuan hyyp, di Indopec:
esi

A vang
; San y
dan menjalankan aturan Nrset sat Mengharuskan, mematuhi
B ul.

Dalam kepy, :
Yalaany, hukup, aday dapay
Menghad

" api cobaan yang
berat kareng dalam aturap hukum Yang by
ang bary g,

) I ) Pat menempatkan
kedudukan hukuym aday sebagaj Varisan, o pa
Pemnggalan.

moyang. Hukum aday : tradisi dari nenek
yang. adat juga Mendapatkap tantangan

dari hukum barat
yang berlaku dan hasil peninggq),: dari ko|
lo

L Nial penjajah vang sudah
lama pergi dari negara inj Indonesiy
7. Tidak Terkodifikasi

Sebagian besar hukum gy di Indonesia tidak terkodifikasi atay

tidak tertulis oleh Karena it hukum aday dengan mudah dapat berubah

dan  dapat  menyesuaikan dengan perkembangan  masyarakat yang
membutuhkan, akan tetapi ada masyarakat hukum adat yang mengetahui,
mengenal akan tetapi menutup dari pada ajaran hukum tersebut dan
memilih aturan hukum adanya dibandingkan dengan hukum tertulis atau
hukum nasional artinya masyarakat hukum adat tidak menginginkan
perubahan atas aturan hukumnya.
8. Musyawarah dan Mufakat.
_. engutamakan adanya musyawarah
Pada hakekatnya hukum adat mengutama
» E— ng
- erabatan, ketetanggaan ya
dan mufakat baik dalam keluarga, kek
mengakhiri pekerjaan. apalagi yang
dimulai dari suatu pekerjaan maupun »
salahan yang terjadi
esaikan suatu permasalahan yang

bersifat peradilan dalam menyel .
: va, diutamakan dengan - jalan
nny:

, . lai
antara  saty  dengan  yang
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penyelesaiannyg Mue
v NUsyawarg), dan

dan tidak terburu-ly,
U dalap,
bawa ke pengadilap

( ili mu Y

S) ay Ill‘{lh d l) y

S V an mufyk i cnye Cs l
l)HIS&lll,\'i] ai d(lhllllli f‘l]glln l n .l o .‘ .Iii |
1 ae ac

“")’zl Semy
Nangat dengan beritikat baik. adil
’

dan bijaksana darj orang yang dj
Pereaya (

penengah perkara atay — al d'anggﬂp dapat sebagai
Ngat dari mgial;
majelis per
Musyawaratan ad
at.

dapat memberikan suatu pengertian yang jelas dan nyata, demikian juga
dengan sistem hukum, Kkarena tiap-tiap hukum pada hakekatnya
merupakan suatu sistem yang berupa  peraturan-peraturannya suatu
kebulatan yang berdasarkan atas suatu alam pikiran yang membentuknya.
Begitu pula dengan sistem hukum adat, sebagai identitas hukum akan

tumbuh dan berkembang serta maka membentuk masyarakat adat, oleh

karena itu hukum adat merupakan suatu sistem adat yang terbentuk

berdasarkan kepada sifat, cara pandang hidup dan cara berfikir

masyarakat adat Indonesia.

Menurut Sudirman Kartohadiprodjo dalam bukunya “Hukum

atakan bahwa hukum adat itu bukan

Nasional Beberapa Catatan’ meng
rtulis, melainkan hukum adat

hukum adat karena terbentuknya tidak (€

ersusun dengan dasar pikiran yang tertentu,

adalah hukum adat karena t

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

129

I bar . .
adat merupakan aspe ML Oleh Karena itu hukum

chudayaan masyarakat
Saripati gy ke

an care {
« ll

[ndonesia yang Juga merupak,
aKan

hidup d hutuhan hidup ™, cara

pemikiran aliran | donesia yang berheda dengan
8 [ 'l . ;. .
arat yang Melahirkgy, sistem hukum ¢
: o ukum dengan dasar alam
pikiran di atas, gan das

I Hukum barat mengenal “zakelijk rechien” merupakan hak-hak atas

suatu barang yang bersifat berlaku terhadap setiap orang dan
“persoonlijk rechten” merupakan hak-hak orang seorang atas suatu
subjek yang hanya berlaku terhadap suatu orang lain yang tertentu.
Hukum adat tidak mengenal pembagian yang hakiki dalam dua
golongan sebagaimana tersebut di atas.

2. Hukum barat mengenal perbedaan antara “publiek recht” (hukum
umum) dan “privat recht” (hukum privat), sedangkan hukum adat
tidak mengenal perbedaan antara peraturan-peraturan yang hanya

mengenai lapangan hukum privat, maka batasan-batasan antara kedua

lapangan itu di dalam hukum adat adalah berlainan dari pada batasan-

' barat.
batasan antara lapangan publik dan lapangan privat pada hukum bara
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3. Pelanggarap hukun,

golongan pelanggar

hakim pidan

akibat dalam lapan

Di sini terlihat bahwa hukum adat memiliki sistem hukum yang sangat
sederhana dibandingkan dengan sistem hukum barat. Menurut Soepomo
menyebutkan bahwa bagi hukum adat, pembinaan bahasa hukum adalah
soal yang menyita perhatian khusus kepada ahli hukum di Indonesia.
Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan sistem hukum adat mendekati
sistem hukum Inggris (angglo saxon) yang disebut “cammon law” yang
sistematika  berbeda dengan “civil law” dari “eropa kontinental”,
contohnya hukum adat tidak mengenal hukum publik dan hukum privat,

tidsk membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan, dan tidak

membedakan perkara perdata maupun pidana.

Menurut M.M. Djojodigoeno mengatakan bahwa dalam negara anglo
um adat hanya

. dari sistem huk
Saxon, dimana sistem common law tak lain d
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bahannya berlainay Di
J - dalan,
Sisten |

Wk, :
N N adat bahannya jalah hukum

asli, se '
sl sedangkan dalam, Sisten

Comman law

hanya memut banyak
unsur-unsur  hukum romaw 4 S

i kuno

yang :
o & konop Katanya (clah mengalami
“reception in compley .

G. ASAS DALAM HUKuMm ADAT

[. Hukum Perorangap,

Dalam  hukum peror.

an :
gan  yang diangkat dalam tulisan ini

merupakan subyek hukum dalam hukyp, adat yang meliputi badan-badan

hukum dan manusia, badan-badan hukum antara 1aj, desa, suku
b ]

dan wakaf.

adat menunjukkan artj bahwa setiap manusia baik laki-laki atau

perempuan memiliki kedudukan yang sama sehingga subyek hukum
dalam hukum adat, karena setiap manusia dalam hukum adat adalah
pendukung atau pembawa hak dan kewajiban. Manusia sebagai subyek
hukum dalam hukum perorangan, tidak semuanya melakukan perbuatan
hukum yang sah, yang artinya tidak setiap manusia mampu melakukan
perbuatan hukum (handelings bekwaanheid), yang dianggap telah
mampu melakukan perbuatan hukum dalam hukum adat adalah setiap

orang yang sudah dianggap dewasa (volvanen) termasuk seorang wanita

yang ada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.

Sebenarnya dalam hukum adat tidak diketemukan syarat atau
en

i t disebutkan
kriteria yang pasti dalam menentukan seseorang 1tu dapa

€ ah ew a memlllkl syarat
t l d ka na dala setiap daerah pada umumny
asa, Ire m
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atau kreteria YaNg berpeg, '
v h

“I]yu Pa
da um
Jo— u ;
dianggap dewasy apabila g Mhya seseorang itu sudah
¢

ah me|

angsungpk
. " : an pernikah Al
lepas dari Wewenang g pernikahan dan telah

an tangpune:
lUng ; "
Sl dari or ang tua, sescorang telah

pindah dari rumgp, orang tug (

an mendiyi

rikan rum,
: ah tangpa sendiri
dibuatkan rumah tingg “kga sendii, talah

a '
al oleh Orangtua, Dalam h

| al ini terlihat bahwa
hukum adat tidak menentyk

an bah ,
Wa sescorang disebut dewasa hanya

dilihat dala ti usi j
m arti usia Saja. Akan tetapi dapat dilihat bahwa orang

dianggap telah dewagsy kalau sudap berani
1

pergi dari kampung
halamannya dan keluar dari lingkungan orang tuanya

Mengenai kriteria inj R.Soepomo juga mengatakan bahwa dalam
hal hukum adat bukan merupakan umur akan tetapi kenyataan-kenyataan

tertentu yang antara lain adalah :

a) Kuwat gawe (dapat atau mampu bekerja sendiri, kuat bekerja) artinya
cakap untuk melakukan segala pergaulan dam kehidupan
kemasyarakatan serta mampu mempertanggungjawabkan sediri

segala-galanya.

b) Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluannya sendiri.

2. Hukum Kekeluargaan.

Untuk membatasi pembahasan penulisan dalam hal hukum

k dengan
kekeluargaan adat ini mengenai hal keturunan, hubungan ana g
eluarga, memelihara anak piatu dan

orang tua, hubungan anak dengan k

mengangkat anak (adopsi)-
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a) Mengenai ha| keturungy

berhubungan dengan keturunan, bergandengan dengan silsilah

keturunannya, akibat dari hubungan in; tidak semua daerah sama,
walaupun tidak sama dalam kenyataannya masih terdapat satu
pandangan pokok yang sama terdapat masalah keturunan ini di
seluruh daerah, yaitu bahwa keturunan adalah merupakan unsur yang
mutlak bagi suatu klan, suku atau kerabat yang menginginkan dirinya
tidak punah yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Oleh
karen itu apabila suatu suku, klan, kerabat yang mengalami
kekawatiran klannya akan punah maka mereka pada umumnya akan

mengadopsi anak untuk menghindari kepunahan, berikutnya individu

atau anak adopsi tersebut akan memiliki hak dan kewajiban yang

keluarga,
berhubungan dengan kedudukannya yang sama dalam keluarga

iliki hak dan
isal menggunakan nama keluarga klan, memiliki
misalnya

e i ihara dan salin
k ban atas harta kekayaan, wajib saling memelihara da g
wajiban atas

membantu, dan lain sebagainya.
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NI mengenal  adanya
yang bersifat
angsung dari keturunan
ari garis dari buyut, embah,

an .
g dlmaksud dengan yang bersifat

kedUa Orang
ketunggalan leluhur (saty leluhur, ga¢
s Satu

menyimpang adalah apabilg

atau lebih terdapat adanya
| kandung), misalnya bapak
ibunya sama (saudara kandung) atay

sekakek nenek dan lain
sebagainya.

Selain keturunan ini yang bersifat lurus dan menyimpang ini
juga memiliki tingkat atay derajat hubungannya, yang lazimnya garis
keturunan tersebut digunakan atay sering dipergunakan bagi kerabat di
lingkungan raja. Disamping itu pula dalam hukum kekeluargaan adat
ini dipakai di berbagai daerah, seperti dengan menganut garis
keturunan kebapaan yang disebut garis keturunan patrilineal artinya

pengakuan garis keturunan yang mengutamakan hubungan darah dari

pihak bapak atau laki-laki seperti di Tapanuli, menganut garis keibuan

yang disebut matrilineal artinya adalah merupakan pengakuan garis

i [ rti di
keturunan yang mengutamakan garis darah ibu seperti

, A
Mi kabau, menganut garis keturunan dari bapak dan ibu disebu
inangkabau,

kuan garis keturunan yang

i a
parental atau bilateral artinya peng

k ibu seperti di Jawa,
tamakan dari kedua orangtuanya aau bapa
mengutama

Kalimantan.
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Oleh Kareng ;

dengan adan

k dalam kesimpulannya bahwa pada
enyataannya tid i di
ya tidak ada, seperti di Minangkabay dan Tapanuli ternyata

masyarakatnya i )
y Ya juga mengaky; keturunan yang menarik garis

keturunan kedua belah dari bapak ibu, bahwasannya di Minangkabau
keturunan bukan garis iby Nyata-nyata diakui juga, terbukti dari
adanya larangan untuk menikah atau bersuami istri antara dua orang
saudara sebapak berlainan ini, di daerah tapanuli ternyata mereka
mengakui juga keturunan dari luar marganya sendiri yang berarti ini

menunjukkan bahwa mereka pun mengakui keturunan dari pihak ibu

meskipun berlainan marga.
Terjadinya perbedaan hubungan antara keturunan patrilineal

dan matrilineal terjadi karena dalam susunan persekutuan yang

geneologis dapat dibedakan nilai hubungan kekeluargaan mereka

edua belah pihak keturunan mereka, pada

secara tradisi dari k

nnya menganut matrilineal yang merupakan

masyarakat yang susund
dari garis keturunan

ndang lebih penting

aris keturunan ibu dipa
y jauh lebih dekat dan

an
bapak, sehingga menimbulkan hubungan Yang
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berlaku.

2) Masalah waris, yaitu hubungan kekeluargaan merupaakan dasar
pembagian harta waris menurut agama, kepercayaan dan undang-
undang yang berlaku.

b) Mengenai hubungan anak dengan orangtua.

Hubungan keluarga antara anak dan orang tua sangatlah penting
karena dalam hukum adat anak kandung memiliki kedudukan yang
: ree

sangat penting dalam kelangsungan garis keturunan dari suatu
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Eenerasing, dan ‘"l‘"mlm
W

T lempay liman.
orangtuany, kelak akan dipi P dimang
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a dil\cmn li
Fapah
" a
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sel
orangtuany

A pelindung dari kedua
| N CCara fisik 2u)
lagi berdirg o

- ah tidak mampu
ndiry dan

("\,"Hn'

K‘"“P“"H k(‘hiclup
hepentingan kedy

W serta mewakili
I
a Orang luun)-n. Ole)

\ l.‘nrn;l W ketih anak masih
dalam knmhmg

an dap dilnhilknn

ey Menginjak

dewing aleh orang
tua, b

"yak UPacara-upacp, adat yang bersifar

ligius: magiy yang
dijalankan, g

Mua iy bertujy,
dari segala mae

agar an

tuanya dapat dijelaskan sebagai berikut :
I) Anak yang lahir diluar perkawinan.

Di  beberapa wilayah di Indonesia seperti  Ambon,
beranggapan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap saja
ibu yang melahirkan anak itu sebagai ibunya, jadi tida.k 'ada y::g
dipermasalahkan anak tetap diakui sebagai anak dari ibu yang

Izlll l p ‘) D dap{lt )’ané’
y

nc l .

] tidak diakui lagi
dari persekutuan keluarga besarnya
dibuang dari

i ini diln
ire 5¢C c tl lnl ﬂdﬂ
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memang terjyg; Yang demi;
\

an eryy hubungannya den
4 perkawiy,

‘ _ Jan a an
mengharuskgy, adany wn adat yang

'll 350t
an l)c.suta Upacara dan selamatan

yYang harus dilak .«
{ dilaks an, yang Bunanya

anak
l ( agar mencegah nasip si ibu
eserta anak me :
4K mendapgy SUatu tindakap adat yang memaksa «i laki
aksa si laki-
laki untuk me i
{ Chgawinkan per
Crempuan yan :
g telah melahirkan anak

tadi.  Tindak ini diambj

untuk Menyelamatkan  anak yang

dlluhn'kunnya, bahkan Jika laki-lak; yang dimaksud tersepyt tidak

Mau mengawini makq Sang ibu dapat dijatuhi hukuman karena
kesalah

biasany

artinya agar si anak dalam kandungan lahir dalam masa perkawinan
yang sah, sehingga anak ity nantinya menjadi anak sah, sepeti di
Bugis (nikah tambelan “pattongkog sirik”).

Walaupun sudah dilakukan secara pandangan adat, namun
tetap saja pandangan masyarakat terhadap anak tersebut sulit untuk
dihilangkan, karena beberapa daerah memberikan sebutan terhadap
anak tersebut sebagai “anak haram jadah” (Jawa), “astra” (Bali).

2) Anak yang lahir karena zinah.
Apabila seorang perempuan melahirkan dari hasil perbuatan
u terlarang yang terjadi dengan seorang laki-laki

hubungan gelap ata

m y i dilahirkan,
u inya sendiri menjadi bapak anak yang
hukum adat suam
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mempengaryhj g
garuhi lembaga adat “kawin paksa”, “kawi
i in darurat”,

“n. LEITS
ikah tambelqy, » Pallongkog sy

3) Anak yang lahir sete|ah perceraian,

Anak yang dilahirkan setelah  berceraj menurut adat

mempunyai bapak bekas suamj Pe€rempuan yang melahirkan anak
itu apabila kelahirannya terjadi masih dalam batas wakty

mengandung,

Mengenai hubungan yang terjadi antara anak dari selir
dengan bapaknya secara adat hubungan ini diakui sebagaimana
kedudukannya dengan anak sah dalam perkawinan resmi,
kenyataan ini terjadi pada masa-masa lalu di lingkungan kerajaan,

akan tetapi dalam adat diatur bahwa kedudukan anak selir tidak

sama dengan kedudukan anak sah dari istri seorang laki-laki yang

memiliki istri resmi, misalnya dalam hal warisan, anak daris istri
ibandingkan dengan

yang sah akan mendapat hak lebih bayak d

anak selir.
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darj |
mhungun orang

1 kel tua dengan
Cluarg,
Yadat inj 4y,
(D) Larang NEadalyy,

4 deng; g
ibunya, BAN bapak atay anak dengan

2) Sali
2) Sali “TKewaii
() ng hul\uvu_nlmn Meme)j|
|

ara dan member nafkah,

belum dewasa, tigak SeMata-maty g
* [

bebankan kepada ayah anak
tersebut s

aja, tetapi kewajiban itu juga

, batalnya perkawinan, perjanjian

perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan,
putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban
antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan lain.

Untuk memperlancar pelaksanakaan Undang-undang nomor 1 tahun
1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor
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pcrkn\\'in:ln. lnlucuru DCI'CCI"I'
al

an, pem bata|

iy i3 s an :
beristri lebih d perkawinan, waktu tunggu,

ari saty, kelentuan Pidana ¢

an penutyp.
Dalam Undang-ynqg p

ang nomoy ]
tahun 1974 .
Cher men
asas sebagai berikyt : ganut prinsip atau

1) Perkawinan bertujuan membentyk keluarga bahagia dan kekal
g1a dan kekal.

2) Perkawinan ad i
) adalah sah bilamanga dilakukan menuryt hukum agamanya

dan kepercayaannya,

3) Perkawinan harus dicatat menurut peratyran perundangan

4) Perkawinan berasas monogamy terbuka

5) Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan

perkawinan.

6) Batas umur perkawinan adalah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi

perempuan 16 tahun.
7) Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka persidangan.
8) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang.
1. PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG.

Dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa

dikatakan perkawinan ialah ikatan lahir bhatin antara seorang pria dengan

i i i istri juan membentuk keluarga
seorang wanita sebagai suami Istri dengan tuj g

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang

Maha Esa. Jadi menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun

i [ ita, dan
1974 bahwa perkawinan itu merupakan ikatan antara pria dan wanita,

UHPerdata mengatakan bahwa perkawinan sama

menurut Pasal 26 K
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dL’nL’ n perikatg Ve ] b h“’l
_"l l Ill\dltln {\(I'l)"](/[(y’"".) “rlil
Yy l “ 4 )
- " "“Vin ) Yy I\l” “ Lr(l“lll IllCln{l"(lﬂng a ¢
F; C '\t an l)lCl‘leuk
sua an hlllly( a
1 hllhllng
an kcpcrd:ll:l:m (l'll' % "I
, dalam l sa

81 KUHPerdatg dikatakap bal
ahwa tidak ada upacara keagamaan yang

hOth diSLlL‘IlL‘"(I “l\' S¢ )( | l
- 24ar 1n SChe
¢ IKUIKan Kepa

pejabat agama, .
pejabat agama, bahwa Perkawinan gihag

apan pegawai pencatatan sipil
telah berlangsung,
/
2. PERRAWINAN  MENURyT PERATURAN  PERUNDANG
UNDANGAN.

Dal P
alam Pasal ] U“dang-undang nomor 1 tahun 1974 dikatakan

bahwa perkawinan ialah ikatay lahir dan bathin antara seorang pria

dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuahanan Yang Maha Esa, jadi perkawinan ialah ikatan antara seorang
pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan
(verbindrenis), menurut Pasal 26 KUHPerdata mengatakan bahwa
undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-
hubungan perdata, Pasal 81 KUHPerdata mengatakan tidak ada upacara
keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak
membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di

hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung, Pasal 530 ayat 1

KUHPidana mengatakan seorang petugas agama yang melakukan

perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan

di hadapan
sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan di hadapa
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pejabat ity Sudah dilukuknn. (Iinncum I
de

NBan pidang dendu paling
empat ribu |ip, ratug rupialy

banyak

v i g sudah jelag dikatakan bahwa
perkawinan dapy dilan

BSungkq .
8 Jabat catatan sipil tersebut
yang menunjukk

beragam Islam, nNamuyp berlak,, Untuk agamg di

luar Islam,

Dalam hg| kCSimlm"gSiumn be

raturan perkawinan yang berlaku di
as bahwy menuryy Perundan

dalam KUHPerdatqy meman(d

: elanda, j i :
Jaman Belanda, je| Ban yang tegas dinyatakan
ang perkawinan itu h

anya dilihat dari segi
keperdataannya saja dan Mengabaikan segi kea

gamaan, hal ini jelas

bertentangan dengan falsafah Negara Pancasia yang menempatkan ajaran

Ketuhanan Yang Map, Esa di afas segalanya, dalam hal yang

menyangkut perkawinan Merupakan perbuatan sy (sakral) yang

mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian

. : . . ;
sehingga perkawinan bukan Saja mempunyai unsur lahir atau jasman

mem H

HPerdata
1 tahun 1974 dan KUHPerdata, bahwa menurut KU
nomor 1 ta
" 54 kan menurut
kawinan merupakan “ikatan perdata” saja sedang
bahwa perkaw

ii erdata

1 Undang-
t dalam Pasal

i tujuan perkawinan yang terdapa

dilihat dari tuj

i bertujuan untuk
hun 1974 bahwa perkawinan
] tahun
undang nomor
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membentuk keluargy (rum

tangpy .
berdasarkan Ketuhanap, - 82) yang bahagia dan kekal
ng

Ma
ha Egy pengertian perkawinan

- PERKAWINAN MENURUT App

, Syarat-

syarat - perkawinan, - pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan,

perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, putusnya
‘perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara
orang tua dan anak, perwalian, ketentuan lain yang berisikan pembuktian
asal usul anak, perkawinan campuran, pengadilan, tetapi juga
menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, keluarga
kekerabatan, dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat
dan keagamaan, begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah

dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan sesama manusia dan
i lamat di
manusia dengan Tuhan-nya agar dalam pergaulan kehidupan selamat di

dunia maupun di akhirat.
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Perikatan dalap,

artj i
Perikatan adat Merupak

mempunyai akib an perkawinan yang

at
hukum terhadap hukum aq

ad

. at yang ber
masyarakat, akibat hukum jp; Jong berlaku dalam

a SC.G (Y [§] 1|' i ) [

setalah terjadinya perkawin

an timbul hak-hak dan kewajiban

adat Selempat sepertj (g

am pelaksanaan
upacara adat serta dalam membina dap memelih

ara kerukunan, keutuhan

dan selalu menjaga kehidupan anak yang terikat dalam hasil perkawinan,
Sejauhmana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam
perikatan adat itu tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat
setempat dan adat asal pasangan suami istri tersebut.

Begitu pula tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang
akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan
yang berlaku dalam masyarakat bahwa Undang-undang nomor 1 tahun
1974 tidak mengaturnya hal ini tergantung kepada keinginan, selera dan
nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutam, asalkan saja tidak

bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan

Ketentuan Umum yang berlaku.

Perkawinan dalam arti perikatan adat walupun dilangsungkan antar
erkawi

dat berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada
adat yang berbeda,

perbedaan kenyakinan.
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m ]. el 4 [2 v H ’
luhan Y I'perintah dan anjuran

ang Maha pe
Esa, agar kchidupan berkely

arga dan berumah tangea
serta berkerabat berjal o

an dengp . ;
8an dengan pyik Sesuai dengan ajaran agama
mMasmg-masing. Jadi neel... s
& g. Jadi Perkawinan dilihat dari segi aj dalah
$ aran agama adala

merupak : .
pakan perikatan jasmani gqp rohani yang memp kibat huk
*Mbawa akibat hukum

terhadap ag

iman dan taqwa, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak
seharusnya dilakukan (dilarang), oleh karenaya pada dasarnya setiap
agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang sejenis dan berbeda
agama.

Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani merupakan
suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan di dunia maupun di akherat,

bukan lahiriah saja di dunia akan tetapi bathinia di akhirat, sehingga

kehidupan dalam berumah tangga akan menjadi rukun dan damai,
dikarenakan suami istri beserta anggota keluarganya sejalan dengan
tujuan yang sama. Jika tujuan hidup dalam bahterah berumah tangga

sudah berbeda tujuan maka tujuannya tidak akan tercapal.

M t hukum Islam bahwa perkawinan adalah akad (perikatan)

enurut hu

antara calon pengantin wanita dan pria, akad ini harus diucapkan berupa
calon p .

aksi dengan memenuhi syarat-syarat lain,

S

jjab kobul di hadapan 2 orang
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namun apa bila syq,

at tersely,
tidak ¢; :
Penu . "
dianggap tidak saf,. " maka perkawinan tersebut

apabila sudah di baptis oleh pendeta,

Menurut hukum Hindy perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara
seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan

seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan
menyelamatkan arwah orang tuanya dari Neraka Put yang dilangsungkan
dengan upacara ritual menurut agama Hindu, jika perkawinan tidak
dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan
itu tidak sah.

Menurut hukum agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1
Januari 1977 Pasal 1 dikatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir
bathin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri

berlandaskan cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna) dan rasa

sepenanggungan (mudia) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga

i i Budh
(rumah tanggal) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau
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Tuhan Yang Maha Esa, p,
R T

a dan p

perkawinan ad "

alah sah Apabily d ““(“1isulwa-Mahasmwa,
“Olla dilak
Sanakay,
me
Agama Budhg lndoncgi.l enurut huk perkawinan
aid,
Dengan 2
g mmgcnwkakan perkaw:
Kawinan

. "o meny agam:
l\epelCdyaannya sesy Irut agama  dan

a1 dengap Pa

asal | ,
I ayat | Undang-undang nomor |

tahun 1977 telap menemp

atkan ke
kcdudukan agama sebagai salah satu

kerikatan i
keagamaan dan sekaligus Menampung pula asas-asas

perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan

sebagai perikatan kekeluar gaan dan perikatan kekerabatan, dalam hal ini
dengan telah diterbitkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang
merupakan produk hukum nasional dj dapat mewakili dari semua aliran
umat beragama dan kepercayaan di Indonesia.

. PERKAWINAN CAMPURAN

Istilah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan

pandangan yang dinyatakan dalam (1) Peraturan tentang perkawinan

campuran atau Regelling Op de Gemengde Huwelijken (RGH) KB. 29

Mei 1896 nr. 23 S.1896 nr.156 dan yang dinyatakan dalam

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

M t RGH S.1986 nr.158 Pasal 1 dikatakan bahwa dinamakan
enuru .

ang-orang yang di Indonesia tunduk

; or
perkawinan campuran antara

berlainan artinya jika terjadi perkawinan
g

kepada hukum-hukum yan
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antara golop
£ gan hyk
um er
Opa (e
' Ngan
antara golongap Cropa de, golongap hukum pribumi atau
N

dengan  pribup; dan ¢ 8, atau antara timur asing

Yerat
berdasarkan Pasal ¢ uran RGH S.1986 nr.158 ini
sal 66 Undnng-und

ang
bahwa yang menjagj © 1Omor 1 tahun 1974 dikatakan
Je Vﬂl'gu nc .
gara jalak
sli X angsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa laip
LY

| ang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara,

Istilah perkawi
P han campuran yang sering dikatakan atay diucapkan

anggota /ar : .
ISR Masyarakat di Indonesia ialah perkawinan campuran karena

perbedaan adat atau suky bangsa Yang berbhenika atau karena perbedaan

agama antar kedua insan yang akan melakukan perkawinan.

Perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan campuran antara
warga negara yang berbeda, artinya perkawinan campuran ini terdiri dari

atas (1) Perkawinan antara kewarganegaraan, (2) Perkawinan antara adat,

(3) Perkawinan antara agama.

1) Perkawinan antara kewarganegaraan.
Perkawinan menurut Pasal 57 Undang-undang nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan antara dua

orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlaifian, karena
bedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan
perbedaan

Indonesia dan Pasal 58 mengatakan bahwa bagi orang yang berlainan
1a, da
elakukan perkawinan campuran dapat

kewarganegaraan yang m
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memperoleh k

CWargan
egar .

kehil Baraan dos Suami atay jgyi

cehilangan kewar AW Istrinya dan dapat puls
£ I\L\\ulgnncgilrm\n me kil

» Menuryy gy
a-

dalam undmm-undwng k i
. ¢ ‘CWargy
NCgaraan |
ndonesia
yang berlaku,

Di dalam Pasal 7 ayat | y
o 195 g ndang-undung kewarganegaraan
20 dikatakan b
ahwa Sescorang perempuan asing yang kawin
dengan warg ) |
g 22  negar i
St Negara  Indonegiq memperoleh ke
wargancgaraan
Indonesia, apabi
. i
pabila dan pada Waktu ia dalam satu tahun setelah
[e

perkawinannya berlangsung Menyatakan keterangan (kepada

Pengadilan negeri atay Perwakilan RI), kecuali jika ia apabila

memperoleh kewarganegaraan R1 masih mempunyai kewarganegaraan
lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan. Pasal 7
ayat 2 menyatakan kekecualian tersebut dalam ayat 1 perempuan asing
yang kawin dengan seorang warga negara Indonesia juga memperoleh
kewarganegaran Indonesia, satu tahun sesudah perkawinan
berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminya tidak menyatakan
keterangan untuk melepaskan kewarganegaraannya Indonesia. Pada

Pasal 8 ayat 2 dikatakan seseorang warga negara Indonesia apabila

dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya

berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia

dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia ia menjadi tanpa

kewarganegaraan. Lebih lanjut dikatakan bahwa  perkawinan

campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Pasal 5

ayat 2 Undang-undang nomor |1 tahun 1974 bahwa perkawinan
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campuran itu tidak at di
1k dapat dllungsungkan sebel
¢lum bukti bahwa
syarat-

syarat perkawi .
. | han yang (Illemukun oleh huk m
um yang berlaku bagi

pihak masing-masing telah dipenuhi, untuk b
s membuktikannya bahwa

syarat-syarat ters .
y 4 rsebut telah dipenuhi dan arena itu tidak ada rint
rintangan

untuk melangsungkan perkawinan Campuran, maka oleh
, maka oleh mereka yang

menurut hukum yang berlaky bagi pihak masing-masing berwenang
mencatat perkawinan, diberi surat keterangan bahwa syarat-syarat
telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk
memberikan keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan,
pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak

boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan

pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Surat keterangan

atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi

an dalam masa enam bulan

jika perkawinan itu tidak dilangsungk

sesudah keterangan itu diberikan.
Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang
60 ayat 4 Undang-undang nomor 1

sesuai dengan Pasal

berwenang
melangsungkan

bahwa barang siap3

tahun 1974 yang mengatakan
bih dahulu kepada

ihatkan le
perkawinan campuran tanpa memperli
ng perwenans surat keterangan atau keputusan
pegawai pencatat Y4 |
. 1sud di hukum dengan
an yang disebutkan dimaks
pengganti keterang
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hukuman kurungan g
e

g lama gagy bulan dap Pegawai pencatat h

al pencatat yang tahu

bahwa keterangan tidak ady g; hukum tiga pyjqp 10
ulan,

2) Perkawinan antara adat,

Perkawinan
Campuran menypyq pengertian hukum adat yang

sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat hukum

kekerabatan adat jalah perkawinan antara adat yaitu perkawinan yang
terjadi antara suami dan jstri yang adat istiadatnya berlainan, baik
dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun di
antara anggota masyarakat adat yang daerah asal atau suku bangsanya
berlainan. Penyelesaian perkawinan campuran antara adat lain
seringkali menimbulkan perselisihan yang sulit, yang berakibat
mengganggu kerukunan hidup antar kelompok atau kerabat besan,
walapun kedua suami istri yang terikat perkawinan mungkin dapat
rukun karena saling cinta mencintai, namun di antara para pihak orang

tua tidak terjalin hubungan yang akrab, adakalanya perkawinan itu
terjadi karena terpaksa, bukan karena dua sejoli sudah sulit untuk

dipisahkan, tetapi dikarenakan orang tua atau keluarga pihak wanita

terpaksa mengalah dikarenakan berbadan dua.
mbulnya perselisihan ialah anggota

Hal-hal yang menyebabkan i
mi istri setelah perkawinan, misalnya

lain tentang kedudukan sud
ma orang Lampung
perkawinan semenda karena

dan calon suami berada

perkawinan antara sesd

kan
perpaduan yang pantang melaku

i R o, Him 1313

' Ibid, Hilman Hadikusum
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menganut adat perkawi -
g perkawinan Jujur, sedangkan calon istri berada

peminggir menganut adat Sémenda. Pada kekeluargaan Lampung

moderm  diatasi :
o dengan Persetujuan  semanda raja-raja  atau

penyelesaian adat ditangguhkan dan perkawinan berlangsung menurut

hukum agama Islam, Dengan demikian hukum agama dapat mengatasi
perselisihan hukum adat bagj perkawinan campuran antara adat, jika
terjadi kalangan sesama penganut agama Islam, hal yang lebih sulit

pemecahannya adalah jika perkawinan ity campuran bukan saja antara

adat tetapi juga antara agama.

Perselisihan dalam perkawinan campuran antar adat yang
berlatar belakang perbedaan martabat adat, antar golongan
penyeimbang yang membanggakan keturunan dengan golongan
bedowow (budak, keturunan rendah), di Lampung atau golongan

kesatria dengan golongan sudra di kalangan orang Bali dan lain

sebagainya, pada belakangan ini sudah banyak tidak dipertahankan

lagi baik oleh generasi tua apalagi generasi muda, begitu pula

perkawinan adat yang dahulu kebanyakan dipengaruhi orang tua dan

melihat pada bibit, bebet, bobot

kerabat, yang
ianan, kualitas) dari calon suami istri, dengan
siapan,

(keturunan, ke
idikan generasi muda, nampak
; ulan dan pendidi
bertambah majunya peréd
ilai budaya.
sudah runtuh dikarenakan perubahan nilai y

i wasa ini lebih
. nerasi muda de i
aian &€
peml

dan sayang, dengan latar belakang
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kellmuan, kclcr‘"“P““n, dan kebend
ndaan

" b yang kudang-kadung
mengalahkan budi pekep:
g { i pekert dan keagamaan seseq di K
sescorang, di kota besar
atau daerah y; sudi i
atau daerah yang sydah Maju dengan pencampur duduk
¢ an penduduk yang

bermacam ragam dengan peral

alan teknologi modern di mana
masuknya pengaruh budaya bara berlebihan, Nampak kecenderungan

generasi muda yang kurang berbekal iman dan taqwa kepada Tuhan
mulai banyak yang Mengganggap perbedaan agama tidak merupakan

masalah yang berat dalam pembentukan rumah tangga."

3) Perkawinan antara agama.

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria
atau seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan
perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing,
walaupun agamanya satu kiblat, namun berbeda dalam
pelaksanaannya upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya,
adanya perbedaan agama dan kepercayaannya serta upacara agama
pertahankan oleh suami dan istri di dalam satu rumah tangga,

yang di

dakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan
adakalany

i tara pria dan wanita
. u perkawinan an
masa lampa
angga. DI

ut ajaran dalam Islam, sering Kkali

rumah t

yang satu mengan
atau ketidak seimbangan dalam kehidupan

dimana

ulkan perselisihan

menimb _
aupun juga tetangga. Dikarenakan perbedaan

t
keluarga atau kerabat 2
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At in
pendap Ini - kerukunan kekerabatan dan ketetanggan sering

terganggu.

Penyelesaian gangguan keseimbangan dalam  keluarga

dikarenakan adanya pelanggaran Yang sulit diatasi tetapi lain halnya

dengan perkawinan campuran antara agama yang berbeda,

dikarenakan suami istri masing-masing mempertahankan agama yang
mereka anut. Apa yang sering terjadi dalam kenyataan ialah
menyimpang dari maksud ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya, ayat 2 mengatakan
tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Ternyata dalam perakteknya banyak penyimpangan dan

penyelundupan hukum yang dilakukan, hal ini dapat dilihat dalam

kenyataannya banyak berlaku di dalam masyarakat dan sesungguhnya

perkawinan seperti itu tidak sah.

6. PERKAWINAN DI LUAR NEGARA.

Perkawi yang dilakukan di luar wilayah Indonesia antara dua
erkawinan

. seorang warga negara Indonesia
Indonesia atau

orang warga negara

2 asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

dengan warga nega

. kawinan itu dilangsungkan dan bagi
. ra dimana per
yang berlaku di nega

donesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang
warga negara Indo

_— jangka ] (satu) tahun setelah suami istrj itu
4, Dala

nomor 1 tahun 197
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bali ke wil )
kem llayah Indonesna, surat buktj perkawinan mereka harus
a haru

idaftarkan di ka
d ntor pencatatan Perkawinan dimana mereka tinggal

(sesuai dengan domisili/KTP) segya; dengan dengan Pasal 56 ayat 1 dan

2 Undang-undang nomor | tahun 1974, jadi yang dimaksud perkawinan
di luar negara adalah perkawinan dj 1yar wilayah Indonesia

KEARIFAN LOKAL.

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang
tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal
(local wisdom) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi
ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut, kearifan lokal ada di dalam
cerita rakyat, pribahasa, lagu dan permainan rakyat, kearifan lokal sebagai
salah satu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal melalui
kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan

pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat.

Jika dilihat dari Kamus Inggris Indonesia bahwa kearifan lokal berasal

dari 2 kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local), wisdom berarti

kebijaksanaan dan lokal berati setempat, dengan kata lain bahwa kearifan

lokal yaitu gagasan nilai, pandangan setempat yang bersifat bijaksana,
penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota

masyarakatnya.
angan hidup dan ilmu pengetahuan serta

Kearifan lokal adalah pand

an yang perwujud aktivitas oleh masyarakat lokal
P

berbagai strategi kehidu
ah dalam pemenuhan kebutuhan mereka,

: 1
dalam menjawab berbagd! masa
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secara etimologi kearif; T
sect g arifan loka| (local Wisdom) merupakan tah
akan pengetahuan

stempat (local dge

setempat ( k"""’/“fgt) dan kecerdesan setempat (local /)
§ al (local genious

Ciri-ciri kearifan lokal itu sendi yaitu ;
< .

I. Memiliki kemampuan untyk mengendalikan
; ,
y

9

. Merupakan benteng untuk bertahan dar; pengaruh budaya luar;

(S}

. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar;
b

4. Memiliki kemampuan memberikan arah perkembangan budaya; dan

wn

. Memiliki kemampuan mengintegrasi atau menyatakan budaya luar dan

budaya asli.

Bentuk dari kearifan lokal itu sendiri terdiri dari 2 aspek yaitu :
1. Kearifan lokal dapat dilihat dari bentuk yang berwujud nyata (tangible),

yaitu terdiri dari tekstual, bangunan atau arsitektur dan benda cagar

budaya atau tradisional (karya seni);
2. Kearifal lokal dapat dilihat dari bentuk yang tidak berwujud (intangible)

yaitu seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun temurun

yang bisa berupa nyayian dan kidung, yang mengadung nilai ajaran

tradisional. melalui petuah atau bentuk kearifal lokal yang tidak terwujud

lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral atau verbal dari generasi ke
5

generasi

F i dari kearifan lokal itu sendiri adalah kebenaran yang telah
ungsi

tradisi atau gjeg dalam suatu daerah, kearifan lokal memiliki kandungan
mentradisi atau

tinggi dan layak terus digali, dikembangkan serta
yang

nilai kehidupan
o sosial budaya dan modernisasi. Kearifal loka]

dilestarikan sebagai perubaha
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beberapa bentuk antara lain

I. Pola pekerti masyarakat yang berbudi pekerti baik;

2. Perasaan mendalam terhadap tanah kelahirannya;

3. Tabiat masyarakat pada kebanyakan daerah tertentu yang akan tetap
melekat dan dibawa saat berbaur dengan kelompok masyarakat lain;

4. Filofofi hidup masyarakat tertentu yang mendarah daging dan tetap
melekat meski telah lama hidup diperantauan; dan

5. Keinginan besar untuk tetap menjalankan adat atau teradisi yang telah

lama diikuti secara turun temurun baik itu dalam kelompok yang besar

maupun kecil.

Kearifan lokal timbul dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat
earifan

it diri. dimana beberapa hal akan berperan penting dalam
u  sendiri, 1

agama, kesenian, pendidikan,
iantaranya bahasa,
perkembangannya dian

knologi Kearifan lokal pun dapat dibedakan menjadi 2
perkembangan teknologl-

bagian besar yaitu :
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Kearifan lokal tradisi
| Kes al tradisional agq, kearifan lokal lama yaitu kearifan lokal
¢ aitu kearifan loka

yang telah menjalankan secar,

a turun temurun dalam wakty yang sangat
panjang; dan

o

Kearifan lokal temporer atay kearifan lokal bary yaitu kearifan lokal

yang muncul Karena adanya pengaruh  beberapa hal  seperti

perkembangan teknologi dan masuknya budaya luar pada daerah tertentu.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki
bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke
generasi. Budaya terbentuk darj banyak unsur yang rumit, termasuk sistem
agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya
seni. Bahasa sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan
dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya
diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan

orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-

perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Keturunan adalah Ketunggalan leluhur artinya ada hubungan darah

antara orang seorang dan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai

hubungan darah, jadi tunggal luhur adalah keturunan yang seorang dari yang

lsiiis Apakah keturunan mempunya akibat hukum dan kemasyarakatan ?,

pada umumnya kita melihat adanya hubungan hukum yang didasarkan pada

hub darah, juga pada ymumnya ada akibat hukum yang berakibat
ubungan darah,

d k bergandengan dengan ketunggulan luhur, akibat hukum
engan keturunan,

. di seluruh daerah. Keturunan merupakan unsur yang
ini tidak semua sama
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ketiga dan lain sebagainya,!?

Budaya perkawinan dap aturannya yang terkandung di dalamnya
berlaku pada suatu masyarakat atau pada suaty bangsa tidak terlepas dari
pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, akan tetapi

di pengaruhi pula oleh kultur, karakter, agama, dan tehnologi, yang semua

itu mengarah kepada kemajuan dan perkembangan aturan hukum itu

berlaku.

Jadi artinya walaupun suatu bangsa itu telah mempunyai dan memilik;
hukum perkawinan yang bersifal universal sebagai aturan pokok, namun
pada kenyataannya bahwa dikalangan masyarakat masih tetap berlaku

hukum adat.

e +Pokok Hukum Adat, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995),
'2 Bushar Muhammad, Poko

Him 3
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para petani.

Masyarakat Samin banyak tersebar d; wilayah Blora, Bojonegoro, Pati dan
Kudus, yang memeluk ajaran  “Saminisme” sejak 1890 termasuk wilayah
pegunungan Kendeng, menurut tradisi lisan orang Samin banyak yang berpindah
ke lain desa untuk mengembangkan ajaran “Saminisme” baik dengan sengaja
maupun dengan jalan perkawinan. Klopoduwur dan Randubelatung tempat
dimana ajaran Samin pertama kali disebarkan oleh Samin Surowijoyo (Samin
Sepuh, orang tua dari Samin Surosentiko), Samin Engkrek, dan Samin

Surosentiko (Raden Kohar) yang ketiganya memakai ajaran Samin, sehubungan

dengan hal tersebut maka tak mengherankan bahwa apabila di daerah tersebut

Mengingatkan orang akan tokoh Samin masih jelas, seger waras dan ajarannya
an

- i n baik.'
baik lisan maupun tertulis masih terpelihara denga
desa Ploso Khediren, Randhublatung,

- di
Samin Surosentiko yang lahir ¢l

B . tani, sesepuh, gurt kebathinan dan pemimpin pergerakan
Ora, dikenal sebagai petant,

: Semarang, Citra Almamater, 1996), Him
~— . pari Blora, (
adisl

i Tr
I 14 ! Suripan Sadi Hutomo,
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Jawan Belanda, Samin Surontin
melay urontiko merupakan limg bersaudarg semuanya laki

laki. ayahnya bernama Raden Surowijoyo (Samin <
HOYO (Samin Sepuh yang bekerja sebagai

pormocorah untuk kepentingan OraNg-orano dec o
8 12 desa yang miskin), Samin Surontiko

merupakan anak seorang pangeran atay bangsawan yang menyamar dikalangan
L3 [4 (¢

rakyat pedesaan, ia menghimpun kekuatan rakyat untuk melawan Belanda,
kemudian berganti nama menjadi Samin yang bernafaskan kerakyatan, setelah
menjadi guru kebathinan berubah Nama menjadi Samin Surontiko dan anak
didiknya menyebutnya dengan Kj Samin Surontiko atay Kj Samin Surosentiko.

Samin Surontiko mempunyai pertalian darah dengan Kiai Keti di
Rajegwesi, Bojonegoro, dan pertalian darah dengan Pangeran Kusumaningayu
(Kanjeng Pangeran Arya Kusumaningayu), adapun Pangeran Kusumaningayu itu
merupakan nama lain dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat yang memerintah
Kabupaten Sumoroto (kini menjadi daerah kecil di Tulungagung pada tahun 1802-
1826).

Pada tahun 1890 Samin Surontika mulai mengembangkan ajarannya di
Klopoduwur, Blora yang pada waktu itu orang sekitar desa Tapelan banyak
bergury kebatinan, sehingga Belanda belum tertarik pada ajaran Samin, sebab

djaran ity dianggap sebagai ajaran kebatinan atau agama baru yang dianggap tidak

Menggangu keamanan.
erkembangan baru yang dilaporkan oleh

Pada tahun 1905 mulai ada p

4an tidak may bayar pajak, serta menolak untyk
an

Wetorkan padi ke lumbung des2
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andangkan sapi dan kerbay Merek
mnengt a ke kandang .
Mum ber,

orang desa lainnya yang bukap orang Samin Sikap yang ¢

i “wong samin,

wong Sikep, wong adam’ (orang yang menganut agama adam), sikap seperti

itulah yang dipelopori oleh Samin Surontika, dia sendiri tidak mau bayar pajak.
Pada tanggal 8 November 1907, Samin Surontika diangkat oleh para

pengikutnya sebagai ratu adil dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam,
kemudian setelah 40 hari diangkat Samin Surontika ditangkap oleh Raden Pranolo
dan ditahan bekas tobong pembakaran baty gamping, sudah itu dibawa ke
Rembang dan bersama delapan pengikutnya dibuang ke luar Jawa, dan meninggal
di Sawahlunto, Padang pada tahun 1914. Bagi warga Samin yang buta huruf akan
Aksara Jawa, Samin Surontiko mengajari rakyatnya dengan cara lisan, atau
melalui sesorah (ceramah) di rumah dan di tanah lapang, yang diajarkan hanya
pokok atau intisarinya saja, oleh karena itu ajaran ini kelihatan kurang lengkap

dan membingungkan orang, seperti ajaran Panca wewaler sikep samin (lima

aturan hidup) yaitu :

1) Tresno pepadhane urip (menerima apa yang telah diberikan oleh Yang

Maha Kuasa),

2) 0 k wewalerane negoro (tidak melanggar aturan Negara),
ra nerak w

ne (i harusnya telah
tine (tidak melanggar yang se
3) Ora nerak sing dudu sakmes

ditetapkan),

4) O dro ing janji (tidak mengingkarijanji yang telah dibuat),
ra cidro ingj
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3) (Ora sepoto nvepa o
3 ¢ 4 vepatani (tidak sykq Mengganggu urys l
San orang lain).

panca sesanti sikep samin (limg pedoman se dulur sk
P samin) yaity :

1) Sedulur (persaudaraan),

2) Ora seneng memungsuhan (cinta damai)
9

3) Ora seneng rewang (bersifat adil),

4) Ojo ngrenah liyan (fitnah),

5) Eling sing kuwoso (berketuhanan)
A, Kultur Masyarakat Samin

Ajaran Samin atau sering disebut Saminisme yang disebarkan oleh
Samin Surosentiko (1859-1914) adalah sebuah konsep penolakan terhadap
budaya kolonial Belanda dan penolakan terhadap sistem kapitalisme yang
muncul pada masa penjajahan Belanda pada abad XIX di Indonesia, sebagai
pergerakan yang cukup besar Saminisme tumbuh sebagai pejuang melawan

kesewenang-wenangan pemerintah Belanda yang merampas tanah-tanah dan

digunakan untuk memperluas hutan jati. Ajaran Saminisme muncul sebagai

akibat atau reaksi dari pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang,

perlawanan Saminisme dilakukan tidak secara fisik tetapi berwujud

penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan
a menolak membayar pajak,

i ar
rakyat terhadap Belanda, misalnya dengan ¢

pnya yang menentang tersebut dan

sika
sehingga Saminisme terbawa oleh

bersumber dari agama Hindu-Dharma,
ya

Ajaran Samin awaln

.+ Gamin yang ditulis dalam bahasa Jawa Baru
n Kial

beberapa sempalan ajara
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yaitu dalam bengyy PUisi  tragiqi
I0na]

(gancaran). Ajaran Samin

» pada prinsipnya
ajaran Saminisme di beberapa daerah tersebut merupakan sebuah gerakan
meditasi dan mengerahkan kekuatan batiniah guna menguasai hawa nafsu.
Dalam hal kekerabatan masyarakat Samin memiliki persamaan
dengan kekerabatan Jawa pada umumnya, dalam hal penyebutan dan cara
penyebutannya sama, hanya saja mereka tidak terlalu mengenal hubungan

darah atau generasi lebih ke atas setelah kakek atau nenek, hubungan

ketetanggaan baik sesama masyarakat Samin maupun masyarakat di luar

Samin terjalin dengan baik, seperti sopan satun, saling menghargai dan lain

tagalnya. a a a da]l II]EIE E

masyarakat Samin memi |
keluarga mempunyai acara hajatan sekalipun tempat
Saat salah satu ke i
dangan mereka terhadap lingkungan sangat positif,
t jauh. Panda
e sebaik-baiknya, tanah menurut orang
an

en
mereka memanfaatkan alam deng

mberikan penghidupan kepada mereka,
g me

) i van
Samin ibarat ibu sendirt ¥
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4

al pengolahan |; .
hal pengolahan lahan Masyarakat Samip hanya berd
a berdasark

.t . - an musim saja
aaitu pada musim huj ;
yaitu | jan dan kcmnrau, Masyarakat Sam;i d

$ at-Samin menyadari isi dan

kekayaan alam akan habig tinggal lergantung kepad
ada manusianya,

Karakteristik Masyarakat Samin
I. Asal Mula Nama Samin,

Nama Samin merupakan ajaran yang pada waktu itu disebarkan

oleh Samin Sepuh (orang tua dari Samin Surosentiko atau Raden
Kohar), Samin Engkrek dan Samin Surosentiko, nama Samin berasal
dari nama seorang penduduk yang bernama Samin Surosentiko, yang
lahir pada tahun 1859 di Desa Ploso, Kediren sebelah utara
Randublatung, Blora, nama asli Surosentiko ada Raden Kohar

kemudian dirubah menjadi Samin Surosentiko, arti dari pada Samin

dipilih merupakan “bernafaskan kerakyatan”, Samin Surosentiko

merupakan anak kedua dari lima bersaudara dan semuanya laki-laki,

di desa dan tanah kelahirannya (Randublatung) Samin Surosentiko

disamakan dengan Bimasend (Werkudoro), putra kedua dari lima

b dara yang semuanyd laki-laki yakni Pandawa dalam mitologi
ersau

Sekitar tahun 1890 sewaktu Samin Surosentiko berumur 31
g. Sekitar

wayan |
ajarannya yang para pengikutnya orang-

tahun mulai menyebarkan

kon tapabrata (dengan cara bertapa atau

orang satu desa, dengan /@ : . N
rolen wahyu «Kitab Kalimosodo” dan sejak itu

T e

meditasi), ia memP

E Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

167 ‘

seperti :

“Aja dengki srei, dahwen, kemeren, tukar padu, bedhog colong,
begal kecu aja dilakoni, apa maneh kutil Jupuk, nemu wae emah”
(artinya jangan berbuat jahat, iri hati, bertengkar mulut, merampok,

mencuri dan menjambret, menemukan barang di jalan yang bukan

miliknya tidak mau)

Ajaran Samin Surosentiko dihayati oleh setiap orang Samin,
ajaran ini memberikan tuntunan dan membimbing manusia untuk
berbuat baik dan jujur tidak boleh panjang tangan, membenci kepada
sesama dan menyakiti hati orang lain, mereka percaya dengan

i epas dari “hukum karma”, siapa
i min akan terl
melakukan ajaran Sa

tkan hukuman sesuai dengan
akan mendapa
yang melanggar

perbuatannya. Seperti pedoman Int

i hukul
: dhuh pari, nandur rawe t

i thukul part nguht ' [ jagun
“Sapa nandur P“ﬂ,ﬂ;zwe, ﬁra bakal nandur pari thukul jagung

rawe ngundhuh ”gunduhd'm”:; T

) im ’ ;

padi tumblilth t‘ijgak akan menanam padi tumbuh
tik rawli,

iapa menanam :
(Siap ‘agung memetik rawit)

tumbuh rawit meme

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

168 l

Setiap orang Samip Mmeny

akinj
I benar adanya “hykym karma”

tersebut, karena iy untuk bepy
s

re dielinp.pl;
dlelmg-elmg, Irokale dilakoni”

dijalani), dalam mendidik dap mengasuh
selalu ditekankan untyk men e s
d | gutamakan perbuatan baik kepada sesama
an menghindarkan dirj dar; perbuatan-perbuatan yang merugikan diri
sendiri, juga orang lain, Masyarakat Samin yang menganut agama
Adam, dikenal sebagai orang yang jujur, sulit, bahkan tidak mau
dipengaruhi ajaran lain, kejujuran ini merupakan suatu wujud ajaran
Samin Surosentiko tentang nilai-nilai kehidupan yang mereka terima,

dalami, menghayati ajaran-ajaran itu sebagai landasan manusia untuk

melakukan kehidupan yang lebih baik, jujur.

“Pangucap saka lima bundhelane ana pitu pangucap saka sanga
bunhelane ana pitu, wong urib kudu ngerti uripe, sebab uripe
digawa salawase”
a bungkusan ada 7 ucapan dari 9 bungkusan ada

dari lim
(Pengucapan da sebab hidup dibawa selamanya)

7, orang hidup harus ngerti hidup,

Istilah Wong Sikep
Karena itu masyarakat Juar menyebutnya “Samin”, orang Samin
“IWong Samin”, sebab Samin dapat

suka bila dikatakan

sendiri tidak
g tidak terpuji seperti :

n dengan perbuatan yan

diartika
kelompok orang yan

g tidak mau membayar

1. Dianggap sebagai s¢

pajak.
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trokale dilakoni”

melak ¢
( sanakan sabar tawakal, sabarnya selalu diingat, tawakalnya

dijalani), dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya pun harus
selalu ditekankan untuk mengutamakan perbuatan baik kepada sesama
dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri
sendiri, juga orang lain. Masyarakat Samin yang menganut agama
Adam, dikenal sebagai orang yang jujur, sulit, bahkan tidak mau
dipengaruhi ajaran lain, kejujuran ini merupakan suatu wujud ajaran
Samin Surosentiko tentang nilai-nilai kehidupan yang mereka terima,

dalami, menghayati ajaran-ajaran itu sebagai landasan manusia untuk

melakukan kehidupan yang lebih baik, jujur.

ma bundhelane ana pitu pangucap saka sanga
“Pangucap saka lima b kudu ngerti uripe, sebab uripe

bunhelane ana pitu, wong urt g
digawa salawase

ungkusan ada 7 ucapan dari 9 bungkusan ada

(Pengucapan dari lima b gk o ebab hidup dibawa sclamanya)

7, orang hidup harus ng

Istilah Wong Sikep
“Samin”, orang Samin

akat luar menyebutnya

Karena itu masyar |
ng Samin”’, sebab Samin dapat

bila dikatakan “Wo

sendiri tidak suka ) 5
idak terpuji seperti :

perbuatan yang t

diartikan dengan t
pok orang yang

idak mau membayar

i sekelom
; bagai seke

1. Dianggap S€

pajak.
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2. Selalu  men
bantah gy menyangkal peraturan yang telah

ditetapkan.

3. Sering keluar Mmasuk penjara

4. Sering mencurj kayu jati,

. P i . !
erkawinannya tidak dilakukan menurut tatacara agama Islam.

6. Orang gila.

7. Dan lain sebagainya

Akan tetapi para pengikut Samin Surosentiko lebih senang disebut
sebagai “Wong Sikep”.
Dalam hal ini masyarakat Samin mempunyai istilah :

“Wong Sikep kukoh wali adam, wong sikep kukoh nabi Adam”
(orang sikep sangat kuat pertalian laki-laki dengan perempuan)

Istilah sikep mempunyai arti yang masing-masing berbeda cara

mengartikannya diantaranya berasal dari :

1. Dari terjadinya manusia, istilah Sikep selalu dikaitkan dengan kata

Sikep Rabi yang maksudnya perbuatan seks, ngepyakke wiji isine

} menebarkan benih manusia yang
manungsa sing sakbenere (

benarnya), maksudnya Sikep Rabi diartikan sebagai tindakan
seben ;

g bertanggungjawab, orang yang belum bertanggungjawab
yan

vahi u.
disebut Adam Timur, Adam Birahi, Adam Tungg
i ikep berarti
awa, darl ngelmu tuwa st
n atau ngelmu j@

2. Dari kebatina |
maksudnya untuk mencari

akep (intinyd yang dipakai),

isine sing di “
sebut adalah kebajikan.

isi ter
isi diperlukan wadah, 181
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3. Dari berdasar
: sarkan bah
Al ¢ratabasa, sikep adalah golek isene

an Sikep adalah
olo .
golongan yang menguasaj tanah, antarg pertengahan abad XIX dan

awal abad X , )
X orang Sikep sering mengadakan pergolakan untuk

menentang sistem pajak yang dirasakan sangat membebani kaum tani,
Sikep dapat diartikan pula sebagai orang yang mempunyai rasa
tanggungjawab atay orang yang bertanggungjawab, oleh karena itu lah
orang Samin lebih suka kalay disebut sebagai “Wong Sikep” yang
artinya orang yang bertanggungjawab, suatu sebutan untuk orang yang
berkonotasi baik, jujur, bagi masyarakat Samin yang tinggal di Desa
Klopoduwur lebih suka disebut sebagai dirinya “Wong Paniten”.

Ajaran atau paham Samin tidak membedakan agama, mereka
beranggapan semua agama itu baik, oleh karena itu orang Samin tidak

pernah mengingkari agama atau membenci agama, bagi mereka yang

penting manusia itu sama saja, sama hidup dan tidak berbeda satu

dengan yang lainnya, hanya yang membedakan pelajaran hidup yang

berbeda, perbuatan atau pekertinya manusia itu ada 2 (dua) yaitu

“verbuatan baik dan perbuatan puruk”, jadi orang bebas memilih satu
perbu

nanti ditentukan oleh hukum alam dan hukum
n

dari perbuatan itu da
g Samin yang pentin

dunyo” dalam hal ini manusia itu hidup
ar neng aunyo

g dalam hidup ini adalah

karma, bagi oran

113 . 'ab
tabiatnya dan S bukan “kata kata yang muluk

«Jghiriah”
yang terpenting bukan lahi
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berandai-andai letapj
s (¢ 1 ‘Isi

“ )"
Perbuatan nyata”, orang

Sﬂlnin n]cnyﬂki i
ni hcn'l *
Aar y‘lng h”]!l!)a kini m .l
asih n]Ckail d a i
I' kukan y’ knl

| (satu) keyakinan akap adan
any

a “huk
um alam”
1 atau “hukum karma”,

hukum ini tidak :
pernah dan tidak akan membyk
it membuktikan kebaikann
ya.

(perbuatan ity gaeicl:z:s’{)”k’ I‘(”a ketara”
uruk akan berakibat s
elaras)

Sete i :

- Slah Samin Surosentiko meninggal di daerah Sawah Lunto,

adang, Sumatra Barat pada tahun 1904, muncul tokoh-tokoh yang
melanjutkan ajaran-ajaran dan perjuangannya seperti Wongsorejo
Engkrek Surohidin dan Karsiyah (Pangeran Sendang Janur),
Wongsorejo merupakan pengikut Samin Surosentiko yang setia dan
pada tahun 1908 menghasut penduduk “Jiwan Madiun” (orang
Madiun) untuk tidak membayar pajak kepada pemerintah Belanda,

Engkrek Surohidin (menantu dari Samain Surosentiko) menyebarkan

ajarannya di Grobogan dan Purwodadi sekitarnya, Karsiyah (Pangeran

Sendang Janur) pengikut Samin Surosentiko yang menyebarkan ajaran

di daerah Kajen dan Pati sekitarnya. Serta ada pendapat yang

mengatakan bahwa Engkrek Surohidin merupakan guru dari Samin

uh (orang tua Samin Surose
n bukti-bukti yang

i dtiko).
Sorosentiko selain Samin Sep ndtiko)
g Samin diikuti denga

Sikap perbuatan oran
yang mereka terima,

g menurut ajaran

nyata dan konsekwen yan
rkembangan berikut ada

berdasarkan sikap dan perbuatan ini dalam pe

2 (dua) aliran Samin yaitu :
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|. Samin Lugy, adalap ang
‘Orang Sapm:
amln Yan
ar Sed

g Crsikap sabar dap
tidak pernah Suka Memby)
alag

ikit Pu
n, i
tidak Pernah dendam dan

den
o ‘erhaday Siapa

aja yang

* Oegala Sesuaty Mmereka
) kenyakinan

6«

karma seperti ajarap Merekg

- gan perbuatannya”.
Samin Lugu merupakan Samin “Murni” penun d d
engan dengan

“Tepa Selira” (saling berbuat bajk dalam kebaikan), Samin I
» Samin Luguy

juga disebut Jomblo-Ito yang berarti lahirnya bodoh dan tidak
mengerti, tetapi batin dan hatinya suci dan murni laksana emas,

2. Samin Sangkak adalah Samin Pemberani, apabila mendapat

serangan lawannya ia akan menangkis untuk melindungi diri,
mengahadapi Samin Sangkak lebih sulit dari pada menghadapi
Samin Lugu, Samin Sangkak tidak mempunyai fepa selira, mereka
mudah menaruh curiga kepada orang yang belum atau tidak mereka

kenal, suka membantah dengan banyak alasan yang kurang masuk

i indari
akal (nalar) maksudnya hanya untuk menangkis atau menghinda

adapi Samin Sangkak perlu mendapat

serangan lawan, untuk mengh

i mereka percaya jangan kepercayaan

kepercayaan mereka, sekal o
‘anii ditepatl

mereka dilanggar, apalagi memberikan jan! harus ditep

| . : nvata, baik orang

paling tidak disertai dengan bukti-bukti yang 1
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Samin Lyg,, dan

 permyebarats Kebiasaan qay gy,

asyarak
|, Penyebaran Masyaray, t Samiy

terjadi di wilayah Kabupaten Blora sampai keluar wilayahnya yaity -
1) Berkenaan penyebaran ajarannya Samin  Surosentiko yang
dilakukannya sendiri atau oleh muridnya seperti Wongsorejo di

Jiwan Madiun, Engkrek di Grobogak dan Purwodadi, dan Karsiyah

(Pangeran Sendang Janur di Kajen dan Pati).
2) Berkenaan dengan pergerakan ajaran Samin yang menentang

enolak
kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan cara m

i i ke pihak
membayar pajak dan menyerahkan sebagian hasil panen
udian dirasakan
desa, cara ini makin berkembang yang kem -
. tah kolonial Bela
mencemaskan dan membahayakan pemerinta

ditangkap mereka yang lolos
n

Oleh karena itu banyak orang Sam!

Menghindarkan diri dari penangk?
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i di
di PInggir

| an i(lli
SULO e ‘
nns.cnllkn dit

angk;
ekap bersamg

N o nin N i
Sumatra Barat pyq, BBAL dj g4 |
ahup 19 M Lunto. p
; 04, ) lu(l;mg,
A T 0O
.Ln)ub.uan scluniu(ny,\
o ( lc'.iu .
. Jadi
Sambong, lJiken, | acrah
S » Jepon 1 Kedunggyp,
> Blorg, 'l‘unjungun N o
[¢ ) '
- Selam

) a saty dae:
Samin menyebar samp asa wargg keluarga

A1 ke luar Wilayah

Kabupat
Kudus, Pati, Rembang, Bojonegoro . € Blora antar, lain
> INZa

WI. Pada tahun 1917 Asisten

Kabupaten Blora ada 283 keluarga yang meliputi Bojonegoro, Pati,
Rembang, Kudus, Ngawi, Grobogan. Penyebaran inj membawa
konsekuensi makin merasa bersatu yang diikat oleh ikatan
persaudaraan yang mereka sebut “seduluran” (persaudaraan).
Dikatakan ikatan “seduluran” orang Samin juga terikat oleh

persamaan adat istiadat atau tatacara aturan yang wajib mereka

laksanakan, misalnya tatacara perkawinan, kematian, tidak boleh

* idak boleh
berdagang yang dianggap akan berbuat goroh (menipy), tidak bole

bila sedang
meénerima sumbangan berupa uang sepeser pun, apa
menolong harus
Mempunyai hajatan (adang akeh) dan tolong
yebarkan

. i dyp. Untuk men
dilaksanakan sebagai kewajiban manust hidup
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aturan ini  dilakukap

amj .
kesempatan pada wak 5 Sllroscnuko dalam
Cnggarak
anaknya, dalam

. be .
adat istiadat yang berlaky di degy nar Mmeninggalkan

Kebiasaan Masyarakat Samip,

Ditandai dengan sika
P dan peyj)
aku gtq,
selalu mengikuti adat istiaqgg dan atyrg
N yan

masyarakat dimana mereka tinggal, hal ip; diawa|
lawali oleh sikap
masyarakat orang Samin yang my]lg; berani terhadap intah
pemerinta

kolonial Belanda tidak dilakukan dengan cara kekuatan fisik. tetapi
ISIK, tetapi

diwujudkan dengan cara tidak may menyetor padi, menent
; ntang

pamong desa dan terutama bande] atau menolak untyk membayar
pajak yang ditentukan pemerintah kolonial Belanda, dirasakan sangat
membebani mereka yang pada umumnya petani miskin, oleh sebab ity
pengaruh Saminisme di masa pemerintahan Belanda lebih dikenal
sebagai kelompok yang tidak mau membayar pajak, sejak saat itu pula
Segala sesuatu yang berkaitan urusan pemerintah kolonial Belanda
tidak mereka ikuti.

Terbawa sikap menentang pemerintah kolonial Belanda itu

4is istiadat sendiri,
kemudian orang Samin membuat tatanan sendiri, adat i

: -kebiasaan yang
*perti adat istiadat perkawinan dan kebiasal

. aciid tetapi mereka
menyangkut kematian, pernikahan dilakukan di mas]

karena penganut “agama

. a
Menolak membayar mas kawin, alasanny
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adam”, untuk  menghin gy,

e
salahpahamzm

pukan Samin, perkawinap kemudj San kelompok yang

an d“akuk

. an di cagar. .
hal kematian masyaraka gqp. di catatan gip; Dalam
Juga mg,

| . | Cpas dari ra
mani, tubuh) ia | ga
as ) ia mencarj tempat bary Yakni ikut anak

aK cucu, hal ini

sesuai dengan ajaran Samin Surosentiko

“Wong enom mati uripe ltip sing yri
sukma ketemu raga. Dadi my ,

ninggal sandhangan niky nooin’
! : ggih”,
(Orang muda meml?ggal hidupnya titip sama yang hidup, anak kecil
kalau §udah menangis ya seperti itu, roh ketemu jiwa. Jad,i seharusnya
orang itu tidak meninggal. Kalau meninggal tempat bersandarnya itu”

Kedah sabar lan trokal sing diarah turun temurun. Dadi ora mati
nanging kumpul sing urip. Apik wong selawase sepisan dadi wong
selawase dadi wong”.
(harus sabar dan tawakal dari ajaran turun temurun. Jadi orang harus
kumpul sama yang hidup. Orang baik selamanya sekali jadi orang
selamanya jadi orang)

Orang Samin yang meninggal tidak dimakamkan di pemakaman

i i kolonial
umum, ini terutama terjadi pada jaman pemermtahan 0

orang yang meningga

mereka dengan diberi

| dimakamkan
Belanda, ada kecenderungan
sekitar kediaman

dimana ia mau, biasanya di
a untuk jaman s¢

karang,
anda tertentu, namun hal ini telah berbed
asyarakat 31 1

ungkin karena hubungan deng orang meninggal-

ran
Samin ini memberikan perubﬂh@ln cara
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Religi Masyarakat Samip,
Penduduk Desa §

Umber,

beragama [slam, namun tjq,

menurut rukun Islam yang telah digen |
ntuk

an >ha |
, kareng Itu muncy] istilah

Santri  dar
fslam \ Islam Abangan, Golongan [y S
Slam- Santri yaity

penganut atau pemeluk agama Isjapy, yang taat d
an rajin melakukan

ibadah menurut tuntutan agama yang bersumber pada kitab syc;
Al-quran. Golongan Islam Abangan adalah mereka yang mengakui
sebagai pemeluk Islam tetapi tidak secara penuh melakukan ibadah
berdasarkan tuntunan. Golongan Islam Abangan ini biasanya masih
melakukan keyakinan sesuai dengan keyakinannya sesuai dengan
kepercayaan tradisional, contohnya menjalankan selametan dan
percaya kepada adanya lelembut, dayang dan sebagainya.

“Adgama Islam ya duwe, agama Katholik ya duwe, Budha ya duwe,
wong kabehne iku apik”
(Agama Islam ya punya, agama Khatolik ya punya, Budha ya punya,
sebab semua itu baik)

“Ing sajroning agama ana rasa, rasa sejatine rasa, rasa sejatine

, wujud banyu”
(di dalam agama itu ada rasa dan rasa ses
suci, air suci adalah rasa

ungguhnya berwujud air
sejati)

t kebatinan Samin yang disebut

Pengertian inilah yang disebu
' isti
Agama Adam yang pada intinya tentang manunggaling kawula &
. i lebih lanjut
" sangkan paraning dumadi. Tentans ajarannya It 1€

; : ikut :
Samip Surasentiko menjelaskan sebagal beriku
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“...dL’”_L’ ingkang sipat Wises
p"",-k,, wujud kita Manungey (i;,(’, liu,ewaliki Allah tapgpq
mgsun) kang nembah kaygly kaﬁ: al‘l:q Minangk, kanﬁ’(tllta) i
e egillan namung kalime v & Sinembaly Gyygyp - anipun

lingan inp o ljatosip
jumeneng gesang pribadi sampuﬁ k', Mg Sipat.tegesipuy i 'Ik un
(*...yang dinamakan sifyt yy; :cm[ml dados “"”"'lgga;' ang
. s . Lo S S"l , ceee
bertindak sebagai wakil Allah yaity ingsu;( (Penguasa luhur)yang

1 (¢
rumah besar, yang merupakan dinding (tirct(i;k;gifays) yang membuat
kita, merupakan kenyataan kehadiran ingsun yar:lg bqgrqs': 'atflw :IUlI)Uh
’ Sujud adalah

mahluk, sedangkan yang disujud ada] i

. . : ah Kh l .

berdinding oleh sifat. Maksudnya hidup mandi?‘ili(nil;: bsee::rnamya
berkumpul menjadi satu antara Mahluk dengan Khalik:})'/:ll telah

Orang Samin mengetahui akan tetapi tidak mengenal adanya
Tuhan, yang dianggap Tuhan adalah mak-yung (ayah-ibu) dan dirinya
sendiri (manunggaling kawula gusti), namun hal ini bukan berarti

orang Samin tidak percaya adanya Tuhan, mereka percaya kepada

“Yang Maha Kuasa”, hanya namanya Hyang Bathara atau Gusti,

sikap dan percaya kepada Gusti terucap dalam doa sembhayang yang

sesuai keyakinannya

dilakukan pada setiap pagi dan menjelang senja,

min mengenal adanya pantangan yang

dan kepercayaannya, orang Sa
¢ atau lakukan seperti tidak boleh makan

pat, tidak boleh men

{ nama dan

tidak boleh mereka langga N
yakitl

ketupat, tidak boleh duduk disembarang tem

.. harus diber
bin .10 apabila anak 1ahi"
atang terutama kucing, ap : 1ak cocok

dengan nama yang diberikan,
Maka orang tua harus segerd meng

Si anak_
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gimbol Identitas Dan Sistem Kekerapyg
atan,

) Simbol Identitas,

identitas ini dapat menimbulkap rasa kesat
atu

diperhatikan mengandung unsur-ypgyy kepribadian kelompok
0

atau masyarakat, artinya kelompok atay masyarakat ity

mempunyai ciri kebudayaan yang berbeda dari kelompok atau
masyarakat lain. Simbol identitas yang membedakan dengan
masyarakat lain dapat berupa bahasa, pakaian, cara hidup atau
adat istiadat, tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya.
masyarakat Samin yang tinggal dimana pun menggunakan

bahasa Jawa Lugu yaitu bahasa Jawa yang sederhana atau

iari kan
bersahaja, mereka tidak mau mempelajari atau mengguna

ikiran mereka

bahasa selain bahasa Jawa, karena menurut pem
itu tidak
" rena itu tida
“orang Jawa harus herbahasa Jawa ka
ing, karena dalam

hasa as
Sepantasnya orang Jawa berba

kiran ora iajah dan
i i suka menjaja
emikir rang Samin orang asimng 1tu ‘ tidak
mpas m i Samin
0 an
© ilik orang Jawa, karena itu or g
. | ) | Belanda, dan

Senang dengan kepada orang P°

. mereka
ini dapat dibuktikan dengan SiKZP

ajak.
dengan cara tidak mau membayar P !
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Masyarak ¥ o
yarakat Samin tigak Mengenal tingkatan bahasa Jawa

seperti bahasa Jawq Kromo Inggil bahasa Jawq Madya, dan

bahasa Jawa Ngoko, dalam ajaran yang diberikan oleh Samin

Surosentiko bahwa siapa pun Sama, mereka tidak membeda-
bedakan siapa pun, manusia hidup mempunyai kedudukan dan
tingkatan yang sama, dalam pergaulan hidup dengan siapa saja
mereka menyebutnya dengan “sedylur” (saudara), walaupun
terhadap priyayi sekalipun, pejabat, tani, orang kaya, orang
miskin, semua adalah sedulur (saudara), dari pandangan ini
orang Samin mempunyai rasa demokrasi dan kemanusiaan yang
kental, karena itulah dalam pergaulan sehari-hari terutama
dengan sesama sedulur orang Samin menggunakan bahasa Jawa

Ngoko, dahulu masa pemerintahan kolonial Belanda mereka
gunakan bila mereka berbicara dengan siapa saja dengan lurah,
perangkat desa, semua mereka ajak bicara dengan bahasa Jawa

Ngoko, orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua, yang

terpenting sikapnya menghormati (ngajeni) agar dihormati
(kajen).

Situasi dan keadaan sekarang ini tidaklah sama dengan

pada jaman dahulu ketika pemerintah kolonial Belanda

ini mnya
berkuasa, begitu juga orang Samin Juga berubah pada umumny

i tinggal
sudah menyesuaikan dengan masyarakat sekitar yang tingg

. i Samin yang
dalam satu komunitas, tetapi ajaran-ajaraf orang
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diberikan ole g
h Samin Surosentika yang diberikan masih tetap

dipertahank yemi i
) an (ugemi), Séperti orang harus berbudj luhur, jangan
membuat orang menjadi kecewa (kecewo)

jangan menyakiti
orang lain dan lain sebagainya,

Ajaran orang Samin Surosentiko yang sampai saat ini

masih di melekat dalam ingatan dan mereka lakukan secara

konsekwen dan terus menerus :

“aja drengki, tukar padu, dahwen kemeren. Aja kutil jumput,
bedhog nyolong”
(Jangan dengki, berantem, usil. Jangan ambil, dan nyolong)

Apabila berhubungan atau bertemu dengan orang lain
yang bukan kepercayaan sama dengan orang Samin, tidak
menggunakan bahasa Jawa Ngoko, tetapi mereka menggunakan
bahasa Jawa Kromo Andhap.

Bentuk pakai yang mereka kenakan pada umumnya adalah
yang dikenakan orang Jawa di pedesaan, yang bekerja sebagai
petani, pakaian orang Samin dapat digambarkan sebagai mana
bila laki-laki memakai baju lengan panjang tidak memakai krah

(gulon) berwarna hitam, celana kolor ukuran panjang sampai di

bawah lutut (dengkul) berwarna hitam, mengenakan ikat kepala

disebut Sikep untuk wanita berpakaian memakai kebaya
yang ’

1 panjang dan memakai kain sebatas di bawah lutut
engan

(dengkul) dan di atas mata kaki.
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‘k Il\'“‘ \ "

Seperti kpo
Jdigunakan Wadal Ja)

neng yang
N pasar .

Pasay Yang akap disajikan kepada tamy
atan disediakan untuk Keluapg,

v lempyy nasj (Wakul) yang
terbuat dar bamly yang dianyy,

N, sendok nasi (¢
terbuat dari Kayu, (e

hlong) yang
mpat gijp Minum (kcmlhi) yang terbuat dari

k Yang terbugy ¢
dipergunakan untyk Minum

tanah lat, cangkir dan lepe ari tanah [jag serta

s alat kclengkapan rumah tangga

lainnya seperti meja kuys; yang terby

at dari kayu, tempat tidur

kecil (ambhen) yang terbyay dari bambu untuk beristirahat

sepulang dari tani.
Kekerabatan dan Istilah Pertalian

. . . a
Dalam masyarakat Samin yang mengikat aktifitas bersam

> t t . . . . .
l l ) e

1 i i ktiﬁtas h y

ham itu
maan sepa
sepaham, perasaan persa

oleh perasaan

nan
ubungan keturu
dengan sebutan sedulur, untuk h

diucapkan den

r r dewek,
dewek, dulur

lur tenan, dulur tenan, sedulur

disebut sedulu )

baru dijumpai.
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B

_ W barg)
batih y ' h ya "
Satu

agi orang §
Samin 4
cluay
§

| Imah ap
o it et artinya dalam satu rumah
Satu ""I"’”'Ku hatih u
au anggota kerabat

yang lain, misa
Inya l\cmcnukun alau k
| ¢ponak: ' '
pihak suami atau istri. in: i o e
y Inilah Yang kemudian diseh
an disebut sebagai

rumah tangg )
angga atau somqah (dalam masyarak
arakat Samin b
( erperan

sebagai pengikat aktifitas hiqy i
P yang dilakukan oleh seseorang)
Dalam masyarak
at  Sami
amin keluarga batih baru yang
tinggal bersama dalam s
atu rumah dengan orang tua, belum
disebut somah atau rumah tangga, walaupun ia makan dari
dapur sendiri, masyarakat Samin baru mengakui syah keluarga
batih baru itu menjadi keluarga apabila telah memiliki pintu
masuk untuk menerima tamu sendiri, artinya ia dikatakan somah

apabila tinggal dalam satu rumah sendiri tidak bersama orang

tua, pengertian somah atau bateh atau keluarga menurut orang

nak yang belum

Samin anggotanya terdiri dari suami, istri, a

menikah.
Kelompok kekerabatan atau kelompok keturunan lain
enal masyarakat Samin adalah kelompok kekerabatan

rga batih, kelompok kek

wek atau isih

yang dik
erabatan

h luas dari pada kelua
isih kulit, bateh de
a karena ikatan

yang lebi

ini disebut bateh dewek atau
. i
kulit terjadi karena hubungan geneologis dan jug
‘erhitungkan

perkawinan, di sini hubungan kekerabatan diperhitung
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istri, anak-anak
SaUdara .
Suamj ¢

an ibu, syam; istri
- N mi dan istri anak
anggota kekerabatan lain  yang

diperhitungkan berdasarkap, keturunan, Sistem kekerabatan
masyarakat Samin bersifat Bilaterql yaitu menarik garis
keturunan dari bapak dap ibunya atay laki-laki dan perempuan
seperti kebanyakan masyarakat Jawa lainnya,

 Konsep P andangan Hidup Masyarakat Samin,
[, Hubungan Manusia Dengan Tuhan.

Masyarakat Samin generasi tua khususnya cenderung masih
memegang kuat ajaran Samin, sehingga terhadap ajaran keagamaan
mereka menyatakan tidak menganut agama tertentu, mereka
memandang agama dalam arti kepercayaan dan keyakinan semua
sama yaitu semua agama mempunyai tujuan yang baik, pandangan

yang demikian ini berpangkal pada pendirian, bahwa manusia adalah
sama saja, tidak ada perbedaannya, karena sama-sama mahluk hidup

yang mempunyai kepentingan yang sama pula, yang berbeda adalah
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- tidak dapat hi(lup ruky
O

l Al
\ (Iul;zuu N4y,

4 ' many:
pagi MANUSIA yang jjya
sC

W adalah jug

ada sebagaian gy
Padk ¢ esar day Singy

(
e o UMmum bithwy Masyarakat
§ ‘N IK . \ "
qamin - Mengikuti ajargy, Samiy Surmcmlk
: ' 0

L mempunyai
(epercayaan sendiri khususnyu n
\c . Al

Cheragj Wanyg, sed

angkan anak dan
meluk agama Ig)yy,

ccunya sudah me
cue

v Agamg Orang

Samin disehut
agama Adam Nitik, yang mcngnndung unsur

agama lajn, penganut
gaminisme percaya kepada Ty

o dan: mengakyj kebaikan agama,

karena agama mengajarkan orang berbuat kebajkan dan mengakui
serta menghindari semua kejahatan, Masyarakat Samin tidak suka
menyembah  braholo  (berhalq), dhanyang  ataupun menghormati
pundhen (makan leluhur), mereka tidak percaya adanya jin, setan,
hantu, dan sejenisnya, sehingga tidak mempunyai rasa takut akan hal-
hal yang menurut umumnya dianggap angker, wingit, dan sebagainya,
masyarakat Samin juga memandang agama dalam arti kepercayaan
dan keyakinan semua sama yaitu semua agama mempunyai tujuan
yang baik.

Hubungan Manusia Dengan Manusia.

. h satu

. merupakan sala
dengan manusia

Hubungan manusia

1 i .Iai-

nilai yang dikembangkan antara lain
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“aja n
. glaran;
Uangan menyal:it'e Ora pengin d.
! Kalau tiga), ing.”‘"ani”
In disakitj)

'landur b
ang menanam pngIpanen«

ut
(orang berhutang ang

harus

berupa pedoman hidup seperti “sqp,; "
I-sami” artinya sebagai sesama

manusia harus bersikap dan bertindak Sama-sama, selara ksud
, S, maksudnya

adalah sama-sama jujur, sama-sa ;
ma adll, sama .
-sama saling menjaga

sama-sama saling menolong, oleh karenanya masyarakat Samin
memakai kata “sedulur” (saudara) dalam artian untuk menamakan
diri sendiri kepada orang lain, mereka masyarakat Samin mempunyai
ajaran seperti :

“duwek mu ya duwek ku, duwek ku ya duwek mu, yen dibutuhaken
sedulur ya diikhlasake”
(milik mu ya milik ku, milik ku ya milik mu, apabila dibutuhkan
saudaranya maka akan diikhlaskan saja)

Nilai kerukunan yang dapat diwujudkan di tingkat keluarga dan

masyarakat Samin harus hidup akrab dan menyatu, orang Jawa

tampaknya memperoleh keamanan secara psikologis yang cukup besar

i i
dari perasaan akrab dan menyatu, hubungan masyarakat Samin

; i dapat
fengan masyarakat luar juga terjalin dengan baik, mereka dap
walaupun tidak

mengikuti adat dan tradisi masyaraka! disekitarnya

. neikuti semua
berperan secara aktlf, masyarakat Samin dapat meng
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kep;
L&lmln" \'"n}.'

terjadi di sekitar wilayah penduduk masyarakat samin

ik
ut hcrlmur n

E e [ ’ i
é bek ¢libatkap diri dan seluruh warga kampung, seperti
4 (& Cl'i(l l i
; . Yakti hai
‘ I .
- A)atan yang diadakan oleh masyarakat di luar
ASYargk,
at S .
Sam P . .
_ n, '\Lglulnn-kcgmlnn sosial kemasyarakatan,
tbiasy

akat Qo \ .
t Samin yang hingga sekarang menonjol adalah

Samin gotong royong merupakan
A8ar pergayjan hidup
P mereky dalam kalangan kekerabatan,
istiaday I
© Masyarakat Samin yang berhubungan dengan

mi : :
Isalnya Perkawinan, kematiandan sebagainya,

S€muanyg dilakukap dengan bergotong

rorong, dengan tujuan
sama rasq sama rarq”

NI merupakan salah satu ciri masyarakat

Samin yang telah melekat dari duly Sampai dengan sekarang sebagai

1dentitas. Apabila masyarakat Samin mempunyai bharang gawe yang

menurut orang Samin “adang akeh” (makan banyak), semua

kerabatnya akan datang dari segala pelosok dengan membawa bahan-
bahan mentah yang akan dimasak bersama dan dimakan bersama, kini
masyarakat Samin yang dulu menjadi cemooh (omongan, ejekan) di
luar penganut ajaran Samin, mulai melihat bukti ajaran Samin
Surosentiko untuk hidup jujur, sabar tawakal, tidak boleh iri dengki,

k dan terlihat dalam kewajiban-kewajiban sosial yang mereka
tampak dan |
' ik itu pajak tanah,
' rti dalam hal membayar pajak baik itu paj
jalani seperti

i inya.
kendaraan, listrik dan lain sebagainy
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Falsafah Perkawing,, Di Ly, K
EKungy,

| sifatKe keluargaan. ASyarakqg Samip

A suam;
aMi - dan gy tidak ada
m
Keluarga Masing-masing baik

aWinanp

ya ak o

keluaraga. Karena i perkawip an menjadi anggota
an

mengaki
Ngakibatkan Seorang suami dan

kekeluargaan '
g masyarakat Samip yang bersifat “Bilateral” inj pada

dasarnya baik suami ma istri

dibu g

pun 1stri memiliki kedudukan yang sama
sebagal contoh seorang suami yang ingin sesuatu (hasil pertanian)

terlebih dahulu harus ada persetujuan dari istri atau sebalinya.
Bentuk Perkawinan.
Tentang tatacara meminang adalah dilakukan oleh pihak

pemuda yang diwakili oleh orang tua, keluarga dan sesepuh kepada
pihak keluarga wanita, pada dasarnya tidak ada keharusan bagi pihak

pelamar (laki-laki) untuk membawa sesuatu sebagai hadiah dalam

a tidak ada pula tatacara tertentu yang harus

a berjalan singkat

peminangan, jug
tanpa

iringi i iasan
mengiringinya, ~peminangal biasany
jasan.
menggunakan bahasa-bahasa kiasa

gal Junia, peminangan akan

ua telah mening
gt arga terdekat yang

Jika oran
o anggota kel

dilakukan oleh wali yang lain Y
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dihitung menuruyt “Saris
> Parepyq)» pemi

: ] ’ My p , 0t

apabila pihak perempyay, tel hangan  dapat diterima

ah mey

1d
. apatkan Persetujuan anak d
kalanya apabila Pinangan (e \ nya, ada

ah diSet T
u
Jui Orang tuanya perempuan akan

tetapi anaknya  sendiri belum 1

ampu mep
geluarkan kehendaknya
dikarenakan masih kec; - b
( kecil), ha berart; laki-laki harys melalui m
asa

tunggu tetapi masih dalam Perjodohan

usia, kapan mereka lahir, hari apa, bulan apa, tahun apa, mereka tidak
pernah mengetahui apalagi mencatatnya, karena itu Jika ditanya umur
mereka kawin mereka tidak akan dapat menjawab secara pasti, akan
tetapi pada hakekatnya seorang pemuda pada hakekatnya dianggap
sudah mempunyai kehendak untuk kawin apabila telah dewasa,
kedewasaan ini diukur dengan pernyataan laki-laki pada orang tuanya

bahwa ia telah mencintai seorang gadis dan ingin mengawininya dan

hidup berumah tangga dengannya.

Anak yang baru lahir atau masih kanak-kanak biasa disebut

: i “Adam
“ddam Timur”, setelah dikhitankan atau disunatkan disebut “4

i “ 4 inya “Sajane
Birahi”, dan sebelum kawin disebut “Joko” yang artiny

jum datang), setelah mendapatkan

during tumeko”  (sebenarnyd .

' h siap kawin) dan
jodoh atau kekasih disebut “#% sikep rabi (suda |
ita dipandang sudah mampu kawin
n

. . 2 a
bagi wanita sama dengan pria, W
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Le

M (

hendal (tumbyp Kembangnya) artinya
YA atan keina:

tau keinginan

sendiri untuk  kawip

telah mempunyai ke

ya yang dinyatakan

denga
N pemuds
menyenanginya, serta Pemuda yang  disenangi  dan

J A apabila )iy secara fisik
. B are 1S1k i. NP .
matang untuk menikah, A telah cukup

Dikalangan mas
ar .
yarakat Samin terdapat ketentuan bal
anwa {lpil

pila akan melan i
gsungkan pernikahan diharuskan melakuk
ukan

emuan terlebi
" e o ey dengan orang tua perempuan untuk
mendapatkan 1jin dari orang tuanya, karena nantinya orang tua yang
akan melakukan pelamaran kepada orang tua si perempuan, orang tua
akan menjadi wali dalam melangsungkan perkawinan antara pihak
laki-laki dengan pihak perempuan, dengan demikian maka tidak
dikenal dengan yang dinamakan “kawin paksa”, dimana orang tua
memaksa kehendaknya agar si anak kawin dengan orang yang
ditunjuk atau keinginan orang tuanya, prinsipnya perkawinan yang

dilaksanakan oleh masyarakat Samin adalah “podo demene " (suka

sama suka), dan atas kehendak sendiri secara sukarela untuk

membentuk rumah tangga sendiri tanpa adanya paksaan baik dari

orang tua, oleh karena itu ijin dari orang tua bukan merupakan

jaminan bahwa si pemuda dapat mengawinkan anak perempuannya,

setujuan dari anak perempuannya,

semua itu harus mendapat Per

. hidup” j hidu
karena mereka yang akan “melakont hidup (menjalankan idup)
kebiasaan apabila perempuan

dalam perkawinan. Sebalikny2 menurut
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telah mengatakan Persefy;
r5clll|u{
\ ""]yu
me

Naka .
mungkin memberikap mengii " OTANg tua akan sesegera
Minkap
\ untuk
U‘ilkllk'm p

. v < crk'lWInan d'
orang tua akan mengq a1, perke an
an keperly

an sepala secs
untuk melangsungkan 4¢ an segala sesuatuy

ara pcrnikahannya

Perkawi
Perkawinan dalan, Masyarakat g
at S

amin mcrupakan wui .
kata sepakat dari kedug belah pihak, ¢ Hud dar
Sy

senangnya), akan tetapi pernyataan dengan Kkata-kata saja bagi

masyarakat Samin belum memenuhj Syarat bagi suatu perkawinan,
terkecuali “apabila diwujudkan dalam bentuk melakukan hubungan
seksual atau hubungan badan terlebih dahulu”. Ciri khas ini
merupakan khas tersendiri dari dalam lembaga perkawinan
masyarakat Samin, berhubungan kelamin antara calon suami istri
(ngerukuni) sebelum melakukan perkawinan secara sah bagi

masyarakat Samin merupakan kewajiban kedua calon mempelai

tersebut sebelum masuk jenjang perkawinan. Kewajiban ini

iki aki ini akan suatu
Merupakan ruapanya memiliki akibat ganda, ini merup

i i secara
Pernyataan sukarela ke dua belah pihak dimand keduanya

t dengan
Sungguh-sungguh  telah memilih calon yang tepa
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pertimbangan yang Masak Sehing
84 tidak 4

hari, sebab dengap adanyy 4 92 penyesalan dikemudian
engan

perkawinan akan seger, dil

mertua (orang tua calon istrj),

Kebiasaan orang Samin setelah melakukan acara peminangan
maka pada keesokkan harinya atau pagi harinya segera dilangsungkan
acara pernikahan setelah malam harinya calon pengantin laki-laki dan
perempuan melakukan hubungan seksual terlebih dahulu, setelah
melakukan hubungan seksual maka para calon pengantin melaporkan
kepada masing-masing orang tuanya bahwa mereka telah melakukan

hubungan seksual dan orang tua akan sesegera mungkin untuk

meresmikan hubungan perkawinan calon pengantin, dan tidak ada satu

kasus pun bahwa perkawinan mereka terjadi karena si gadis telah

“ . . d.
meteng” (hamil) terlebih dahulu. (menurut mbah Pramugi di

Blimbing)
i sekali
Istilah pertunangan dalam masyarakat Samin sama
' ini merupakan

. p u’,
lidak mengenalnya yang ada masa adam 1ungg
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lembaga dan bukap
Merupakan
an )

amj X
Mnan gyaqy ketika ketika akan

an me|

melakukan perkawinap dan gk
a

akukan .
: erkawinan anahila o
gadis yang akan melakukay - Perkawinan apabila si

r

aWinan
elum cyk
Up umur atau
elum dewasa ¢
b asa untuk melakukgp, perkaw;i
nan, istilah «
ndurung

kembange” (belum tumbyh kemba ey
n

serumah dengan calon mertua,

Pada waktunya bila calon pengantin perempuan telah dewasa
dan menyatakan “padha dhemene ” (pada senengnya atau sama-sama
senengnya) dengan calon pengantin laki-laki yang telah menunggunya
maka perkawianan segera dilaksanakan dengan syarat calon mempelai
wanita telah berhubungan seksual dengan calon mempelai laki-laki
pada waktu sebelumnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa
masa Adam Tunggu ini dengan sendirinya akan nietieg (batal) apabila
setelah dewasa dan calon mempelai perempuan menyatakan tidak
menyenangi atau menyukai pada calon mempelai laki-laki,
berdasarkan prinsip sukarela antara kedua belah pihak maka orang tua

tidak dapat memaksakan kehendaknya. Namun pada kenyataannya

itu tidak
kasus pembatalan sehubungan dengan masa menunggu itu ti

Pernah terjadi, dan selalu berakhir dengan pef kawinan.
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Masa tunggy bagi

biasanya tidak dalam ; . ‘ “tunggu adam”

ing).
Dahulu i i
perkawinan yang dilaksanakan ofep, masyarakat Sami
n

adalah perkawinan tanpa harus ad, naib atau penghulu, namun
kebiasaan yang dilakukan belakangan ini mulaj ada campur tangan
pamong desa dan pernikahannya dihadapan pejabat Lurah, dihadiri
oleh kedua orang tua calon pengantindan sanak saudara yang sengaja
untuk hadir, dan yang menjadi wali pihak perempuan dalam
pernikahannya adalah orang tua dari perempuan, apa bila orang tua
laki-laki perempuan telah meninggal maka diwakili oleh kerabat dekat
yang lain dari garis keturunan orang tua laki-laki atau perempuan akan

tetapi harus orang laki-laki dan orang perempuan tidak diperbolehkan

menjadi wali dari calon mempelai wanita.

Persoalan saksi di dalam masyarakat Samin bukan merupakan

iadi saksi buk
persoalan yang pokok, siapapun boleh menjadi saks! asalkan bukan

jadi i adalah seluruh
anak-anak dibawah umur, karena yans menjadi saks! adala

iri acara pemikahan calon pengantin,
i

masyarakat Samin yang menghad
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dalam cara pernikahgy, tersebyg g3 I
) I hadan,

ljab Kobul (istilahnyy sahaq

mencintai dengan tidur bCrSama y

suami istri (Jaki rabi), janii

teguh prinsip “sjj;

menganut
prinsip monogami, orang Samin menyebutnyg dengan istilap “siji
kanggo saklawase” (saty untuk selamanya), dap Sepanjang penelitian

Prinsip monogami inj dipegang teguh oleh pengikut ajaran
Samin, dan di kalangan orang Samin ada ada lembaga adopsi
(pengangkatan anak), hal ini untuk menghindari bahwa apabila orang
Samin tidak mempunyai anak, karena keturunan, mandul dan lain
sebagainya, maka orang tersebut akan mengangkat anak dari lembaga
tersebut, dan biasanya anak yang diangkat tersebut dari anak saudara
keponakan, kerabat dekat atau anak orang lain (sedulur lio) dan harus

' a dari
mendapat persetujuan dari orang tua kandung dan kesediaanny

i bah Pramugi
anak tersebut, seperti yang dialami oleh orang tua m

(sebagai tokoh Samin di Blimbing).

nak tersebut
D gangkatan anak tersebut, maka a
engan pen

dlE . ]
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kandung, akan tetapi hubungay, St
s de
Ngan
or

(etap tetjalin karena adanyq Ajaran «g
' Sedulype»
: . an”
(idak ada ajaran Samin ungyk memuygyg,

1S

] gan ke
tentang pemutusan hubungay, Pengang luargy apalagi
angkaty
N anak
€
uanya. "8an orang

karena setiap orang akan membawg refekin
ya Sendiri .

-Sendiri (g

n

setiap orang akan membawa Warisannya m asing
"Masing bajk i
1tu anak
kandung ataupun anak angkat, jadi Menurut orang Samin 4
min dalam hig
up

itu harus dijauhkan dari rasa iri, dengki, sirik, suka ngomongin orang
dan lain sebagainya. Artinya warisan ity adalah milik orang tua
terserah orang tua maunya seperti apa (besar dan kecilnya), bagaimana
caranya semuanya diserahkan kepada orang tua, karena ity milikinya
(orang tua).

Pada umumnya masyarakat Samin tidak pernah mempersoalkan
tentang tempat tinggal setelah menikah, akan tetapi ada kebiasaan

apabila setelah melakukan perkawinan suami akan mengikuti pihak

istri dan bertempat tinggal tidak jauh dari lingkungan keluarga istri.

Dalam kehidupan masa perkawinan masyarakat Samin tidak

: ‘I itu mili i atau istri,
mengenal pemisahan harta perkawinan baik itu milik suami

ebut dari
harta kekayaan merupakan harta bersama, apakah harta ers

i rta
« i rta suami atau ha
hasil atay sebelum perkawinan, pada prinsipnya ha

Istri merupakan harta bersama.
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Perkawinan dalam masyarakat Samin selama penulis melakukan
penelitia“ tidak pernah melihat atau mendengar adanya perceraian
hidup dalam perkawinan, yang ada perkawinan masyarakat Samin
bercerai salah satu suami atau istri karena meninggal dunia, putusnya
perkawinan karena cerai hidup sangatlah tidak lazim dan tabu buat

masyarakat Samin.
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ERAN KE ; -
"HUKUM Pinva LOKAL Y
MASYARAKAT s,{,(,:'iz’\ll)f\ l\(::\;::':lzw
AN MAgv &
ASY

AKAT BADUY

)i d(llﬂm l]]CI‘ X i
m(In ¢
i\

A upac
Pacara perkawinan adat di

|nd0"‘-'5i“- maka penulis mem
an  tepy
an kc

apark

perkawinan masyarakat Baduy kqpe, arifan lokal dalam

a menyg),
gkut tatq nilai .
. sadat yang memiliki Hai kehidupan d
istiadat yang hal yang sakra| (suci) yng K pan dan adat
UK mengemba
ngkan keturunan

dan hal ini tersurat dan tersirat dj dalam
Perkawinan

Perkawinan adat masyarakat Baduy Dg)
- alam yang secara georafis terletak di
propinsi Banten. Karena perkawinan adalah perist
Peristiwa atau kejadian yang sangat
penting dan sakral untuk semua umat manusia, karena menyangkut nilai
) ut nilai
kehidupan dan adat istiadat yang dimilik; khususnya Propinsi Banten dan
umumnya Bangsa Indonesia, Sakral dimaksud merupakan perkawinan bagi
manusia untuk mengembangkan keturunannya yang baik dan berguna bagi
masyarakat luas dan hal ini tersurat dan tersirat di dalam perkawinan.

Lain Indonesia, lain Baduy Dalam, mungkin inilah salah satu kajian

kearifan lokal atau Jocal genius yang menjadi “potret nasionalisme” tiada henti

dan tercermin dari teraturnya harmonisasi didalamnya. Keteraturan tersebut

meliputi semua aspek kebudayaan atau peradaban masyarakat Baduy, mulai dari

ahkan hukum yang tetap tegak dengan

kehidupan sosial, hubungan dengan alam b

ang kokoh, terlaksana dengan baik,

kokohnya, Hukum masyarakat Baduy Dalam y
globalisasi

kungan di tengah arus

"engatur berbagai aspek sosial, budaya dan ling ‘
n dari luar.

| , ak godaa
Gan modernisasi yang tentunya menimbulkan bany
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l(‘3t,er}1asilan masyarak ¢ Bady

Mgy
\ggunnkun hukum

gmberi potret ideal d
" an (

an menyeimbangk

Masyarakat Kanekes e

adatnya cukup

. omPOk Tangtu, kelompok Pe“ampin

car

i menjagi 1 s
Menjadj 3 (tiga) kelompok yaitu

g, dan kclOm
pok D
| Kelompok Tangtu (Baduy Dalam) angka,

s maSyar

akt Badu . .
pedalaman hutan dan magi, terisoliy Serta | Y Dalam tinggal di
a be|

um magyk kebudayaan dari luar,

Masyarakat Baduy Dalam tinggal dj 3 (tiga) kampung yaitu ;

2) Kampung Cibeo,

b) Kampung Cikartawana, dan

¢) Kampung Cikeusik.

Ciri khas masyarakat Baduy Dalam adalah cara berpakaiannya berwarna putih
alami dan hitam atau biru tua serta memakaj ikat kepala putih serta golok ada
di pinggang. Pakaian mereka tidak berkerah dan berkancing, mereka juga tidak
beralas kaki. Mereka pergi kemana-mana hanya berjalan kaki tanpa alas kaki.

mereka tidak mengenal sekolah yang mereka kenal adalah Aksara Hanacara

dan bahasanya Sunda.‘ Jadi bisa dibayangkan mereka hidup tanpa

h satu contoh
menggunakan listrik dan mereka tidak mengenal sekolah. Salah s

i dalah Jembatan
sarana yang mereka buat tanpa bantuan dari peralatan luar a

enggunakan paku,
Bambu. Mereka membuat sebuah jembatan bambu tanpa mengeg
. n ijuk, dan untuk menopang

gunaka
unt i mbu mereka meng o
uk mengikat batang ba yang tumbuh di tepi sungai.

besar
Pondasi jembatan digunakan pohon-pohon
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), Kelompok Masyarqk, Pe

Baduy Luar berciri khag Mengenak
C

Masyarakat Baduy Lygqy bias

an l‘)ak .

ah ban
P Yak ber
luar, selain itu mereka ; baur dengan Masyarakat

3. Kelompok Baduy Dangka, Mmereka tinggal gj |
uar wila

| Yyah Kanekes, dan pada
saat ini tinggal 2 (dua) kampung yang tersisa, yajty p
, yaitu

adawaras (Cibengkung)
dan Sirahdayeuh (Cihandam), Kampung Dangky ter

, sebut berfungsi sebagai
semacam buffer zone atas pengaruh dari [yar,

Bahasa masyarakat Baduy Dalam adalah “Bahasa Sunda Wiwitan”, untuk
berkomunikasi dengan penduduk luar mereka lancar menggunakan bahasa
Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari
sekolah. Masyarakat Baduy Dalam tidak mengenal budaya tulis menulis, sehingga
adat-istiadat, agama dan kepercayaan, serta cerita nenek moyang hanya tersimpan

i dalam tutur kata secara lisan saja. Masyarakat Kanekes tidak mengenal sekolah,

isti eka. Mereka
krena pendidikan formal berlawanan dengan adat-istiadat mer

ili kolah di desa-desa
Menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas s¢

mereka.

ndiri adalah pemuja nenek moyang

| se
Kepircayaan masyarakat Baduy . jeh agama lainnya

(

ipengaruh
Nipy i ) dan dip
mm’s’”e), namun semakin berkembang

oo ayaan itu
ti dari keperc

A amun 10
Hindu. N

Sepae:
"ot agama Islam, Kristen, Budha dan
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- diri ditunjukkan dengan ketent
uan g

al yan
(kepatuhan) dengan konsep tidak s Mutlak dengan adanya “pikukuh”

rubah .
Perubahan apapun. 1 sesedikit mungkin atau tanpa
Objek kepercayaan te .
B Tpenting bagj Masyarakat K
pomas, yang lokasinya dirahaSiakan q anekes adalah Areq
an

. . P palin
Baduy mengunjungi lokasi tersey dan & sakral, masyarakat

melakukan .
pemuja ;
sekali pada bulan kalima, Di Kompleks Jaan setiap setahun

| Arecaq Domag tersebut terdapat baru

ang menyim i jan. A

Jumpang yang yumpan air hujan, Pabila pada saat Pemujaan ditemukan b
itemukan bary

lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, maka bagi masyarakat
; _ yaraka
Kanekes itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak

turun, dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya apabila batu lumpang kering atau

berair keruh maka merupakan pertanda kegagalan panen.

Hanya ketua adat tertinggi Puun dan rombongannya yang terpilih saja yang
'dapat mengikuti rombongan tersebut. Di daerah Arca tersebut terdapat batu
lumpang yang dipercaya apa bila saat pemujaan batu tersebut terlihat penuh maka

pertanda hujan akan banyak turun dan panen akan berhasil serta begitu juga

sebaliknya, jika kering atau berair keruh pertanda akan terjadi kegagalan pada

Panen.

ende ng disambung
(Panjang tidak bisa/tidak boleh dipotong, pen
disambung)
hari diinterpretasikan secara harafiah,

. n sehari
Tabu tersebut dalam kehidupa k mengubah kontur

: dengan tlda
di bidang pertanian bentuk pjkukuh tersebut adalah deng

tidak mengolah
t seder
ya sangd

“han bagi ladang, sehingga cara berladangh
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lahan dengan bajak, tidaj memb
uﬂt ICr( .
']SII]g I
bambu » anya me
sepotong y Chanam deng; ;
£an tugal, yaitu

ada Pemb
apa adanya

ang dlruncingkan

pcnnukaan tanah dibiark

ang
" BUnan rymap Juga kontur

’ Schingg

I . a e
masyaral\at Kanekes Sermg k t"mg pcnyangga rumah

ali tidak
9 San ;
i . e a panjang' PCrka[a .
mereka pun jujur, polos, tanpa basa-bac: an dan tindakan
~basi,

bahkan ¢
alam
melakukan tawar-menawar, berdagang mereka tidak

Bagi

Arti perkawinan atay nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

mengartikan “Nikah™ sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk

bersuami istri (dengan resmi) dan arti perkawinan' dalam Al-Quran
menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara majazi diartikan
dengan “hubungan sex”. Karena berbagai macam tata upacara adat merupakan

serangkaian kegiatan tradisional yang secara turun temurun yang mempunyai

maksud dan tujuan agar perkawinan itu dapat selamat sejahtera  serta

mendatangkan kebahagian di kemudian hari.

. s rasa di kota-
Perkembangan arus modernisasi dewasa ini sudah sangat te

yarakat sedikit demi sedikit

kota besar yang ada di kota sehingga membuat mas

tradisional kebudayaan, di  tengah

Mulai  memalingkan nilai-nilai cadisional
. ilai-nilai tradi
Perkemb ‘h  menjaga dan melestarikan nilai-n
angannya masl : teguh
megang t¢g
ang masih M

elia, tahun tidak

O (Surabayd : Am

Baha
ad | Desy Anwar, Kamus Lengkap

s [ndonesia,
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ailai-nilai moral yang beragg dari
ri

a
Parg |C|"|mr.,y

ebersamaan dalam kegede menial: ,
keb ¢derhangy,, dan tigy, Walin kehidupan secarg
. 4K Ingin
/ang lainnya Merasa gapi :
dengan y¢ a. saling lebih 4
Ntara saty
Deng

- 8ctahy
orang lalai tidak mengindapn

an dan (e .
an t(.knol()g|, banyak

wmbuh di tengah masyarakat, Schinggq yang ada dan

ypacara adat,

. [ Tns .: . 3 v :

Pada dasarnya KUHP yang diberlakykap untuk seluruh wilayah Indonesi
nesia

merupakan warisan kolonial yang berasal darj Wetboek van Strafrechy
voor

Nederlandsch Indie (Staatsblad 1915 No.732), sehingga dapat dipahami jika asas-
asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap
bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia. Pemberlakuan KUHP tersebut
menjadi keunikan tersendiri manakala sebenarnya Indonesia telah memiliki
hukum sendiri yaitu hukum adat, jauh sebelum kolonial Belanda datang dan
mengenalkan KUHP di Indonesia. Usaha untuk menggali hukum adat yang dalam

Perhatiannya hukum tak tertulis di Indonesia ini tak berhenti di masa-masa para

i ilakukan dengan
i hukum (akademisi) pasca-kemerdekaan melainkan terus dilakukan deng

ini dapat terlihat
carg berkesinambungan dalam rangka pembaharuan hukum. Hal ini dap

i Arief, menurutnya
e dalam pidato pengukuhan Guru Besar Barda Nawawl .d
, e
an sesuai dengan
%ah gap, kajian alternatif yang sangat mendesak d -
hadap sistem hukum yang nidup
erha

Pe . ian t
Mbaharyan hukum nasional adalah kaji2 pukum adat yang

m
d ntara beragd
al berkembang di dalam .mas)’arakat' Es
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tersebar di Indonesi
a, hukum masyarakat Baduy Dalam adalah salah satu hukum

adat yang ada di Ii 2Si¢
¢ donesia dan berlaku mengatur masyarakat Baduy sclama

i ratusan tahun dari generasi ke generasi, Bahkan hingga kini hukum masyarakat
’ Baduy Dalam masih berlaku dan mengikat bagi masyarakat adat Baduy Dalam.
Masyarakat Baduy Dalam adalah sebuah komunitas masyarakat terasing yang
masuk dalam wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak,
Propinsi Banten. Sebagaimana masyarakat adat yang pada umumnya, mereka pun

memiliki hukum adat sendiri yang berlaku dan mengikat pada masing-masing

anggota masyarakatnya, termasuk hukum pidana adat, yang merupakan sub-
sistem dari hukum adat Baduy Dalam. |
Usaha dan saran Para Ahli hukum serta peristiwa pertemuan 2 (dua) sistem
hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang pernah terjadi tersebut itulah yang
s kemudian mengusik rasa ingin tahu penulis untuk melakukan penelitian disertasi

ini lebih lanjut mengenai konflik sosial yang terjadi di masyarakat Baduy dengan

penyelesaian melalui kearifan lokal dalam pembaharuan hukum di Indonesia,

sementara pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim.

A. Ekologi Masyarakat Baduy

Keanekaragaman suku, adat istiadat, bahasa, kebudayaan dan agama

di Indonesia yang merupakan warisan kekayaan yang sangat berharga,

tradisi dan pola hidup masyarakat yang sampai saat ini masih dipegang

teguh sampai hingga saat ini tidak terpengaruh oleh arus globalisasi dan

perubahan jaman yang sangat kuat melada serta menerpa kehidupan
rakat pada umumnya terlihat bahwa menunjukkan peran betapa kuat
masya 9
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merupakan warisan nenek
! Arisan nenek Moyang yang sangat perlu diperhatikan,

Kebuday
aan mer o ,
z A merupakan suaty perangkat pengetahuan, norma, etika,

nilai dan aturan v . .
an yang memperlihatkan Mmanusia sebagai mahluk sosial yang

digunak; : "
STHARAn untuk - memahami  dan menginterpretasikan  terhadap

inok ; cnpba o1 4 .
lingkungannya, serta dipakai sebagai alat untuk mewujudkan tingkah laku

dalam rangka mewujudkan kehidupan, Hasil tingkah laku yang terwujud
tersebut bisa berupa materi (berupa tehnik dan cara) dan sangat spesifik
sifatnya yang berkaitan dengan alam atau daerah tempat manusia itu tinggal.

Kemampuan manusia mengolah dan memahami lingkungannya salah
satu wujud yang berupa benda, budaya atau arsitektur, ini terwujud karena
adanya kebutuhan manusia itu sendiri sebagai mahluk sosial, misalnya
kebutuhan akan tempat berlindung (rumah), kebutuhan akan kesenian

(benda-benda seni), kebutuhan akan tempat untuk menyimpan

barang-barang bahan makanan (lumbung padi), dan tempat pengolahan

bahan makanan (ruang masak atau dapur).

Kelestarian hidup manusia juga didasarkan pada ketergantungan

antara individu dengan individu yang hidup dalam satu lingkungan

(syimbiose mutualism), dalam kelompok manusia hubungan ini tercermin
syimbios sm),
ot tarikan masyarakatnya, keseimbangan
i biotik yang meles
pada keseimbangan

k yatu mekanisme (norma) yang mengatur jumlah dan
ini merupakan S

lingkungan setempat.
: ng mendukung
keseimbangan anggota ya
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dibuat manusia aty
UPun struktyrg| alamiah yang dimanfaatkan oleh manusia

ang berguna unt i :
y g ntuk tempat tinggal di dalam satu wilayah geografis tertentu,

ang didiri
yang didirikan berdasarkan kepada sosial, tata letak tempat tinggal

di i
Ipengaruhi oleh hubungan antars Manusia dengan sesamanya dan juga

manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya,

Penyesuaian manusia terhadap ruang bisa saja berbeda dari satu
tempat ke tempat lainnya, walaupun setiap permungkiman pola atau tata
letaknya berbeda (unique), semua tetap memiliki satu kesamaan umum
tertentu  dalam hal pemanfaatan tanahnya yaitu keteraturan, yang
mencerminkan pola penyebaran penduduknya sehingga hubungan antara
keduanya dapat mengungkapkan bagaimana manusia dan ruang tempat

tinggalnya saling berinteraksi dan saling menjaga.

Permungkiman desa merupakan struktur dasar hunian terorganisasi

yang paling awal dan bersahaja, cara untuk mengetahui apakah suatu

iliki isi ukiman dapat ditelusuri dari
masyarakat memiliki suatu tradisi perm p

konsep-konsep huniannya. Sebagian besar masyarakat Sunda tinggal di

daerah pedesaan yang terikat oleh rumah desa dalam kesatuan pola
r

desa atau sekurang-kurangnya warga

yang mempengaruhi bentuk
cka selalu mengusahakan agar tempat
mer:

masyarakat desa tersebut,

: coaki tau berada di tempat
. . kat disekitarnya a
hidup itu de

kegiatan mata pencarian
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lllt‘fl‘k&l \C"\'iri apaby "
A R, -\hlli - P ‘ i

tempat tingg g
pat tinggal maka menyebabkan pola tempat menetap

Berbagai  daer: .
gai - dacrah permungkiman  masyarakat Sunda di memiliki

Kecendrunga .
gan untuk mengelompok dalam suatu daerah yang tidak jauh dari

sumber air taw: . .
r tawar, mereka membangun rumah secara berdekatan satu sama

v Y \ A \ )
yang lain, serta menandakan bahwa seolah-olah  memperlihatkan

Ketergantungan karena dilakukan bersama-sama.

Dalam hal masyarakat adat adalah suatu corak yang khas dari suatu
masyarakat yang hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari
masih sangat tergantung pada tanah dan alam pada umumnya, dalam
masyarakat semacam ini selalu terdapat sifat lebih mementingkan

keseluruhan artinya lebih diutamakan kepentingan umum dari pada

kepentingan individu.

Masyarakat desa sebagai satu kesatuan yang senantiasa memegang
peranan penting menentukan, mempertimbangkan dan kepatutannya tidak
boleh dan tidak dapat disia-siakan, keputusan clan, keputusan desa adalah

berat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun juga harus dipatuhi dengan

i hormat dan hikmat.

ﬂ Kebudayaan masyarakat adat peninggalan nenek moyang yang sampai

saat ini masih dipegang dan pertahankan oleh masyarakat hukum adatnya

yang bernama masyarakat hukum adat Baduy Dalam dan Luar, yang secara

administratif terdapat di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, y

Kota Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Luas wilayah
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240%

Baduy ini sekitar 5,102  Ha, yang  terbagi  atae (e
oatas  15%  merupakan

perkampungan hunian, 25% lahan perl

adangan, 45%, |ahan hutan yang

termasuk padang ilalang dan semak t
! elukar, d; Y ai
ar, dan 15%, lainnya berupa hutan

I S ‘"t"l (Ilk(:ﬂil' d 'n;lim
Jaldn

setapak yang membelah bukit dan ladang,
Penduduk Baduy berbahasa Sunda Wiwitan dan menamakan dirinya

sebagai orang Kanekes, sedangkan istilah Baduy sendiri adalah sebutan dari

orang-orang luar yang sebenarnya tidak begitu disukai oleh orang Kanekes
itu sendiri. Nama Kanekes berasal dari nama sungai Cikanekes yang
mengalir di daerah itu, selain itu mereka juga bisa dinamakan dirinya orang
Rawayan yang merupakan nama dari sebuah sungai Cirawan yang mengalir

dekat kampung Cikeusik di daerah Baduy Dalam.

- Agama yang dianut oleh orang Baduy adalah agama “Sunda
/ Wiwitan”, yang menurut mereka bahwa daerah Kanekes adalah sebagai
r pusat dunia, daerah Kanekes adalah sebuah mandala yaitu tanah suci yang

tidak boleh diinjak oleh sembarangan orang, orang Kanekes sendiri hanya

boleh tinggal selama tidak ternoda karena melanggar adat. Kemandalaan di

Kanekes memiliki 3 (tiga) kadar yang berbeda dan sekaligus membentuk

_ . . g (Badu
lapisan masyarakat (statifikasi sosial), yaitu masyarakat Tangtung KRR

Luar), dan masyarakat Dangka

Dalam), masyarakat Penamping (Baduy
i arakat
(warga Kanekes yang berada di luar Kanekes), wilayah masy
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Tangtung memiliki
gng memiliki kemandalaan yang penuh berarti segala tuntutan hidup

di mandala haruys diikuti oleh seluryp penduduknya
Selain masyarakat Baduy ada terdapat masyarakat hukum adat lain
yang terletak dj wilayah Banten Selatan yang sampai saat ini masih

/ mempertahankan tradisi dan kebudayaan yang telah berada sekitar abad

XII M diantaranya adalah -2

1) Masyarakat Cisungsang yang terletak di Desa Cisungsang, Kecamatan

y Cibeber.

2) Masyarakat Citorek yang keberadaannya di Desa Citorek, Kecamatan
Cibeber.

3) Masyarakat Cicarucub yang keberadaanya di Desa Kunjangjaya,

Kecamatan, Cibeber.

4) Masyarakat Guradog yang keberadaanya di Desa Guradog, Kecamatan

Maja.

- 5) Masyarakat Pasireurih yang keberadaannya di Desa Sindanglaya,

Kecamatan Muncang.

#  Masyarakat hukum adat Baduy mendiami tanah ulayat seluas 5.102

Ha yang masuk ke dalam daerah administratif Desa Kanekes yang berjarak

sekitar 48 Km dari Kota Rangkasbitung, yang dibatasi dengan :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojongmenteng, Kecamatan
ebe

Leuwidamar.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2) Sebelah B
arat  berbatasan dengan Desa Nayaganti, Kecamatan

4) Seb i
) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangcombong, Kecamatan

Muncang.

Perkampungan masyarakat Baduy merupakan kawasan hutan lindung
yang sangat dijaga dan dilestarikan dengan ketinggian 800-1200 Mpdl,
masyarakat Baduy hidup berkelompok yang mendiami gunung Kenjur,
gunung Handarusa, gunung Pamuntuan dan menyerupai batas di sebelah
Barat yang membujur dari Utara ke Selatan, sedangkan gunung Kendeng,
gunungn Sangresik dan gunung Parangbeusi yang membentang di bagian
Selatan Cikeusik, Kiara Damar, Gedongan dan Gunung Keru yang
berbatasan dengan Desa Cisimeut serta gunung Bulangir yang membentangi
dan berbatasan dengan Desa Keboncau di Kemacatan Bojongmanik.

Bahwa menurut catatan sejarah masyarakat Baduy dapat dilihat dari

beberapa versi yaitu :

1) Ada yang mengatakan bahwa masyarakat Baduy merupakan pelarian dari .

Kerajaan Padjajaran Dan Kerajaan Garuh yang tidak mau di Islam kan.

Hal ini tersirat dalam pantun masyarakat Baduy seperti :

p diiugjug, leumpang teu puguh nu di teang,
Jauli teu pugis WL 0 o g ng tibatan kudu ngayonan perang

ing keneh lara jeung wird : »
j:lft';(zz'flulil’:an atan{a jeung baraya nu masih ken eh s.awa.rgatttg(.z
(Jauh tak tentu dimaksud, berjalan tanpa tujuan metyus’ ey
berli di balik gunung lebih baik malu dan hina daripada harus
erlindung di balik g keluarga yang masih

dara dan atau
melawan sanak sau
berperang Keturunan)
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2) Ada yang mengatakan bahwa masyarakat Baduy diberikan untuk sebutan

sebuah nama sungai- yang melintasi di perkampungan tersebut yang

diberi nama Cibaduy.

3) Ada yang mengatakan bahwa masyarakat Baduy merupakan masyarakat

yang mengasingkan diri dari dunia luar,
Namun demikian hingga Kini

belum adanya kepastian dan

membuktikan dari mana sebenarnya asal muasal istilah nama Baduy itu

sendiri. Berdasarkan hukum adat yang merupakan perwujudan dari amanat

leluhurnya dalam bentuk menentukan sikap, batasan-batasan hidup,
pedoman hidup, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, ketentraman,
kedamaian dan ketenangan antara manusia dan alam, maka masyarakat

Baduy terbagi menjadi 2 wilayah yaitu :

1) Masyarakat Baduy Jero (Dalam) yang meliputi Kampung Cibeo,
Kampung Cikartawarna, Kampung Cikeusik yang masing-masing
kampung dipimpin oleh seorang Puun (Kepala Adat).

2) Masyarakat Baduy Luar (Baduy Penamping, Baduy Pasisian) yaitu

enduduk Baduy yang tinggal di seputar wilayah Baduy Dalam yang
p

i

masing-masing kampung dipimpin oleh seorang Jaro Dangka. -

erupak impinan hukum adat
p la adat) merupakan p
Peranan seorang Puun (kepa

kekuasaanya yang memiliki garis keturunan dan mempunyai
ina tineel Taliiin
paling tinggi ke

i S ) 4 ‘a Tunggal untuk
i Sang Hyang Bhatara
iti inilih dan dipercaya dari IY Y

m :ajarkan kcyakinan agamanya scbagal pedoman
1 ¢ n
menyampalkan dan eng

ereka percaya (Sunda Wiwitan), masing-masing
i i m
Aan natunink hidun vang
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kampung di Bag
Uy Dalam yano terdiri dari Kampung Cikeusik, Kampung

Cikartawarna ¢ :
an Kampung Cipe dipimpin oleh seorang Puun dan
mempunyaj tugas yang berbeda sepert :
1) Puun Cikeuys;i
Ikeusik merupakan keturunan dari anak laki-laki pertama Bhatara
Tunggal i
ggal mempunyaj hak untuk menentukan dan memutuskan urusan

yang menyangkut dengan tatg tertib adat dan bertugas sebagai ketua

2) Puun Cikartawarna merupakan keturunan laki-laki ketiga dari Bhatara
Tunggal yang mempunyai tugas untuk urusan kesejahteraan, keamanan
dan ketahanan dan bertugas hanya membantu tugas Puun Cikeusik dan
Puun Cibeo. (contoh tugasnya menentukan waktu pelaksanaan menanam
dan memanen padi)

3) Puun Cibeo merupakan keturunan anak perempuan kedua dari Bhatara
Tunggal yang mempunyai hak untuk mengatur, menata, menertibkan dan
membina masyarakat yang menyangkut sistem tatanan adat serta
bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar

masyarakat Baduy Dalam. (contoh tugasnya apabila masyarakat luar

Baduy Dalam akan meminta syareat)
Apapun itu bentuknya agama atau kepercayaan yang merupakan dasar

religi masyarakat Baduy adalah Sunda Wiwitan yang merupakan pedoman

hidup kepada roh nenek moyang dan Sang Hyang Baduy Bahara Tunggal
i H
yang memiliki kekuasaan tertinggi (N ngersakeun atau Sang Hyang
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Rersa), dalam melaksanakan agama dan kepercayaan itu masyarakat Baduy
dalam memiliki peralatan dan tempat untuk melaksanakan ritual di dunia
yaitu Arca Domas yang berbentuk batu yang menculang tinggi, memilki
tempat seperti Penampungan air, drca Domas ini berlokasi di hutan
larangan dan hulu sungai Ciujung yang sekaligus dijadikan tempat berjiarah
(pemwjaan) yang sangat dikeramatkan dan tempat berkumpulnya para
roh-roh nenek moyang orang Baduy, dan sebagai kiblat kenyakinannya
orang Baduy.

Bahwa Arca Domas telah membentuk suatu kepercayaan sebagai
pedoman hidup masyarakat Baduy yang menghasilkan aturan hukum adat
(pikukuh) dan sangat penting untuk beradaptasi dengan alam sehingga Arca
Domas dijadikan tempat untuk pemujaan yang sangat disucikan dan selalu
dikunjungi setiap tahunnya oleh masyarakat Baduy setelah acara Kawalu
(hari raya setelah panen dan sebelum acara tersebut masyarakat Baduy akan
berpuasa terlebih dahulu selama 3 hari 2 malam) yang pelaksanaannya pada
bulan Kalima (hitungan bulan masyarakat Baduy dan dipimpin oleh Puun
Cikeusik) setelah memenuhi syarat-syarat, jadi tidak semuanya orang Baduy

Dalam dapat melihat Arca Domas. Karena sangat percayanya masyarakat

Baduy terhadap kesakralan Arca Domas dapat memberikan batasan

mengenai apa yang dapat dan tidak dilakukan serta dilaksanakan dalam

kehidupannya sehari-hari.

t luar Baduy apabila melaggar aturan adat maka nantinya

Masyaraka
g tidak diduga-duga dan diluar nalar

kemungkinan akan terkena musibah yan
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manusia, apabil
a . )
> ap a4 masyarakat Bi\dlly Dalam yang |nc|anggar maka sangsl

yang diberik .
an dapat berupa pengasingan yang telah ditetapkat waktu dan

tempatnya oleh Puun, seperti :

-~

. 1) Apabil : s
\) pabila orang Cikeusik melanggar adat akan ditempatkan di daerah

Cibengkung. >
2) Apabila Cikartawarna akan ditempatkan di daerah Cihulu
3) Apabila orang Cibeo akan ditempatkan di daerah Pamoean atau Cisaban.
Menurut kosmologi mereka bahwa bumi pada mulanya dari wujud
kental dan bening kemudian lama kelamaan mengeras dan melebar, titik
awal kejadian bumi sebagai inti jagad di wilayah Baduy Dalam atau
tepatnya pada “Sasaka Pusaka Buana” atau yang dikenal dengan “Arca

Domas”, satu konsep jagad raya yang sangat penting menurut kepercayaan

masyarakat Baduy adalah konsep “Buana dan Ambu (ibu)”. Buana adalah

bumi yang berkaitan dengan titik mula, perjalanan dan tempat akhir

kehidupan. Ada tiga Buana yang masyarakat Baduy kenal yaitu

1. Buana luhur atau “buana nyucung”’ (dunia atas ialah angkasa tempat

Batara Tunggal bersemayam).

5 Buana tengah atau “buana panca tengah” (dunia tengah adalah tempat

an besar pengembaraan dan aktifitas

manusia melakukan sebagl

kehidupannya.

h adalah bagian bawah tanah yang tak

3. Buana larangan (dunia bawa

terbatas luasnya)
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Dalam me i
¢tologin ik '
ginya di kawasan Sasana Pusaka Buana merupakan

lempat Bhatarg T £
{ Funggal bcrscmuyum. serta menurut kepercayaan orang

Baduy digambarkap ke dalam 2 (dua) dimensi yaitu :

I- SCb']'Il' CKlince .
agai kekuasaan yang tidak tampak, akan tetapi berada dimana-mana

dan sebagai manusia biasa yang sakti

2 1 atara T
. Sebagai Bhatara Tunggal MEmpunyai keturunan tujuh orang Bhatara
yang dikirim ke dunia Kabuyutan (tempat nenek moyang) yaitu titik awal

bumi (Sasana Pusakq Buana),

Ketujuh Bhatara tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) tingkatan yaitu :

I. Batara Cikal yang tertua dan tidak mempunyai keturunan Bhatara
Patanjala yang menurunkan lagi tujuh keturunan Bhatara diantara yang
terpenting adalah keturunan pertama, kedua, dan ketiga yaitu Daleum
Jenggala (menurunkan Tangtang Cikeusik), Lagondi (menurunkan

kerabat Tangtung Cikatawarna, dan Daleum Putih Seda Hurip

(menurunkan kerabat Tangtung Cibeo).

2. Bhatara Wisawara, Batara Wisnu, Bhatara Brahma, Bhatara Hyang

Niskala dan Bhatara Mahadewa, kelima batara ini merupakan kelompok

kerabat besar di luar Baduy yang disebut salawa nagara

(dua puluh lima negara) dan dianggap sebagai keturunan yang lebih

muda.

tan sebagai titik orientasi
engarah ke sela
Konsep tata ruang yang m

i Baduy Dalam
dan tercermin dalam penataan permungkiman masyarakat Baduy
pakan pusat ritual keagamaannya dan

menghadap ke Arca Domas yang m et
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kiblat keyakinannya serta tjtik awal kejadian bumi sebagai inti jagad, maka

dari sudut tata ruang dan konsep penataan wilayah kampung makin ke

selatan makin suci dan sakral dan hanya terdapat rumah Puun.

Menurut pandangan penulis dengan adanya 4 (empat) sifat umum

masyarakat adat Indonesia yang hendaknya dipandang juga sebagai satu

kesatuan yang terdiri dari sifat religius magis, sifat komun, sifat contant dan

sifat konkret.

Religius magis merupakan gabungan atau perpaduan dari unsur
beberapa sifat atau cara berfikir seperti preologis, animisme, pantangan,
ilmu goib dan lain sebagainya. Pada dasarnya berfikir serta merasa dan
bertindak di dorong oleh kepercayaan atau keyakinan (religi) pada tenaga
yang baik (magis) yang mengisi seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan
yang terdapat pada orang, binatang, tumbuhan, benda yang berupa dan
berbentuk  luar  biasa dalam  suatu  keadaan  keseimbangan
(in een toestand van evenwicht). Tiap tenaga goib itu merupakan bagian dari
kosmos dari keseluruhan hidup jasmani dan rohani (participatie) dan

keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan terjaga serta apabila

terganggu harus dipulihkan, memulihkan keadaan keseimbangan itu

: - 3
berwujud dalam beberapa upacara dan pantangan ritus (rites de passage).

t y i .lc merupakan
r ada dl dalam tUbUh Pancasila
Jiwa gO Ong Oyong ang

ih mengutamakan kepentingan
: . Baduy Yyang lebi
bagian dari masyarakat o
: tadi. dengan memakai prinsip hidup
: . t]ngan prlba ’
umum dibandingkan kepen

S s Hukum Adat Suatu Pengantar, (Jakarta : Pratnya
3 Bushar Muhammad, Asas-asa
Paramita, 2002), Him.45
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sederhana dan bekerja keras melawan kerasnya alam dan ganasnya
lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan
sumber daya alam sekitar yang telah tersedia, namun tidak untuk
diperjualbelikan secara bebas karena bahan baku tidak diperbolehkan dan
didatangkan dari luar akan tetapi mengolahnya dari hutan yang mengelilingi
masyarakat Baduy, pelaksaan gotong royong sendiri biasanya di gerakkan
oleh kasepuhan kampung (yang dituakan) yang disebut dengan Jaro Dangka
yang merupakan orang kepercayaan Puun untuk membantu masyarakatnya
sekaligus mengawasi apa yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bahan
laporan dalam pertemuan adat yang dilakukan sekali dalam setahun
menjelang acara Kawalu yang harus bersih (bersih-bersih kampung dari luar
Baduy).

Masyarakat Baduy selain disibukkan dengan kegiatan sehari-hari

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, biasanya menjelang malam hari
4

untuk mengisi kebutuhan bathin dengan cara memainkan kesenian dengan

seni angklung yang liriknya mengandung doa dan pujian-pujian yang magis

dan sakral.

Kedaulatan Puun terbatas hanya dalam satu kampung saja artinya

ditiap-tiap kampung dikepalai oleh seorang Puun sendiri-sendiri, tiap

snpung mempunyai “bale pe,.musymvaratan” sendiri pula, keputusan

yang ada dan terakhir di tangan Puun, karena menurut masyarakat Baduy

. Y
sebagai wakil dari Bhatara Tunggal di bumi i

‘ Baduy (Jakarta : pT.Cipta Indah Aksara, 1985), HIm.72
i w-—t! Neana-ordng a s
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Dalam masyarakat Baduy mengenal bulan untuk mcmpcrhilungkan

kalender sebagai pedoman hidup seperti :

1. Bulan Sapar.

2. Bulan Kalima.

3. Bulan Kanem.

4. Bulan Kapitu.

5. Bulan Kadalapan.
6. Bulan Kasalapan.
7. Bulan Kasapuluh.
8. Bulan Hapit Lemah.
9. Bulan Hapit Kayu.
10. Bulan Kasa.

11. Bulan Karo

12. Bulan Katiga.

Menurut Puun Cibeo bahwa sudah banyak penyerobotan tanah dan

penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat luar, sehingga para tokoh

adat sudah melakukan pertemuan membahas tentang hal tersebut sampai

kepada pemerintah pusat di tahun 1985 (yang pada waktu itu Presiden

Socharto) akibat dari penyerobotan tanah dan penebangan liar tersebut
oeharto

sudah sagat meresahkan masyarakat Baduy sejak 1950 untuk kawasan
udah sa

seluas 5.102 Ha yang merupakan tanah ulayat masyarakat Baduy.

ti hasil pertemuan dengan Presiden Soeharto,
u

Dengan menindaklan)

g berpegang teguh kepada amanat

an
karena kejujuran para tokoh adat ¥
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leluhurnya make
v Pemeri
emerintah Kabupaten Lebak mengeluarkan Perat
Daerah Nomor 32 T - reeatan TR
Ta
hun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat

Masyarakat Badu
y (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 65 Seri €)
tertanggal 13 Agustus 2001,

Masyarakat Bad i
uy terbagi menjadi Baduy Dalam dan Baduy Luar

yang masing-masing mempunyai kampung seperti :

1. Baduy Dalam terdiri i
y erdiri atas 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Cikeusik,

Kampung Cikartawarna, Kampung Cibeo

2. Baduy Luar terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) kampung yaitu :

1) Kampung Kaduketug

2) Kampung Babakan Kaduketug.
3) Kampung Sobong.

4) Kampung Kadu Jangkung.

5) Kampung Karahkal.

6) Kampung Sorokokod.

7) Kampung Ciwaringin.

g8) Kampung Kadu Kohak
9) Kampung Cibagelut.
10) Kampung Cikulingseng-
11) Kampung Batard-

12) Kampung Gerendeng.
13) Kampung Cisaban.

14) Kampung Cihult-
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15) Kampung Kadu Keter Girang,
16) Kampung Cibongkok.

17) Kampung Gajeboh.

18) Kampung Leuwibuleud.

19) Kampung Cipiit.

20) Kampung Cikadu.

21) Kampung Panyerangan.

22) Kampung Cisagu.

23) Kampung Cisagu Landeuh.
24) Kampung Batu Belah.

25) Kampung Cangkudu.

26) Kampung Cigula.

27) Kampung Cikopeng.

28) Kampung Cinangsih.

29) Kampung Cisaban.

30) Kampung Babakan Cikadu.
31) Kampung Ciranca Kondang.
32) Kampung Kaneungay.

33) Kampung Cijangkar.

34) Kampung Balingbing.

35) Kampung Marengo:

36) Kampung Cijanar:

37) Kampung Ciranji

220)
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42) l\nmpung (‘iimmkol

43) l\'umpung (‘iculamg

44) Kampung Kadu Kete, Hili
lilir,

45) l\ampung Kadu Kaso

46) Kampung Kadu Gede,

47) Kampung Cilingsung,

Adat Istiadat Baduy Dalam

Hukum d i i
apat dimengerti bahwa adanya hukum itu sebagai pertalian

dengan adany ia, ti ia ti
g anya manusia, tiada manusia tiada hukum, manusia tunggal

adalah manusia pribadi yang merupakan suatu keutuhan atau satuan yang
menjadi sumber dan transformator dari segala jenis kegiatan. Sebagai
subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk
memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupan karena dorongan

bathinnya sendiri, dan ini pada asasnya dengan bebas merdeka, RIS

letaknya sumber, asal usul dari yang dalam abad sekarang dilaksanakan dan

disebut hak kebebasan dasar manusia.

sia lainnya, senantiasa ia mendapatkan

nu
hidup bersama-sama dengan ma

at. Tiap masyarakat mengenal susunan,

arak
tempat dirinya dalam suatu masy
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masyarakat,

l\gasy arakat Baduy memiliki adat istiadat serta tata cara hidup sendiri,
mereka menganut dengan teguh adat istiadat nenek moyang mereka, adat
istiadat mereka termasuk yang kukuh dan taat kepada aturan leluhur, mereka
tidak mau secara langsung menerima perubahan yang terjadi di sekitar
masyarakat mareka, mereka hidup dengan berkelompok dan mengasingkan
dari kehidupan keramaian, mereka hidup di tengah hutan, lereng-lereng
bukit, jarang dikunjungi orang luar.

Oiang Baduy Kajeroan (Baduy Dalam) menempuh hidup sangat
sederhana, masyarakat Baduy sangat berhubungan erat dengan berbagai
larangan atau pantangan Buyut (Leluhur), seperti cara berpakaian yang
harus dibuat dan dianyam sendiri.

Bagi kaum pria mengenakan pakaian warna hitam atau putih, dan

mengikat kepala berwarna putih, sedangkan kaum perempuan memakai

penutup seperti selendang (karembong) dari dada sampai di bawah dengkul

yang berwarna hitam, bagi perempuan Baduy yang sudah bersuami pada

umumnya bertelanjang dada.

Masyarakat Baduy hidup secara alami, orang Baduy tidak mengenal

I
poligami dan poliandri, dalam kehidupannya orang Baduy hanya mengena

. i i atau istri meninggal
sekali dalam melakukan perkawinan, apabila suami ata
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mau menikah

dunia maka meraka akan tetap hidup sendiri dan tidak

al adanya kawin paksa.

kembali serta di masyarakat Baduy tidak mengen
n bukan

Masyarakat Baduy percaya kalau apabila membuat kesalaha

dunia yang akan menghukum akan tetapi naluri mereka sendiri yang akan

menghukumnya, oleh sebab itu mereka sangat takut sekali kepada perbuatan
yang tidak sejalan dengan nalurinya.

Masyarakat Baduy bisa dijadikan sebagai ciri masyarakat sunda sejati
yang mewarisi dari darah daging Prabu Siliwangi yang merupakan seorang
Raja Padjajaran, orang Baduy jarang sekali keluar dari daerahnya kalau
tidak ada keperluan (acara adat), terutama kaum perempuan dan anak-anak,
setiap harinya hanya pergi ke ladang (huma) atau hutan saja.

Masyarakat Baduy dilarang untuk saling membunuh, bila hal ini
terjadi maka keseimbangan manusia akan hilang, mereka juga percaya
kepada hukum karma, bila hukum itu tidak terjadi pada dirinya maka hukum

itu akan terjadi dan dialami oleh anak atau cucu mereka oleh sebab itu orang

Baduy sangat takut sekali dengan yang namanya kesalahan yang akan

menimbulkan karma.
Dalam melakukan adat istiadat mereka setiap tahun untuk
melaksanakan acara yang disebut Kawalu yang memiliki arti tanda hendak

melaksanakan “panen’, pesta Kawalu ini terbagi atas 3 (tiga) kali yaitu :

I. Kawalu yang dimulai pada bulan kasa dimana padi sudah mulai merah

dan hampir di tunai (acara ini dilaksanakan dan dilangsungkan di

Kampung Cibeo).
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(III N.dil ) 1 1 ad ‘(\LlL.\

1 ai , T
di l\ampung Cikat panen (acara ini dilaksanakan

Katawarny),

. & I,

padi di lumt ah mengangkat dan menyimpan
= ]] ) I | ] .
ung (acara ip; dilaksanakan d; Kampung Cikeusik)

1 Cikeusik),

Waktu ungyk

l]]cl ol I3 .
elenggarakan ketiga acara Kawalu tersebut

yang telah ditentukan oleh Puun, pagi-pagi sekali

masyarakat Baduy sudah berkumpul untuk melaksanakan upacara adat yang

biasanya dilaksanakan dj “bale permusyawaratan” (tempat atau bale

pertemuan) yang telah dihiasi sedemikian rupa serta pakaian diganti dengan
yang sedikit bagus atau baru. Puun, Girang Serat dan masyarakat Baduy
berangkat ke sungai dengan jalan satu persatu ke belakang sambil membawa
hanjuang merah (tanaman yang berada disekeliling rumah dan di ladang),
ketika sampai di sungai mereka membuka pakaian dan melepas ikat kepala
yang dikenakan, kemudian hanjuang merah dicelupkan ke air dan

dipercikkaﬁ di atas kepala, setelah itu hanjuang merah dihanyutkan, dan

setelah itu seluruh masyarakat Baduy yang ikut ke sungai mandi, lalu

gisi ancak-ancak yang mereka bawa sebanyak 9 (sembilan) buah dan 1
men 5

(satu) ak di isi sajen (pinang, sirih sebanyak 20 (dua puluh) ikat, kapur
satu) anc

h 10 (sepuluh) bungkus) ancak-ancak tadi salah satunya yang berisi

ai pertemuan dan diterima oleh Girang

sajen dibawa oleh anak Puun ke bal
Baduy, cara membawanya sangat
ibagi ke masyarakat
Serat untuk dibagikan
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ey

lerntur wel
nekanll vy
YIUNE muly
! I
Wl dlawall ol wnmk tuun berdind yang paling
nethadap ke T

Wakiu mene

depan sambil e

”“Ill e
.Alll-.q vl
diberikan K heak (bambu yang disnyam dan dilsi sajen),
n Kepada ¢
welur |
o | uh manyarikug Baduy yang menghadiri acara tersebut
alu ’)Cl'gcwcr k
S C ulnrg .
v (dengan melangkah kesamping dan tidak boleh

berbalik badan), sesudah itu diik
diikuti oleh yang lain dan seterusnya sambil

berbaris dan setelah itu kaum perempuan mulai mendekati arena upacara

untuk makan bersama yang telah disiapkan akan tetapi sesajen yang telah
dibagikan tidak boleh dimakan di tempat tersebut harus dibawa pulang
terlebih dahulu dan setelah itu mereka membubarkan dirinya pulang ke
rumah masing-masing.’

Sebelum makan tidak berdoa terlebih dahulu tetapi langsung
mengambil nasi segenggam yang diletakkan di atas pelupuh (lantai teras
rumah atau bale) dan mereka baru berdoa dan menyembahnya, kemudian
nasi yang digenggam tadi diletakkan di ubun-ubun kepala, sesudah itu

barulah nasi tersebut dimakan dan pada saat itu mereka boleh makan pada

malam hari (kebiasaan mereka tidak boleh makan pada malam hari dan

keluar rumah pada malam hari). Kaum laki-laki biasanya tidak pulang ke

rumah melainkan berpantun sambil memetik kecapi sirih dan angklung

rmusyawaratan, pada tengah malam menjelang

saling bergantian di bale pe

e bale perrnusyawaratan hendak membawa

fajar menyingsing Puun datang k

bumi) yang akan diserahkan kepada kaum

hasil daripada huma serang (hasil
L ———

5 tbid, A.Yani, Him.73

5 1bid, A.Yani, Him.74
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, disebelah

kanan boneka diberi . _
iberikan kulit harimau dan sebelah kirinya diletakkan keong

n o, . .
udang dan kepiting, semua ity diletakkan dalam nampan yang diberi “tabir”

(orang Baduy menyebutkan tekek atau tokek) yaitu daun pisang yang
dibungkus dan diisi laksa dan jumlahnya sebanyak laki-laki yang sudah
beristri di kampung itu, lalu diselingkan dengan daun kangkung yang
berbentuk seperti orang-orangan, acara ini dilakukan sebelum 2 (dua) atau 3
(tiga) hari menjelang Kawalu, tabir boneka tersebut diarak ke dalam hutan
lalu diletakkan dan sebelum ditinggalkan Puun membaca mantra seperti ini :

“Pun pun pun ngaturkeun putri geulis lalanjar endah, parawan entang-
entangan, basana nyanda injingan kana mas gahghran ngaturkeun
noka cukul sing barang aturan menangan
k({susuguhan l.oronggen mang 8 barg e angka jauh Ka
sing barang bicara nyelep lalandep so;zgg g

balai. ‘ ' .
- bismilah bismilah bismilah memberikan gadis

a dengan memberikan atau mengasih untuk

an beberapa sesuatu barang yang bagus dan
tajem berbicaranya

(diartikan oleh Jamuri
cantik, perawan bahasanya sam

e 1 : ;

dijadikan sebagal persembahan :

selalu menang, barang yang berbicard denbgaln)
kedengaran sampal ke bale

ak-arak boneka tersebut adalah tanda bukti

Adapun maksud mengar
merahmati, setelah mengarak

elindungt dan

peda Bhatars. LONES aki-laki berkumpul kembali

gai dan kau

kemudian mandi kembali ke suf
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n), ak

dalam kehj
ehldupann eh
Ya  sehari-hari masyarakat Bad Dal
h uy Dalam

kesederhana
an dalam menjalan kehidupan antara |
ra lain :

1. Rumah m
asyarakat Baduy harus dib
L k lbuat menyerupai panggung
m untuk menghi i i
l | ghindari dari ancaman binatang buas pada
malam hari ataupun pada siang hari.
| 2. Memb i
/ uat rumah tidak boleh dipaku melainkan diikat dengan kulit

pohon yang sudah dikeringkan terlebih dahulu atau dengan kulit bambu.

3. Atap rumah terbuat dari daun kelapa yang sudah dianyam terlebih

dahulu.

4. Dinding rumah harus terbuat dari bambu yang sudah dianyam (bilik).

5. Tidak boleh memakan makanan yang diharamkan (anjing, babi, ular,

ang bertaring lainnya) dimaksudkan agar tubuh

kucing dan binatang ¥

mereka tidak bau yang kurang sedap-

ak boleh memakai alas kaki maksudnya agar peredaran

6. Berjalan kaki tid
etap menjadi segar dan te

rhindar dari

darah berjalan sehingga tubuh t

segala macam penyakit

aian dari hasil

menenun sendiri, tanpa adanya lubang dan

7 Cara berpak

kancing baju-
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16.
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Tidak dj
Iperbolehk
kan y
Wk menaik;
i1 roda o Wk menajk Kendaraan (laut, d
{ - , aar: are at
a 2 (dua) atay 4 (empat) irat, udara), baik

Dalan
1 Kurun
waktu 15 (i
S (lim

a bcl’] ,
as) tahun perkampungan mereka

pindah ke tempat |

ain asalkan tjd;
an tidak keluar dari batas kampung Baduy

Al l alas « C ’

Tidak diperbolehk
p lehkan berkelahi dan saling membunuh sesama manusia

dikarenakan
orang Baduy tidak suka dengan adanya permusuhan

sesama manusia.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus bercocok tanam
maksudnya mengelola tanah wilayah Baduy Dalam.

Masyarakat Baduy Dalam tidak diperbolehkan terekspos (film, foto)
maksudnya agar kehidupan orang Baduy tidak tersebar luas seperti

berdasarkan sifat dari orang Baduy itu sendiri.

Mandi tidak diperbolehkan memakai sabun karena dapat mencemarkan

lingkungan sekitarnya.

k boleh memakai odol (pasta gigi) karena dapat

Sikat gigi tida

rkan lingkungan sekitarnya.
t di

celana dalam layaknya masyaraka

mencema

Tidak diperbolehkan memakai

akan dapat menghambat pergerakan langkah

luar Baduy Dalam dikaren

kaki.
dipotong (panjang sebahu atau

mbut tidak boleh

Untuk laki-laki ra
g rambut melebihi lak

perempuan panjan i-laki karena
a orang Baduy Dalam.

sebagai ciri khas bahwa merek
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17. Tidak diperbolehkan untuk meminum minuman keras (

19.

20.

21.

22.

L

247

memabUkkan)

karena akan mengganggu kesehatan.

. Tidak diperbolehkan sekolah formal (membaca dan menulis) layaknya

masyarakat di luar, karena di dalam kehidupan yang diajarkan untuk
memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari (berladang), sekolahnya
hanya mencengarkan cerita dari orang yang lebih tua.

Tidak boleh makan pada malam hari.

Tidak boleh melihat tv.

Tidak boleh mendengarkan radio.

Dan lain sebagainya.

Tatacara Perkawinan

Dalam kehidupan individu maupun kolektif terdapat kekuatan-
kekutan alamiah yang menyebabkan tata stabilitas dan kekuatan-
kekuatan alamiah yang menyebabkan ketidakteraturan, konflik dan
gangguan, keseimbangan antara kekuatan itu dapat berbeda-beda pada
masa yang berbeda-beda. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan
bahwa setiap macam aspek itu mempunyai kaidah-kaidah dan di

dalamnya masing-masing golongan dapat pula diadakan pembedaan

antara 2 (dua) macam tata kaidah yaitu :

1. Golongan aspek pribadi yang meliputi :

a) Kaidah-kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup

pribadi atau kehidupan beriman (devout life).
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b) Kaidah-kaidah kesusilaan (sittlichkeit atau moral atau etika

dalam artj Sempit) yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau
kebersihan hati nurani dan akhlak (kehidupan dengan reweten).
2. Golongan aspek hidup antara pribadi yang meliputi :

a) Kaidah-kaidah sopan santun (sife) yang maksudnya adalah

untuk kesediaan hidup bersama (pleasant living together).

b) Kaidah-kaidah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup

bersama (peaceful living together).

Norma, kaidah dan tata aturan merupakan sub-sistem atau
komponen dari suatu sistem sosial yang disebut masyarakat, melalui
pendekatan kebudayaan dalam hal ini norma-norma dan nilai-nilai
merupakan wujud dari kebudayaan yang secara universal ditemukan
dalam tiap masyarakat.®

Pada umumnya perkawinan yang terjadi pada masyarakat Baduy
adalah antara saudara sepupu baik cross cousins maupun paralel
cousin. Calon pengantin pria harus selalu dari pihak kakek, tidak
boleh sebaliknya karena dianggap ngorakeun kolot yaitu memudahkan
yang tua dan tidak menjadi halangan apabila saudara tua kawin

dengan dua saudara muda, asalkan kakaknya mendapat kakaknya dan

adiknya mendapat adiknya.

Persoalan jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dapat diamati
ers

dari istilah yang dipakai seperti dulur (saudara) untuk menyebutkan
ari i

\

tu Pengantar Awal dan Prediksi Masq
" Soleman B Taneko, Hulg‘o?k:,izt (%Zﬁdung:gT.Eresco Bandung, 1987), Him.24.
Memlatang, Kata Pengantar Soerjono ’
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i ak ate d untllk
hubungan saudara dalam keluarga inti, sabah atau baray

intt ) 214N - ngeun

hubungan persaudaraan yang bukan keluarga inti, deungeun deung
: i ngan

atau rew baraya untuk orang yang tidak mempunyal hubung

persaudaraan,

Indonesia yang merupakan terdiri dari berbagai macam pulau
pastinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beraneka ragam
serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda hingga sampai

V terbentuknya Bhineka Tunggal Ika yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Pasal 10 Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa
tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya, dalam hal ini adat istiadat masing-masing daerah
masih menjunjung tinggi tatacara perkawinan, namun dengan
pengertian bahwa tatacara perkawinan berdasarkan agama dan

kepercayaan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan yang terjadi,

adapun syarat tatacara perkawinan berdasarkan Pasal 10 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 megatakan bahwa :

. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak
peéngumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat.

2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya itu.
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3. Dengan  mengindahkan tatacata  petkawinan menurut  masings

masing  hukum agama dan  kepercayaannya itn, perkawinan

dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 menjelaskan bahwa @
1. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan
Pasal 10 peraturan pemerintah ini kedua mempelai menandatangani
akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu

rJ

selanjutnya ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai
pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani

pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

3. Dengan penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah

tercatat secara resmi.

Bahwa masyarakat Baduy Dalam melaksanakan tatacara
perkawinan pihak masing-masing keluarga sudah terikat dengan
perjanjian yang telah disepakati untuk lebih mempererat persaudara
serta menjodohkan dalam satu ikatan perkawinan dan mempersiapkan
keperluan acara perkawinan yang dimulai dengan lamaran dengan
memberikan alat penginangan atau nginang berupa daun sirih, kapur
sirih, dan gambir, sekaligus memberitahukan maksud dan tujuan
keluarga mempelai kepada Puun untuk mendapatkan ijin dan doa
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festunya.  Lamaran kedua  dilakukan pihak mempelai laki-laki

memberikan tandy ikatan berupa cincin meneng yang terbuat dari baja
atau perak kepady calon mempelai wanita setelah proses lamaran
dilaksanakan maka melakukan proses “ngajadikeun” yaitu pihak
mempelai laki-lakj dengan membawa seperangkat alat dapur berupa
dulang, kipas, dandang, kuali dan lain sebagainya dibawa ke bale
Permusyawaratan untyk melaksanakan pernikahan yang dipimpin oleh
Puun dan Penghuly Adat, dihadapan orang tua atau wali dan
Mmasyarakat sebagai saksi pernikahan tersebut, dengan membacakan

syahadat antara lajp -2

Asyhadu Ala Ila Haillalla) Waasyhadu Ana Muhammad Rosul
Allah, Dat Kersq Allah, Akirihin Jati, Muhammad Ikut
Utusaning Allah
(Tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah,
meminta keridhoan Allah, saya serahkan diri saya sepenuhnya,
Muhammad mengikuti utusan Allah)

Selanjutnya  Puun membacakan doa sambil membakar

kemenyan dengan mengucapkan :'°

“Cupu Manik Tangkal Dada,
Tan Kumala Eusina Kumala Intan”
(Buah Dada Ini dibawa Kesini Seperti Intan)

Setelah Puun membacakan doa maka mempelaj laki-laki

menempelkan kepalanya dan memegang buah dada mempelai wanita

dengan mengucapkan :

“Malaikat Culuk Kawali Mulia Kersaning Allqh”
(Malaikat Mulia Seperti Air Mulia Rasanya Allah)

? uri pada tahun 2001 di Desa Grendeng, Baduy Luar,
Wawancara dengan Jamuri p _ _
' Wawancara dengan Puun tahun 2018 di Kampung Cibeo, Baduy Dalam
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11.

T ks smilah
Maka telah  mempelai  laki-laki mengucapkan  resm

sl 2 N T ] st 1 o bisa
perkawinan mereka mereka menjadi suami istri akan tetap! belum

3 . i ate in
tidur bersama layaknya suami istri akan tetapi suami atau penganti

laki-laki harus membantu orangtua istri membersihkan ladangnya

selama 3 malam, dan biasanya acara perkawinan tersebut dilaksanakan

pada bulan kalima dan kapitu.

Dasar Perkawinan.

Perkawinan menurut masyarakat Baduy Dalam merupakan tidak
semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan
wanita saja sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan
membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga
berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat
dari pihak suami dan istri. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya
ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan menunjang hubungan
kekerabatan yang rukun dan damai.

Dengan terjadi perkawinan maka diharapkan akan mendapatkan
keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat
menurut garis keturunan dari ke dua orang tuanya. Adanya silsilah
yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat

adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang

benar dan teratur.

Menurut masyarakat Baduy Dalam melaksanakan perkawinan

dengan bertujuan untuk memperbanyak keturunan dan membing
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rumah tan
angga ya ¢
yang kekal dan dirido’i Tuhan. Ke
Ak nperiug. an. Keturunan yang banyak
188 Kketuruna
an de H
sergnln v & n dapat memelihara keutuhan sertd
ang ba H T
N hagia, selain itu mereka mewujudkan perkawinan
ar mereka
an
) yang sudah menikah mendapatkan hak-hak dan
cewajibannya
sebagai :
gaimana yang dimiliki oleh orang tuanya seperti
mencari nafkah
, mempunyai keturunan, mendidik anak dan lain
sebagainya, de
, dengan demikian i
d ian ia telah memperoleh status yang sama
engan orang tua yang lainya.
Dengan adan i
2 ot a
ya perkawinan antara laki-laki dan wanita nantinya
akan memperoleh ki
. .
tenangan hidup dan kematangan dalam berfikir

sert
a dengan adanya perkawinan mereka  akan memikul

tanggungjawab yang lebih berat dibandingkan mereka sebelum

menikah."!

Perkawinan dalam masyarakat Samin merupakan perwujudan

dari kata sepakat dari kedua belah pihak, terutama kata sepakat atau

persetujuan suka rela dari calon pengantin, prinsip suka rela

at penting karena perkawinan tidak

persoalan yang teram
dak ada kerelaan dari kedua calon

, akan pernah terwujud jika ti
perkawinan segera akan di selenggarakan

pengantin, dengan kata Jain

merupakan

apabila calon pengantin tersebut secard suka rela telah menyatakan
aling mencintai (phada demene), akan tetapi

enyenangi atau S
n dengan Kata-kata saja bagi

atau menyataka

saling m

dengan mengutarakan

al 25 Juni 2001, Kampung Cikeusik

. 10,00 Wib, Tang

11 yawancarad dengan 1dong ja

Baduy Dalam
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masyarakat Samj
dn1l £
n belum memenuhi syarat bagi suatu perkawinan

kecuali apabila ne
pabila Pernyataan tersebut dapat diwujudkan terlebih dahulu

dalam bentuk
‘ uk “
Yang nyata “dengan melakukan hubungan sexsual

terlebil " '
ebin dahulu”. Kebiasaan ini merupakan ciri khas di dalam

perkawinan masyarakat Samin, berhubungan kelamin antara calon

suami istri (ngerukuni) sebelum pernikahan secara sah bagi

masyarakat Samin merupakan kewajiban kedua calon pengantin

tersebut sebelum memasuki jenjang perkawinan, kewajiban tersebut

merupakan memiliki akibat ganda yaitu :

1) Merupakan suatu pernyataan kesukarelaan kedua belah pihak
dimana keduanya secara sungguh-sungguh telah memilih pasangan

yang tepat sehingga nantinya tidak ada penyesalan di kemudian

hari.

2) Perbuatan tersebut merupakan tradisi yang seakan-akan merupakan

sebuah isyarat bahwa impoten merupakan halangan berat untuk

melakukan perkawinan.
Bagi masyarakat Samin apabila melakukan perbuatan seksual

sebelum pernikahan dengan calon pengantin tidak diartikan sebuah

ebab masih dalam lingkaran syarat untuk terjadinya suatu
ans

perzinah
n setelah dilakukan peminangan.

perkawinan dan dilakuka

I11. Syarat-Syarat Perkawinan.

inan dengan mel

akukan peminangan terlebih dahulu

Perkaw
lakukan oleh kebudayaan

i im di
adalah bentuk perkawinan yang lazl
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masyarakat Indonesia yang sesuai dengan norma dan agama yang
mereka anut masing-masing, perkawinan masyarakat Baduy Dalam di
lihat dari sudut pandang didasari oleh keinginan kedua calon
mempelai untuk sepakat untuk melangsungkan pernikahan, kedua
calon pengantin pastinya akan membicarakan kepada kedua orang tua
mereka masing-masing niat melakukan perkawinan, yang nantinya
diteruskan orang tua akan mengadakan pertemuan untuk
membicarakan kepada Puun, disini Puun berperan penting untuk
menentukan tanggal dan hari pernikahan.

Untuk melangsungkan perkawinan di masyarakat Baduy Dalam
tidak terdapat batasan umur suatu pernikahan asalkan sudah dapat
membantu kedua orang tuanya di ladang dan ditandakan dengan aqil
balig (mimpi basah pada waktu tidur) itulah yang menjadi patokan
sudah dewasanya seseorang buat laki-laki dan perempuan ditandakan
dengan menstruasi, akan tetapi penulis dapat melihat dan
memperkirakan batasan umur perkawinan laki-laki mencapai 16 tahun
dan wanita 14 tahun, walaupun kebanyakan masyarakat Baduy Dalam
melangsungkan perkawinan dijodohkan oleh orang tuanya.

Dalam hal apabila orang tua calon pengantin laki-laki sudah
maka calon pengantin laki-laki harus meminta ijin

meninggal dunia

t jatnya untuk melangsungkan pernikahan kepada saudara
atas niatny

kand orang tua laki-laki atau kerabat yang mempunyai hubungan
andung

h. Untuk calon pengantin wanita apabila orang tuanya sudah
darah. Un
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meninggal duni
a maka akan meminta ijin atas niatnya kepada saudara
kandung laki-lakj
aki dan saydara kandung laki-laki dari orang tua (ayah)
yang mem i
punyai hubungan sedarah untuk membicarakan niat dari

calon pe i
Pengantin kepada Puun untuk menentukan tanggal dan hari

pernikahan.

Dalam hal larangan perkawinan bagi seluruh masyarakat Baduy
Dalam maupun Baduy Luar antara lain yaitu :

1. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan yang mempunyai

garis keturunan sedarah (kakak kandung dengan adik kandung)

2. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan saudara, keponakan,
baik itu menarik garis keturunan ayah atau ibu.

3. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan sesusuan.

4. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan ayah tiri, anak tiri dan

mertua.

5. Dilarang melangsungkan perkawinan mempunyai hubungan yang

menurut Puun di larang.

Walaupun pada umumnya masyarakat Baduy Dalam dan Luar

mereka melangsungkan pernikahan pada umur yang sangat muda akan

i orang dewasa, dikarenakan

tetapi cara berfikirnya sudah sepert

masalah perkawinan dan penulis juga melihat

dapatkan di dalam

ikiran masyarakat Baduy Dalam berfikir masalah
pemiK

bahwa di dalam ‘ i
tuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

berladang yang bergund un
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serta karena haa ‘ a
kesederhanaan dan sedikit menutup diri maka masyarakat
Baduy Dalam i iri
y Dalam itu sendiri mereka menjadi tertinggal dari masyarakat

luar, ‘ _
akan tetapi orang Baduy lebih cepat dewasa karena orang Baduy

belajar dari alam (sekolah alam).

Dalam hal masyarakat Baduy Dalam menjalankan kehidupan
perkawinannya tidak mengenal istilah perceraian karena talaq dan
perceraian putusnya pengadilan yang ada perceraian karena kematian.
Perceraian karena kematian dimaksudkan menurut Puun Kampung
Cibeo dalam menjalankan kehidupan perkawinan  hanya
diperbolehkan menikah sekali dalam seumur hidup karena sangat
sayang dan cintanya terhadap pasangannya dalam menjalankan
kehidupan di dunia.

Pencegahan Perkawinan.

Dalam hal pencegahan perkawinan masyarakat Baduy Dalam

tidak mengenal dengan adanya pencegahan perkawinan dikarenakan

perkawinan mereka di dasari oleh suka sama suka dan sudah

mendapat restu dari orang tua dan kerabatnya serta orang Baduy

Dalam mengenal perkawinannya hanya sekali dalam seumur hidup,

orang tua dan kerabat hanya menghantarkan calon pengantin ke dalam

kehidupan yang bahagia serta kekal dikemudian hari.

Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Dalam hal mengurus rumah tangga dalam masyarakat Baduy
a

dimulai dari urusan rumah, mendidikan anak,

saling bekerja sama,
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memberi nafkah sampai dengan ladang, semuanya dipikul dan
dikerjakan bersama-sama, kedudukan suami istri dalam keluarga dan
di tengah masyarakat mempunyai kedudukan yang seimbang, suami
istri berhak saling bekerjasama menghidupi keluarga, suami sebagai

kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Kebiasaan pada masyarakat Baduy Dalam setelah melakukan
pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua baik itu orang tua
laki-laki atau orang tua wanita, setelah itu nantinya diberikan tempat
oleh Puun di kampung untuk membuat rumah dan di luar kampung

untuk berladang asalkan tanah tersebut masih wilayah adat Baduy

Dalam.
Dalam masyarakat Baduy Dalam suami istri hukumnya wajib
saling mencintai dan hormat menghormati serta mengurus rumah

tangganya bersama-sama serta mengurus anak-anak mereka.

Suami berkewajiban melindungi istri dan anak mereka

keperluan kehidupan seperti sandang pangan semampunya dalam arti

sempit dan dalam arti luas melindungi warga masyarakat dan tanah

adat Baduy Dalam sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Puun

dan negara Istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik
an n :

i i kan buat keluarga, menenun benang
mungkin sepertl menyiapkan ma

untuk di jadi baju dan lain sebagainya-.
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V1. Harta Benda Dalam Perkawinan

Mas arake ,
syarakat Baduy Dalam hal harta yang di dapat dari hasil

perkawinan i A
I an itu adalah milik bersama, tidak mau membeda-bedakan

antara ini harta milik suami atau ini harta milik istri, semua harta milik
bersama, biasanya harta yang dimiliki oleh orang Baduy Dalam dapat
berupa tumbuhan yang menghasilkan seperti pohon duren, pohon pete,
pohon kelapa dan lain-lainnya yang ditanam sendiri, yang semua itu

dapat menghasilkan sesuatu untuk keperluan hidup.

VII. Putusnya Perkawinan.

( Dalam hal putusnya perkawinan masyarakat Baduy Dalam
mengenal putusnya perkawinan hanya karena kematian, karena
menurut pendapat masyarakat Baduy Dalam di dunia ini yang dapat
memisahkan mereka antara suami istri hanya kematian dan oleh

karena nya orang Baduy Dalam melaksanakan perkawinan hanya

sekali dalam seumur hidup.

Akibat putusnya perkawinan tersebut akan menimbulkan

terhadap bapak atau ibu yang ditinggalkan berkewajiban memelihara

dan mendidik anak-anaknya baik di kampung maupun di ladang agar

tetap bisa mempertahankan kehidupannya.

VIII. Kedudukan Anak.

kedudukan anak sah masyarakat Baduy Dalam

Dalam hal

bahwa anak Yans dilahirkan setelah adanya
a ba

Baduy Dalam akan menjaga dan

memandangny

i orang
perkawinan yané sah,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

242

menjunjung tinggi etika dan moral mereka, perbuatan yang sekiranya
akan dilakukan mengganggu kehidupannya tidak akan pernah di jalan
atau dilakukan karena sifat orang Baduy Dalam yang pemalu.

Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak.

Dalam hal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak
memelihara dan memberikan nafkah sebaik-baiknya, anak juga harus
menghormati dan mentaati kedua orang tuanya, begitu pula sebaliknya
jika orang tua mereka sudah tua dan anak tumbuh menjadi dewasa
menjaga dan memelihara kedua orang tuanya.

Kearifan Lokal Dalam Perkawinan Adat Di Indonesia.

Pada dasarnya orang yang akan melakukan perkawinan adalah baik
karena masing-masing akan mempunyai keinginan memperoleh keturunan,
perkawinan merupakan anugrah dari sang penguasa yaitu Tuhan Yang Maha
Esa, karena bangsa ini terdiri dari bermacam-macam adat istiadat dan
beribu-ribu pulau sehingga akan membentuk karakter atau ciri sebuah
bangsa itu sendiri sehingga sampai disebut Bangsa Indonesia. Perkawinan

adat merupakan salah satu sebuah ciri budaya yang beraturan mengikuti

perkembangan kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat.

Tata tertib dan aturan yang diterapkan atau dijalani dalam perkawinan

dah ada sejak kehidupan bermasyarakat itu terbentuk, aturan tata tertib ini
sudah ada se

terus berkembang maju di dalam masyarakat dari jaman kuno sampai jaman
erus berkemba

: di-sendi dan aturan-aturan dalam
. 42k meninggal sen
sekarang akan tetapl tida
am perkawinan disini di atur

: -aturan dal
perkawinan. Sendi-sendi dan aturan-atu
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mulai dari pertunangan sampai dengan meninggal dunia. Seseorang yang
akan melakukan perkawinan akan melewati proses perkawinan yang telah
ditentukan oleh adatnya masing-masing, sehingga setiap perkawinan tidak
akan meninggalkan kebiasaan adat perkawinannya.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku dalam suatu
masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan
lingkungan dimana masyarakat tersebut berada serta pergaulan
masyarakatnya. Selain dipengaruhi oleh budaya juga akan dipengaruhi oleh

oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama yang dianut oleh

masyarakat tersebut, seperti halnya dalam masyarakat bangsa Indonesia
bahwasanya perkawinan itu dapat di pengaruhi pula oleh adat dan ajaran

agama serta kepercayaannya mereka masing-masing.

Jadi walaupun bangsa Indonesia telah mempunyai dan kKini telah
memiliki hukum perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 sebagai aturan pokok, namun dikalangan masyarakat Indonesia

masih tetap berlaku hukum adat dan tatacara perkawinan yang berbeda-

beda, hukum perkawinan nasional yang bersifat universal dapat dikatakan

telah menampung semua sendi-sendi hukum memberikan landasan hukum

perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai

onesia yang berbeda-beda dari agama, adat istiadat,

W golongan masyarakat Ind

budaya, kepercayaan dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa bangsa [ndonesia telah mempunyai hukum perkawinan yang

berdasarkan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta
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Bhenika Tunggal Ika tetap sebagai pembeda yang masih kuat pengaruhnya
di tengah masyarakat sebagai pertemuan dalam ikatan perkawinan yang
salah satu pihak tetap mempertahankan pegangan hidup atau tradisi maka
adakalanya dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian perselisihan
bahkan dapat menimbulkan terganggunya kerukunan hidup berumah tangga.
Dalam masyarakat Samin perkawinan adat dikenal dengan
perkawinan meminang (aanzoekhuwelijk) dan ini merupakan salah satu
bentuk atau cara perkawinan yang dikenal, masyarakat Samin tidak
/ mengenal bentuk perkawinan seperti yang ada di daerah lain seperti kawin
lari dan lain sebagainya, pada umumnya perkawinan dalam masyarakat
Samin berarti telah tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak antara
keluarga laki dan wanita.
Tentang tata cara meminang dapat dilakukan oleh pihak laki-laki yang
h orang tua, keluarga dan sesepuh kepada pihak wanita yang

diwakili ole

dipilihnya (acara ini disebut nakokake). Pada dasarnya tidak ada keharusan

tatacara perkawinan bagi calon pengantin untuk membawa sesuatu untuk

melakukan peminangan, peminangan biasanya dilakukan singkat tanpa

menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang muluk-muluk.

Pada prinsipnya tata cara perkawinan semuanya diserahkan kepada

g mengatur asalkan “adem tentrem » dikarenakan masyarakat

orang tua yan
Samin tidak pernah membedakan masing-masing antara suami atau istri
sebagai akibat dari perkawinan yang akan menjadi sebuah keluarga, yang
arakat Samin merupakan lingkungan

perlu ditekankan bahwa masy
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kekerabatan dan bukan merupakan masyarakat hukum, maka perkawinan
bagi masyarakat Samin adalah proses menekankan pada silsilahnya sendiri
untuk dimasa yang akan datang bukan keluarga yang termasuk kekerabatan
dan dalam perkawinan masyarakat Samin tersebut bersifat parental yang
artinya memiliki kedudukan yang sama antara suami istri, oleh karena itu
perkawinan dalam masyarakat Samin adalah urusan keluarga (orang tua)
sekaligus merupakan urusan pribadi secara bersama-sama, urusan pribadi
disini dalam hal memilih Jodoh, tatacara perkawinan, acara pernikahan

sampai dengan dimana para calon suami istri tersebut akan bertempat

tinggal untuk menentukan hidupnya (uripe).

Jika orang tua telah meninggal dunia tatacara perkawinan atau
peminangan (nakokake) dilakukan oleh wali yang lain seperti anggota
kerabat dekat menurut garis parental, dan peminangan ini telah diterima
apabila pihak keluarga wanita telah mendapat persetujuan dari calon
pengantin wanita (anaknya). Ada kalanya peminangan telah disetujui oleh
orang tua dari wanita akan tetapi anaknya sendiri belum mampu
mengeluarkan kehendaknya karena masih kelihatan kanak-kanak atau belum

dewasa hal ini berarti bagi calon pengantin laki-laki harus melalui masa

tunggy sampai calon pengantin wanita tersebut dianggap dewasa dan

bersedia dikawinkan.
Harmonisasi menurut bahasa Indonesia yang bérdtgL penghaembdisan

dan upaya mencari keselarasan, secara onfologis (oabani mECSE R Yo

berhUbungan dengan hakikat hidup), dimana kajian harmonisasi hukum ini
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dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia

hukum, terdapat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang serta ditaati,
diakui sampai dengan menjadi hukum tidak tertulis.

Harmonisasi berarti pemnyataan rasa, aksi, gagasan, minat,
keselarasan, keserasian, dalam teori harmonisasi hukum diartikan sebagai
upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud
kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum. Harmonisasi
hukum sebagai suatu proses pembentukan perundang-undangan, mengatasi

hal hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di
dalam peraturan perundang-undangan, schingga terbentuk peraturan
perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi,
seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas. Penerapan peraturan
perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu
dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsckuensi terjadinya

disharmoni hukum.

Apa yang terkandung di dalam tata cara perkawinan masyarakat

Baduy Dalam dan masyarakat Samin bahwa terlihat suatu gagasan atau ide

yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, sederhana, yang tertanam dan

diikuti oleh anggota masyarakatnya schingga menimbulkan kearifan sebagai
keunggulan budaya masyarakat setempat yang secara patut dan terus
menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bemilai lokal akan tetapi

makna yang terkandung didalamnya sangat universal,
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nilai-nilaj v
yang tumb
uh dan hcrkcmlmng di tengah masyarakat Indonesia

. [t <
E

produk hukum vane _
yang harus ditegakkan secara tegas dan lugas, tetapi juga

harus bermanusiawi berdasarkan asas keadilan.

Dasar dari arti perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.l
Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 di atur tentang keabsahan suatu
perkawinan yaitu ayat | mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan

ayat 2 mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

yang berlaku. Dalam kaca mata Kompilasi Hukum

perundang-undangan

asal 5 ayat 1 mengatakan agar terjamin ketertiban

Islam (KHI) dalam P
arakat [slam setiap perkawinan harus dicatat, ayat 2

perkawinan bagi masy
akukan oleh Pegawai

mengatakan perkawinan tersebut pada ayat | dil
na di atur dalam Undang-Undang No.22 Tahun

Pencatat Nikah sebagaima
an Pasal 6 ayat | mengatakan

1946 Jo. Undang-Undang No.32 tahun 1954 d
perkawinan harus dilangsungkan di hadapan

untuk memenuhi pasal 5 setiap
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dan di baw
perkawinan\a;hanieng.awasan Pegawai Pencatat Nikah, ayat 2 mengatakan
. - b dilakukan g; luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
Yai kekuatap hukum,
Perkawj
o, :\man Merupakan bagian dari budaya yang dimiliki oleh bangsa
R Ng merupakan bagian dari hukum yang tidak tertulis, sehingga
e “baglan - hukum ini  harys mendapatkan perlindungan dan
ny
penyeragaman atay Penyatuan hukum untuk keberlakuannya bagi seluruh
bangsa di suaty Wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara
tersebut. Hukum dapat digolongkan atau diklasifikasikan dalam berbagai
macam diantaranya berdasarkan sumbernya seperti :
1. Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan, contohnya Undang-undang Pemilu.

2. Adat dan kebiasaan yaitu hukum yang diambil dari peraturan adat dan

kebiasaan, contonya hukum adat dan kebiasaan Baduy.

Yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, contohnya putusan, KUHP.

Traktat yaitu hukum yang timbul karena perjanjian internasional,

contohnya hukum batas negara.

5. Doktrin yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum.
hwa dasar suatu perkawinan dapat dilihat dalam

Dari uraian di atas ba
dak terwujud sudah tergambar dari sumber

bentuk berwujud maupun ti
pat di pengaruhi oleh agama, kepercayaan,

hukum itu berasal sehingga da

daerah, dan lain sebagainya.
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B

alam hal «
al sy ‘
yarat perkawinan adat !
itudi d mengatut bahwasannya perkawinan
dasan oleh pe
oleh persetujuan kedua cal
o a calon mrmP"lM dan harus e m’;l[ulhm
dan hedug
dua orang tua aan wal, ud
. ali, idak ada batasan umur perkawinan
akan tetapi vy
: yang biasanyg
-“l_\-l ('l'(""’lﬂ ('(."an ,nnnpl, sicdabi mertruant,
sanggup bertangg
gRungiawab, bekerja, dan lain sebagainya
AT ye
Hukum
adat melarg
larang untuk membujang atau tidak kawin karena
tidak scjalan deng:
s¢) engan atny: |
gan kodratnya dan naluri scbagai manusia yang normal.
karena perkawi |
, inan i iliki s
tu memiliki syarat akan nilai-nilai dan bertujuan

mewujudkan kehi i
judkan kehidupan untuk membina berumah tangga serta melanjutkan

saris keturu Z
g nannya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengena

syarat dan rukun perkawinan adat seperti :
I. Adatnya calon pengantin laki-laki.

2. Adanya calon pengantin wanita.

3. Adanya wali nikah (orang tua atau wali)

4. Adanya saksi nikah (masyarakat adat sebagai saksi)

5. Adanya sahadat atau ijab qobul (ajaran menurut kepercayaannya

masing-masing)
tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam Undang-Undang No.l

mengatur pula syarat-syaral perkawinan seperti :
. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Melangsungkan pcrkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua
s mendapat ijin kedua orang tua.

puluh satu) tahun haru
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3. Dalam h
al salah .
i Seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
alam keadaap, ¢
s idak Mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang
Imaksud cukyp g
P diperoleh darj orang tua yang masih hidup atau dari

orang tua yg
yang mampy Mmenyatakan kehendaknya.

4. Dala
mamm hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
. Pu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali,
d ?ng yang memelihara atay keluarga yang mempunyai hubungan darah
alam garis keturypap lurus ke atas selama mereka masih hidup dan
dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara
mereka lebih menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau
permintaan orang tersebut dapat memberi ijin setelah lebih dahulu
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang

bersangkutan tidak menentukan lain.
Di dalam syarat perkawinan adat juga terdapat larangan perkawinan
au suami, hubungan saudara

seperti hubungan darah, hubungan bekas istri at

dekat dan lain sebagainya.
nan pada masyarakat Baduy Dalam dan

Pencegahan perkawi
gahan dalam suatu

a suatu tindakan pence

masyarakat Samin terlihat tidak ad
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perkawinan dikare
dikarenakan Perkawing
N mereka dj
1 d

suka serta tidak a4 asarkan pada suka sama

a paksaga i
n dari pihak
art pihak mana, orang tua atau wali hany
a

merestui anaknya me|

akukan g i
uatu perkawinan, karena inj menyangkut

tentang keturunan meraka di m

asa yang akan datang dan ini merupakan

tanda-tanda alam;
ami f Lehs
ah bagi kehidupan manusia, dalam perkawinan adat pun

diberikan da :
an H . .
Menjunjung  tinggi toleransi, merupakan istilah yang

diounakan R
= dalam  kehidupan sehari-hari sebagai sikap tanduk saling

mengharoai
ghargai, memperkenankan, memperbolehkan, membiarkan pendirian
sendiri <

I untuk berpendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan
dan lain sebagainya atau yang bertentangan dengan diri sendiri. Toleransi

dapat diartikan dari beberapa bahasa seperti : bahasa Indonesia “toleransi”

yang berarti sebagai sifat atau sikap, bahasa Inggris “tolerance” yang berarti
membiarkan, pada intinya bahwa toleransi merupakan suatu sifat yang

selalu menghargai dan harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk

negara yang pluralisme seperti di Indonesia.
Konsep toleransi merupakan sikap yang paling sederhana akan tetapi

mempunyai dampak positif yang luar biasa bagi khususnya masyarakat

dan umumnya negara, tidak terlihat bahwa sikap toleransi dapat

menyebabkan konflik, dan dalam pelaksanaannya harus didasari bahwa

bertoleransi terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip

dan menghormati pendapat orang lain, dalam toleransi terlihat atau

W tergambar bahwasannya :

a) Kedamaian.
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b) Terbuka dan berbaur pada perbedaan yang ada.

¢) Saling menghargai baik itu individu atau golongan melalui pengertian

d) Menghargai perbedaan pendapat baik itu individu maupun golongan
seperti perbedaan adat istiadat, agama, kebiasaan dan lain sebagainya.
Unsur toleransi dapat ditekankan dalam memberikan contoh terhadap

orang lain seperti :

a) Memberikan kebebasan dan kemerdekaan, artinya setiap warga negara
diberikan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaanya
masing-masing. Kebebasan ini diberikan dan dilindungi oleh negara
semenjak dari lahir sampai dengan meninggal dunia schingga
kebebasan yang dimiliki oleh oleh warga negara tidak dapat
digantikan oleh siapapun karena kebebasan itu datangnya dari Tuhan

dan negara melindungi kebebasan tersebut sesuai dengan Pancasila

dan UUD 1945.

b) Mengakui hak setiap orang, suatu sikap terpuji yang mengakui hak

setiap warga negara di dalam menentukan sikap perilaku, sehingga

sikap tersebut tidak melanggar haknya orang lain.

¢) Menghormati setiap keyakinan orang lain, dalam hal ini diberlakukan
bagi toleransi antar agama, seperti halnya di Indonesia yang memiliki
bermacam-macam agama dan kepercayaan yang harus saling menjaga
kenyakinannya sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika.
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d)  Salin

v Q |I\C|mc|~|' '
- . |\ : \ } N

whinya: menghormati dan tidak saling membenci

Sesama ma 2
) anusia, )
Apa yang  diperbuat orang lain kita saling

menghargai.
Dari urai
. un tersebut dikatak
ebut dikatakan bahwa syarat perkawian dipandang dari

\) ) (L1 N lb(‘ "IN H akK iif y S, senin !;a

syarat perkawinan dan pence
{ dan pencegahan memberikan batasan yang jelas dan tidak

merugikan kepada masvarak: .
gikan kepada masyarakat adat, Justru adat diberikan kewenangan untuk

mengaturnya.

Dalam hal hak dan kewajiban suami istri, di dalam suatu perkawinan
sebagai akibat dari perbuatan hukum antara suami istri untuk merealisasikan
sebagai manusia yang taat akan adat, agama, dan kepercayaannya, karena
perkawinan adalah perbuatan yang mulia yakni membina keluarga bahagia,
kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh karenanya

perlu diatur hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi seperti dijelaskan

di atas bawah hukum adat memandang kedudukan seorang suami istri

adalah sama, tidak membedakan antara suami istri mana yang lebih tinggi

atau rendah, harus saling mengasihi dan menyayangi karena tujuan dari

perkawinan membentuk keluarga dan mempunyal keturunan sesuai dengan

ajaran mereka masing-masing, seperti dalam pepatah :
ipi inooi sama di jinjing
“Berat sama dipikul, tinggt 54 njing
artinya segala pekerjaan yang berat kala.u dlk(’?;l]akan
bersama-sama maka akan terasa ringan

Ketika sudah menjadi pasangan suami istri harus saling menjaga
u
reka, dikarenakan apabila keluarga

kehormatan keluarga dan harta benda me€
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sudah mempunyai itu semua maka kehidupan berumah tangga akan hidup
tenang sesuai keinginan mereka masing-masing.

Apabila dikaitkan dengan Teori Socrates tentang “Hukum sebagai
Tatanan Kebajikan" mengatakan sesuai dengan hakekat manusia maka
hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan
kebajikan keadilan bagi umum, hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk
melanggengkan nafsu yang kuat orang kuat, bukan pula aturan untuk
memenuhi naluri diri, hukum sejatinya adalah tatanan obyektif untuk
mencapai kebajikan dan keadilan umum, dan mempunyai tujuan hidup
manusia mencapai kebahagian (eudaimonia), bahwasannya hak dan
kewajiban suami istri tersebut ketika melangsungkan pernikahan tergantung
kepada tujuan hidupnya akan dibawa kearah seperti apa, kebiasaan
masyarakat adat di Indonesia masih berpegang teguh kepada adatnya,
apabila itu semua dapat dijalankan maka tujuan hidupnya akan tercapai.

Dalam hal harta benda dalam perkawinan, kebiasaan dalam
masyarakat adat harta yang di miliki sebelum dan sesudah melangsungkan

perkawinan merupakan harta bersama yang semua itu akan dipergunakan

untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga, masyarakat adat tidak

membedakan atau memisahkan mana harta yang dibawa oleh suami mana

yang dibawa oleh istri semua menjadi satu untuk kepentingan bersama.

Dalam pandangan pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum

negara di satu sisi dan hukum rakyat di sisi yang lain, hukum rakyat dalam

hal ini adalah hukum yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara seperti
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hukum adat, kebiawaan-kebiasaan atan kesepakatan dan konvensi sosial
ammva vang G

lainya yang dipandang mengikat sebagai hukum, pandangan pluralisme
hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang beranckaragam wCLard

bersama-sama  mengatur suatu bidang  hehidupan  atau perkara, hag!

kebanvakan sanjana hukum kenyataannya adanya sstem hukum lain di
camping  hukum  negara vang  masih wlit diterima, padahal dalam
kenvataannya schari-hari tidak dapat dipungkiri adanya sistem hukum lain
di luar negara hukum (state law), melalui pandangan pluralisme hukum
dapat dilihat semua sistem hukum berjalan bersama-sama di dalam

menjalankan sistem hukum di tengah masyarakat artinya masyarakat dapat

memilih aturan hukum yang akan dipakai dari beberapa aturan hukum yang

ada untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Menurut pandangan Griffiths ada 2 (dua) macam pluralisme hukum
vaitu : Pertama, pluralisme itu lemah karena ada bentuk lain dari
sentralisme hukum yang mengakui adanya pluralisme hukum tetapi tetap
berpegang kepada hukum negara contohya meskipun mengakui adanya
keanekaragaman sistem hukum yang ada, tetapi masih menekankan adanya
perientangan antara apa Yang disebut manicipil law (disiplin  hukum)
sebagai sistem hukum yang dominan (hukum negara) dengan servient law
(pelayan hukum) seperti kebiasaan dan hukum agama. Kedua, pluralisme

hukum yang kuat, yang merupakan produk dari para ilmuan sosial, yang

menggunakan pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan

tatanan hukum yang terdapat di semud kelompok sosial masyarakat, sistem
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hukum vyang .
yang ada (hpumlnnu sama kmlmluk'nmy'l
L a,

semua hukum itu dapat
tumbuh, lvcrkcmlmnp

dan Lchcrluku:umyu di masyarakat

serta tidak ada
Jaminan bahw

a Kedudukan hukum yang

“atu dapat dipandang rendah atau
tinggi dari pada hukum yang

lain,

Dalam hal putusnya perkawinan masyarak

at adat, hanya mengenal
putusnya perkawinan k

arena kematian dikarenakan tujuan hidup mereka
membentuk rumah tangga jadi tidak ada putusnya perkawinan karena

perceraian dan atas keputusan pengadilan,

Kebiasaan dalam masyarakat adat Baduy Dalam dan Samin, mereka

tidak diperkenankan untuk melakukan zina, mabuk, berjudi dan lain
sebagainya yang dapat merusak badan dan sendi-sendi dalam berumah
tangga maupun berkehidupan, mereka lebih mementingkan kesehatan dari
pada merusak baik itu badan maupun rumah tangga terlebih lingkungan
masyarakat.
Dalam hal kedudukan anak, anak merupakan anugrah dari sang
pencipta yang mempunyai silsilah atau riwayat anak yang merupakan dasar
untuk menunjukkan adanya hubungan keturunan dari ayah-nya. Di

- i y b-h

d i "batk'\ﬂ ketentuan

* \ d( ta
] k un berbeda bcda Scpelti hllkl"[l lSlan\, hll‘\um per
ukUl]] ya"g ber aKku p a

idak tertulis, serta masing-masing hukum

dan hukum adat sebagal hukum t
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tersebut selain mempunyai persamaan Jjuga memiliki perbedaan yang sangat
signifikan terutama dalam berkaitan dengan segi-segi etika dan moral.
Dalam hukum adat melihat bahwa kedudukan anak merupakan suatu
anugrah yang mereka harus jaga dan lindungi akan tetapi hukum adat
melihat bahwa anak sap merupakan anak yang dilahirkan dari hasil
perkawinan yang sah berdasarkan agama dan kepercayaannya, masyarakat
tidak mengenal adanya anak tidak sah atau anak yang lahir diluar sebelum
pernikahan atau yang lebih ekstrim lagi disebut sebagai anak haram, karena

masyarakat  adat meémpunyai etika dan moral artinya sebelum

melangsungkan pernikahan mereka tidak akan mau melakukan perbuatan

zina karena akan melanggar adat, norma dan etika, berbeda dengan adat

masyarakat Samin mereka sebelum melakukan pernikahan akan melakukan
perbuatan campur layaknya suami istri dan itu dibenarkan oleh adat yang
merupakan bagian dari pada acara perkawinan jadi diperbolehkan.

Dalam hal hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, menurut
hukum adat bukan saja kedua orang tua yang wajib memelihara dan
mendidik anak mereka sebaik-baiknya, akan tetapi juga saudara ayah dan

ibu, menurut hukum adat kewajiban memelihara dan mendidik anak tidak

berakhir sampai anak kawin dan dapat berdiri sendiri, sepanjang anak masih
memerlukan dan sejauh kemampuan dari kedua orang tuanya. Dasarnya
bukan saja hukum adat akan tetapi kewajiban moral untuk mendidik anak.

Sebaliknya anak bukan saja wajib menghormati orang tua, mentaati

perintah atau kehendaknya yang baik, akan tetapi wajib menghormati
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kepada para saudara orang tua yang lebih tua, baik tua umur atau tua
kedudukannya dalam adat. Hubungan kekerabatan yang menyangkut
kehidupan anak pada kenyataannya tidak terbatas pada pertalian darah atau
pertalian adat tetapi pada pertalian budi.

Apabila kita melihat dari kaca mata kearifan lokal berasal dari dua
kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local) secara umum berarti local
wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan
setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik,
yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal
terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun

kondisi geografi dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan budaya masa

lalu yang secara patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup,

meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat

universal dan abadi.

Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi,

perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan

manusia. Berkaitan dengan kewajiban orang tua kepada anak dan bahkan

sebaliknya merupakan hal yang harus dilakukan karena orang tua adalah

wakil Tuhan yang nyata di muka bumi ini, keseimbangan dalam rumah

tangga salah satunya tergantung kepada orang tua untuk mendidik anaknya

dan anaknya dapat menghargai orang tuanya sebagai wakil Tuhan yang

nyata.
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Jauh sebelum bangsa Indonesia ini merdeka, bangsa Indonesia
mcrupal?an bangsa yang prulalisme karena masyarakat-nya terdiri dari
berbagai macam suku, agama, budaya, bahasa dan adat istiadat yang
berbeda-beda  dimana masyarakatnya telsh mempunyai dan memiliki
pranatanya masing-masing yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan
ciri dan karakteristik masyarakat itu sendiri serta telah menjadi perehat
ikatan sebuah pandangan atau paham yvang memegang teguh hal-hal yang
dibawa scjak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan,
maupun segala scsuatu yang ada @i dalam lingkungan perlamanya
(primordial) yang ada diantara yang satu dengan yang lainnya termasuk di
dalamnya tentang masalah perkaminan

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor | tahun 1974 tentang
Perkawinan merupakan upaya dari pembaharuan sistem hukum yang ingin

mencoba melahuhan unifikasi hukum terhadap perkawinan seperti yang

terdapat i dalam Bab XIV tentang Kelentuan Penutup Pasal 66
discbutkan hahwa untuk perhan inan dan segala so>ualu yang berhubungan
dengan perhawinan berdasarhan atas undang-undang ini, maka dengan
berlakunya undang-undang ini hetentuan-ketentuan yang di atur dalam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgeriijhe Wethoeks, Ondonansi

Perhawinan Indoncsia Krsicn (Huwelyhe Ordonartie  Christen

Indonesiaers, S.1933 No.74), Peraturan Perhawinan Campuran (Regeling

op de gemeng & Hualijken S.1898 No 1$8) dan Peraturan-peraturan lain

vang mengatur entang perhaw inan seiauh telah diatur dalam undang-
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lll\(lllllg ini di
lll\’ll|l|klll) N\
v llllll\ |N“
.l|l||\|l D
Bengan mlnnyu ke ini
etentuan |)«'l.‘i:’l' ini

Illlll\:l pt‘l'k&l\ 1 (l
\Illllll \nl |
v ": (hl"k“ S n
S b "n"'\“" ()l '|
¢h lllllsyllr'\k:ll "|" i i
. Hamin a

masyarakat Bad i
\ aduy diang -
BRAP sah Karena sesuai dan telah di atur dalam
{ { ale

Pasal 2 ayat 1 Undang-U
g-Undang Nomor | tahun 1974 yang mengatakan

bahwa perkawinan adalah sal i di

| sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kcpcrcnynunnyn itu. Harmonisasi hukum sebagai
suatu proses pembentukan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang
bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam
peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-
undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang,

terintegrasi dan konsisten, serta taat asas dengan demikian terciptalah

harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Unifikasi hukum sebagai akibat adanya pandangan sentralistik

yang selalu dan secara terus menerus dari penguasa (negara) yang menjadi

kekuatan utamanya jika diterapkan secara kaku, dimana subtansinya tidak
menampung atau bahakan menyingkirkan keberagamaan (kearifan lokal).
bulkan persitegangan bahkan dapat menjurus kepada

sistensi hukum negara yang

Tentu akan menim

konflik sosial jika hal ini terjadi, seringkali ek
dimandulkan (dikesampingkan) demi terciptanya kearifan lokal.
g hukum harus atas dasar cita-cita yang terkandung

Pembangunan di bidan
p ber-Pancasila dan UUD 1945, hukum merupakan

dalam pandangan hidu
tengah

-nilai yang tumbuh dan berkembang di

perwujudan dari nilai
sehingga

hukum dibuat, dibentuk dan dilaksanakan

masyarakat Indonesia,
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hangua sehagn g UM By !

a— hai untuk "“"‘dlmmltn May MReEMperwmpe agar folak

tenadinya honflik soual Sudah layaknya pembaharuan T TP —
harus mengpunakan pendekatan Yang sesum dengan karakteristik yang
ada di tengah  masyarakat bangsa ini vaitu dengan  menggunakan
pendehatan pluralisme hukum. Pengertian pluralisme hukum dicirkan

sebagai adanya hukum negara di satu sisi dan hukum rakyat di sisi yang

lain, hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum yang pada prinsipnya
tidak berasal dari negara seperti hukum adat, kebiasaan-kebiasaan stau
kesepakatan dan konvensi sosial lainya yang dipandang mengikat sebagai
hukum, pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana
hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu bidang
kehidupan atau perkara, bagi kebanyakan sarjana hukum henyatsannya
adanya sistem hukum lain di samping hukum negard yang masih sulit

diterima, padahal dalam kenyataannya schari-hari tidak dapat dipungkiri

adanya sistem hukum lain di luar negard hukum (state law), melalui

dangan pluralisme hukum dapat dilihat semua sistem hukum berjalan
pandan

enjalankan sistem hukum di tengah masyarakat

bersama-sama di dalam m
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‘i‘;

terjadi.

Dengan teta :
p mempertimbangkan positifisme hukum untuk

mendapatkan kepastian hukum serta social legal untuk mendapatkan
keadilan sehingga akan terjadi interaksi yang konsisten diantara 2 (dua)
lapisan elemen tersebut dan sehingga sebagai dasar negara, pancasila
harus digunakan sebagai Staatsfundamental Norm (fundamental hukum)
berbangsa dan bernegara serta sekaligus sebagai filosofis bagi keperluan
semua peraturan perundang-undangan. Bahwa Pancasila diletakkan
sebagai sebuah fundamen hukum berbangsa dan bernegara berupaya
untuk mewarnai corak aturan hukum di Indonesia dengan lima nilai
dasar, yaitu: nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai

Musyawarah, dan nilai Keadilan Sosial. Kelima nilai dasar ini akan

diturunkan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum di bawah Pancasila

yang akan mengendalikan perilaku-perilaku dalam berbangsa dan
bernegara. Peletakan Pancasila sebagai ruh atau esensi dari terbentuknya

aturan hukum ini menjadikan semua aturan hukum harus mengacu pada 5

(lima) nilai-nilai dasar hukum Indonesia.

nnya Undang-Undang Nomor | tahun 1974

Dengan ditetapka
bahwa perkawinan yang d
rmasuk dalam kategori pelanggaran

ilakukan oleh masyarakat

tentang Perkawinan,

yarakat Baduy tidak te

Samin dan mas
kkan ke dalam praktek yang t

idak sesuai

hukum, namun dapat dikelompo
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R
e

dengan kete
entuan vy , '
A Yang berlaky, dikarenakan esensi dari Undang-Undang
Perkawinan ini adal

i . ’ .
ah terletak (i dalam Pasal 2 ayat | yang menyebutkan

bahwa Perkawi
rkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut  hukum
masing-masi i ¢
dsing-masing agamanya dan kcpcrcayuunnyu. Sedangkan keharusan
adanya pencatat ‘rkawi
YA pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang
Perkawinan,

dan Syarat-syarat perkawinan tentang batasan umur

' perkawinan dalam Pasa] 7 Undang-Undang Perkawinan yang
y menyebutkan untuk pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan

untuk wanita berusia 16 (enam belas) tahun, itu hanya merupakan syarat

formal saja, bukan merupakan masuk dalam syarat subtansial.

Untuk di masa yang akan datang atau masa depan dalam rangka
kebijakan legislasi pembaharuan hukum nasional harus berorientasi pada
pluralisme hukum yang hadir untuk memberikan perspektif pada
keberagaman, sehingga formulasi yang tepat bahwa pembaharuan hukum
nasional tetap memperhatikan kepastian hukum nasional yang memang
penting melalui unifikasi hukum, namun janganlah menyingkirkan atau
mengabaikan keberagaman yang ada dalam masyarakat melalui kearifan
lokal.

Namun yang lebih terpenting adalah bagaimana menyusun dan

merangkai keberagaman serta ketidaksamaan dari suku, bangsa, adat

stiadat, pula, agama dan Kepercayaan ini, schingga ki cap
I1stiadat, ’

merupakan unsur-unsur - yang

mengatakan bahwa perbedaan 1t

s suatu bangsa, semua ini

terpenting yang dapat memberikan identita
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untuk dapat menuju kepastian hukum yang menjadi landasan utama di
dalam pembaharuan hukum nasional termasuk didalamnya tentang

hukum perkawinan, sehingga sesuai dengan semboyan “Bhineka Tunggal

Tka (Berbeda-beda tetapi tetap satu juga)”.
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BAB YV
PENUTUYP

A.  Kesimpulan

|. Bahwa perkawinan merupakan hak yang mendasar dari suatu kehidupan
manusia yang ingin berkembang, guna mengembangkan garis keturunan
sesuai adat istiadat yang berlaku yang salah satunya masyarakat Baduy
Dalam masih mengakui adanya undang-undang perkawinan yang bersifat
unifikasi, walaupun masyarakatnya masih memegang teguh adanya untuk
mencapai musyawarah dan mufakat, apabila terjadi perbedaan aturan
yang yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.

2. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan
mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia
sehingga apa yang berkembang ditengah masyarakat adat dapat dijadikan
sendi hukum dengan demikian maka apabila terdapat konflik sosial
ditengah perkawinan adat dapat terhindari sehingga dengan kearifan

lokal dapat diakui keberadaannya

3. Penyelesaian konflik sosial dalam perkawinan masyarakat melalui

lah
kearifan lokal dapat terselesaikan karena bahwa hukum adat adala

. M t
hukum pendamping atau pedoman bagi hukum nasional yang dapa

segala kenyataan yang berada di tengah masyaraka! Ailat
menampung

n ketentuan agama dan kepercayaannya

yang berasal dari unsur da
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sehingga kontruksi unifikasi hukum tidak meninggalkan kearifan lokal
akan tetapi dapat merangkai kepastian hukum menjadi hukum nasional.
B. Saran
1. Keanekaragaman dari adat istiadat di Indonesia perlu dipahami bukan
saja sebagai kenyataan melainkan perlu ditindaklanjuti dengan
pemahaman terhadap hukum-hukum adat yang tidak tertulis yang masih

berlaku, sehingga konflik sosial dapat diselesaikan dengan cara kearifan

lokal sehingga akan terjadi masyarakat yang tertib dan saling

menghormati setiap sendi hukum yang berlaku dan mencerminkan

hukum dari masyarakat adat.

2. Kearifan lokal yang berkembang ditengah masyarakat tetap harus

dipertahankan karena sekecil permasalahan hukum yang telah terjadi di
dengan kehidupan

. . i
tengah masyarakat akan dapat diselesaikan sesud

masyarakat adatnya.

i lam kenyataannya
3. Hukum adat walaupun sebagai hukum pendamping da
gan saling menghargal

masih dipegang teguh oleh masyarakat adat, den
alan yang akan timbul dengan

sesama manusia yang hidup semud perso

sendiri dapat diselesaikan dengan ja
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